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ABSTRAK

PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF)
YOGYAKARTA DI TINJAU DARI HUKUM BSISNIS SYARIAH

Oleh: Yayan Fauzi
10913026

Dalam studi hukum Muammalah, masalah yang sering terjadi adalah
ketidak sesuaian akad. Akad atau perjanjian memiliki posisi yang sentral karena
dalam akad itulah segala kesepakatan di buat. Baik kesepakatan operasional dana,
lamanya waktu pembiayaan, dan kesepakatan bila terjadi kerugian atau
wanprestasi pada nasabah.

Pembiayaan mudharabah|merupakan salah satu produk pembiayaan yang
ada di BMT Bina [hsanul Fikri, dimana Mudharabah merupakan akad kerjasama
uszha antara dua belah pihak. Pihak pertamad(sdhib al-mal) menyediakan modal
(100%) sedangkan pihak yanglainfiiyagmienjadi pengelola dan keuntungan
berdasarkan bagi hasil.

Syah atau tidaknya akad pémbiayaan mudharabah ini dapat dilihat dengan
parameter Hukum Bisnis Syariah;-yaitti’ hikum-yang mengacu pada fatwa MUI
dan Kompilasi Hukum Ekonomi/Syariah (KHES). Hukum Bisnis Syariah ini bisa
kita lihat pada praktek pembiayaan mudharabah di BMT Bina lhsanul Fikri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan mudharabah di
BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) apakahrsudall sesuai dengdm\Hukum Bisnis Syariah
apa belum, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data yang digunakan
adalah data primer yang diknipuilkanApelalui) interviu, dokumentasi dan
observasi. Sampel terdiri pengtirus,=perigelola DPS dan nasabah pembiayaan
mudharabah BMT Bina thsanul.Fikri. Analisis.yang di gunakan adalah deskriptif
kualitatif dengan pendekatan normatif sosiolagis.

. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar hukum pembiayaan mudharabah
BMT Bina Thsanul Fikri adalah berdasarkan fatwa MUI No.7/DSN-MUL/2000
tentang mudharabah, sedangkan praktek atau realisasinya pembiayaan
mudharabah dilapangan adalah nasabah mengajukan pembiayaan mudharabah
kepada BMT Bina Ihsanul Fikri, biasanya melalui marketing setelah persyaratan
terpenuhi. akad pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan Hukum Bisnis
Syariah yaitu dalam bidang peternakan dan jasa sedangkan dalam bidang
pertanian belum sesuai.

Kata Kunci: Baitul Maal Wattamwil (BMT), Hukum Pembiayaan Mudharabah
dan Hukum Bisnis Syariah



ABSTRACT

THE FINANCING OF MUDHARABAH AT BMT BINA IHSANUL FIKRI
(BIF) YOGYAKARTA BASED ON ISLAMIC BUSINESS LAW

By: Yayan Fauzi
10913026

In study of muamalab law, the problem that mostly happen is
incompatibility of contract. contract or agreement take a vital position because in
it all kind of agreement is made. Either agreement of fund operational, the
duration of the financing, or the deal if there is a loss or wanprestasi in costumer.

The mudharabah financing A5 one of the financing product of BMT Bina
Thsarmul Fikri, which mudharaball is an agreement of bussiness cooperation
between both side. The first side (provides the fee (100%) while the other side is
being a manager, and the profit i3 according te' the system of result sharing.

The legality of mudharabah/financing akad,can be seen with the parameter
of syariah business law. Syariah business law is the law according to the fatwa of
MUI and compilation of syariah|economiclaw. We can see syariah business law
in practice of mudharabah financing-in| BMT Bina‘Thsanul Fikri.

This research aims to know mudharabah financing in BMT Bina Ihsanul
Fikri, whether it is according to syariah business law or not, this reseaerch is a
field research. Data that“used\is/a pmmerdata.that colleeted-through interview,
documentation, and ‘6bservation. Samfiple of this'research 1s taken from organizer
and manager of DPS and the ¢ustomer of mudharabah finance of BMT Bina
Thsanul Fikri. The analyze that*used-is-qualitativé descriptive with sociological
normative approach.

This research concludes that law of mradharabab/financing in BMT Bina
Ihsanul Fikri is according to the fatwa of MUI No.7/DSN-MUI/2000 about
mudharabah, while the practice or realization of mudharabah finance is that
customer proposes mudharabah financing to BMT Bina Thsanul Fikri, usually
through marketing after the requirement is fully fulfilled. The mudharabah finance
akad is fully according to Syariah Business Law, it is in farm and service field
while in the agriculture is not appropriate.

Keywords: Baitul Maal Wattamwil (BMT), Mudharabah financing law and Sharia
Business Law



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Menurut UU No. 7 tahun 1992, tentang perbankan bahwa, Bank adalah
suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan kepadd masyarakat dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak. Selanjitnya pada tanggal 10 november 1998, UU
No. 7 tahun 1992 tersebut diadakan|perubahan menjadi UU No. 10 tahun
1998. Perubahan UU No. 7 tahun 1992, tentang perbankan ini memberikan
indikasi yang mempertegas eksistensi prinsip-isaha bank berdasarkan syariah,
yaitu dalam ayat p3 pyang ,berbunyiy, Bank . lJmum adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas
pembayaran.'

Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang
perbankan syariah pasal 1 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah
segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah,
mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya.

! Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Habib Nazir, Muhammad Hasanuddin
(Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal. 62,



Kemudian pasal 2 dikatakan, Bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”

Bank Indonesia memiliki dua kategori LXKM (lembaga Keuangan
Mikro) yaitu LKM Bank dan LKM Nonbank. LKM yang berwujud bank
adalah BRI Unit Desa, BPR dan Badan Kredit Desa (BKD). Sementara yang
berwujud nonbank adalah Koperasi-Simpan Pinjam (KSP), Lembaga Dana
Kredit Pedesaan, Baitul Maalgd Waitamwil (BMT) lembaga swadaya
masyarakat dan lain-lain’.

Baitul Maal Wattamwil{BM1) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal
dan baitul tamwil. Baitul, maal-"lebih mengarah pada usaha-usaha
pengumpulan dan penyaluran_dana_yang non profit, seperti zakat, infak,
shodagoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpﬁlan dah
penyaluran dana komersial. ‘Usaha=nsaha‘térsébut menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari BMT |sebagai/ lembaga péndukung kegiatah ekonomi
masyarakat kecil.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi
Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena
mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam
prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT

menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari

2UU RI No. 21 tahun 2008, (Jakarta: Sinar Grafika), hal, 3.
* Neni Sri Imaniyati, Aspek-Aspek Hukum BMT, baitul maal wattamwil, (Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 96.



kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT
mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Pada tanggal 10 september 2004 menteri negara koperasi dan usaha
kecil menengah republik indonesia mengeluarkan keputusan tentahg petunjuk
pelaksanaan kegiataan usaha koperasi jasa keuangan syariah, yang menurut
Atjep  Djazuli keputusan ini dapat menjadi payung hukum pengelolaan
lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT.* Sehingga sampai saat ini
kebanyakan BMT memilih bgrbadan bukum koperasi.

Pada tahtin 2007 keluar-peraturan,menteri negara koperasi dan usaha
kecil dan menengah Republik Indenesia’ Ng; |35.2 /PER/M.KUKM/X/2007
tentang pedoman standar operasiopal| manajemen koperasi jasa keuangan
syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.’ Hal ini lebih mempertegas
lagi bahwa sebenarnya BMT termasuk kepada koperasi jasa keuangan syariah
yang berbddan hiflum koperasi.

Perdn umum BMT ydny' dilakulkan adalah melakukan pembinaan dan
pendanaan yang berdasarkan (systemy syatiali’yPeran) ini menegaskan arti
pentirig  prinsip-ptinsip syariah dalam kehidupati ekonomi masyarakat.
Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan

kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun

4 Ibid , hal. 102.
% Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

No. 35.2 /PER/M.KUKM/X/2007.



materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi
keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.6

BMT Bina Ihsanul Fikri adalah salah satu BMT di Yogyakarta yang
berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
Selama ini BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dalam kaitannya dengan nasababh,
telah melakukan dua kegiatan yaitu menabung atau menitifkan dan meminjam
dana (uang).

BMT Bina Ihsanul Fikfi telah-memberikan bantuan pembiayaan dalam
bentuk fasilitas pembiayaan mudhgrabaly (bagi hasil), yang sedapat mungkin
diharapkan dapat meningkat kesejaliteraan ndsabahnya.

Mudharabah adalah shatu akad \pembiayaan antard si pemilik modal
dengan orang yang membutuhkan dana) Ketika mudHarabah ini diangkat pada
sebuah lethbaga keuangan seperti BMT maka mudharabah ini bisa diambil
sebagai suatu produk, baik produk pembiayaan, tabungan berjangka, ataupun
investasi jangka panjang.

Di dalam buku lensiklopedi™ ekonemi | dan perbankan syariah,
mudharabah (frust financing, trust investment) mudharabah disebut juga
berarti bepergian untuk berdagang. Dalam kontek fikih mudharabah berarti
pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modal kepada pekerja/pedagang
(mudharib) untuk diusahakan. Sedangkan keuntungannya dibagi menurut

kesepakatan bersama.

¢ Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi, edisi 2,
(Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 96.



Mudharabah membentuk suatu perjanjian (contrak of co-partnership)
antara pemilik modal dengan pengelola perusahaan. Apabila perusahaan ini
memperoleh keuntungan maka pengelola akan memperoleh keuntungan
berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah disepakati.7

Bagi hasil adalah bentuk returr (perolehan kembaliannya) dari kontrak
investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya
perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.®
Dengan demikian dapat dikatakar-bahwad system bagi hasil merupakan salah
satu paktek lembaga keuangaty syariah.

Dalam menjalin beberapaketefituaft | transaksi antara BMT dan
Nasabah, system mudharabah telah mengatir bebetapa hal yang berkaitan
dengan mekanisme kesepakatan/ (akad)  pembiayaan mudharabah dan
mekanisme pelaksanaan bagi hasil, Aturan mengenai hal itu tentu saja secara
teoritis berakibat pada perspektif literatur figh klasik muammalah yang
kemudian direaktualisasi oleli"parapraktisi dan‘akademisi perbankan syariah

kontemporer.

Di dalam masyarakat muncul persepsi bahwa BMT dan lembaga
keuangan syariah lainya yang menggunakan akad mudharabah sama saja
dengan lembaga keuangan konvensional, dikarenakan nasabah merasa apa
yang ada di BMT tidak bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan

modal dalam perekonomian. seperti hal yang paling spesifik adalah bagi hasil

? Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Op. cit., hal. 448,

8 Umi fauziyah, “Anlisis Metode Perhitungan Bagihasil Pada Pembiayaan Mudharabah
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di BMT Khonsa Cilacap”, Skripsi, Surakarta:
STAIN, 2006, hal. xvi



pada pembiayaan yang ada di BMT besarannya tidak jauh berbeda dengan
bunga yang ada dibank konvensional, malahan terkadang bagi hasil itu lebih
tinggi dari pada bunga dan proses perhitungan bagi hasil serta persyaratannya
lebih rumit, maka dari itu peneliti berasumsi ada kesalahan yang dilakukan
oleh BMT terkait dengan akad ataupun aplikasi dilapangan tentang hukum
bisnis syariah yang telah ditentukan oleh pemerintah dan Dewan Syariah
Nasional (DSN). maka penelitian ini dibuat guna untuk mengetahui
bagaimana masalah hukum pembiayaan mudharabah serta akad pembiayaan

mudharabah yang ada di BMT-Binaflhsanul Fikr (BIF).

Berdasarkan permasalahan yang telah/dil uraikan maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitiair dengasm. mangangkat judul “Pembiayaan
Mudharabah di BMT Bina-Thsanul Fikri (BIF) Yogyakarta Ditinjau
dari Hukum Bisnig\Syariah/ Adapifm aspek Kajian pada penelitian ini adalah
segala pembiayaan mudharabah dan aspek kajian Hukum Bisnis Syariah
berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN No.
07/DSN-MUVIV 2000 “teéntafig = mudiarabdh = “serta data pembiayaan
mudharabah yang terjadi dari bulan januari - desember 2011 di BMT Bina

thsanul Fikri.



B. Rumusan masalah
Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana diatas dapat
ditentukan beberapa permasalahan lain adalah:
1. Bagaima-na dasar hukum pembiayaan mudharabah di BMT Bina
Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta dan realisasinya?
2. Apakah akad pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Bina
Thsanul Fikri (BIF) Yogyakarta sudah sesuai dengan Hukum Bisnis
Syariah?
3. Bagaimana solusirya jika ada pehyimpangan akad pembiayaan

mudharabah di BMI Bifathsanul Fikr: (BIF)

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dasar hukum pembiayaan mudharabah dan
mendeskripsikan secara “mendetail ‘aplikasi produk pembiayaan
mudharabah di BMT BinaIhsanul Eikri«(BIF)/¥egyakarta.

2. Untuk mengevaluasi aplikasi praktik pembiayaan mudharabah di BMT
Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta. Apakah sudah sesuai Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa DSN No. 07/DSN-
MUIIV 2000.

3. Untuk mengentahui solusinya jika terjadi akad pembiayaan mudharabah

yang menyimpang dari hukum bisnis syariah.



Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Secara akademik
Memperdalam kajian aplikasi produk mudharabah di lingkungan BMT
Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta.

2. Secara praktis
Sebagai bahan pemikiran bagi penelitian dan praktisi demi terciptanya

lembaga keuangan syariah non bank yang sehat berdasarkan syariah.

D. Telaah pustaka

Telah banyak karya-karya penelitian baik berupa, buku, makalah, tugas
akhir, skripsi, tesis ataupun—buk(i-buku -Idin yang mietiibahas tentang
mudharabah dan sejenisnya baik sebagi judul khusus atau sebagai sub judul.
Dan telah banyak)ptila penelitiati-pénelitian lapangafi\yahg berkditan dengan
BMT, karena itu telaahy @ustaka dalam) penelitian ini sebagian dapat
dipaparkan antara lain:

Muhammad Ridwan, dalam tulisannya berjudul sistem dan prosedur
pendirian Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)’ dan mangjemen Baitul Maal Wal
Tamwil.’® Kedua buku tersebut membahas tentang seputar BMT yang
meliputi system dan prosedur pembiayaan dan simpanan organisasi dan

manajemen BMT.

? Muhammad Ridwan, 2006. Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wal Tamwil

{BMT), Yogyakarta, Citra Media.
10 Muhammad Ridwan, 2004. Manjemen Baitul Maal Wattamwil (BMT), Yogyakarta, Ul
Press.



Muhammad Antonio Syafi’i, dalam bukunya, Bank Syariah Wacana
Ulama dan Cendikiawan,!! Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum,'? dan
Bank Syariah dari Teort Ke praktik'® Ketiga buku tersebut membahas
bagaimana akad yang ada di perbankan syariah baik secara teori ataupun
praktik dilapangan.

Muhammad, dalam jurnal Atribut Proyek dan Mudharib dalam
Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syari'ah di Indonesia'* dan Erni Susana,
dalam jurnal Pelaksanaan daid Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah
Pada Bank Syariah.!* Kedud jurnalidi atas niembahasa tantang atribut (aspek-
aspek) proyek apa yang dipertimbangkan‘oleh shahibul mal dalam melakukan
kontrak pembiayaan mudharabah di bank syari'ah dan aplikasi pembiayaan
mudharabah di perbankan syariah,

Skripsi Umi Fauziyah, tahun 2006, berjudul tentang analisis metode
perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa
dewan syariah nasional di“BMT=Khonsa Cilacap.'® Tesis ini membahas
tentang bagaimana| metode ‘\perfitungan .bagi shasil pada pembiayaan
mudharabah dengan Revenue Sharing apakah lebih menguntungkan bagi

BMT Khonsa dan apakah metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan

' Antonio, Syafi’i, 1999. Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, Jakarta,
Tazkia Institute.

2 Antonio Syafi’i, 1999. Bank Syariah suatu pengenalan umum, Jakarta, Tazkia Institute.

'3 Antonio Syafi’i, 2001. Bank Syariah dari Teori Kepraktik, Jakarta, Gema Insani Press.

" Muhammad, “Atribut Proyek dan Mudharib dalam Pembiayaan Mudharabah pada
Bank Syari'ah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi flan Bisnis Indonesia, VoL 21, No. 3, tahun 2006.

15 Brni Susana, “Pelaksanaan dan Sistern Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada
Bank Syariah”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 15, No. 3, tahun 2011.

16 Umi Fauziyah, “Analisis Metode Perhitungan Bagihasil Pada Pembiayaan Mudharabah
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di BMT Khonsa Cilacap”, Skripsi, Surakarta:
STAIN, 2006.



mudharabah di BMT Khonsa Chilacap sudah sesuai dengan fatwa DSN
No.15/ DSN-MUI/IX 2000.

Metode Revenue Sharing lebih menguntungkan dibandingkan dengan
Profit Sharing, dan metode Revenue Sharing di BMT Konsa Chilacap sudah
sesuai dengan fatwa DSN No.15/ DSN-MUL/TX 2000.

Tesis Hudan Isnawan, tahun 2007 berjudul tentang Ketertarikan
nasabah atas simpanan mudharabah dan musyarakah pada lembaga keuangan
mikro syariah (studi kasus padd BMT\ Bina\lhsanul Fikri Cabang Nitikan
Yogyakarta).'” Tesis ini imembdhashtentanlg bagaimana pendapat dan
penilaian nasabah terhadap; BM{E ‘Bina “Ihsanul Fikri cabang Nitikan
Yogyakarta sebagai keuangan; mikro syariah dan faktor-faktor apa saja yang
menjadikan alasan pertimbafigan nasabah’'dalam merespon produk simpanan
mudharabah dan simpanan musyarakah pada BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang
Nitikan Yogyakarta. Dalam tesis tersebut pendapat, penilaian dan faktor-
faktor yang menjadi alasan“pertimbangan nasabah dalam merespon produk
simpanan mudharabah“dan_simpanan“\musSyardkah adalah bahwa BMT Bina
Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta telah mendapat respon dari
masyarakat, khususnya umat islam, dengan luar biasa, hal ini karena ditopang
ketaatan yang tinggi dalam menjalankan prisip-prinsip syariah, sumber daya
insani yang memadai, pelayanan yang memuaskan, fleksibelitas birokrasi,

sehingga sebagian nasabahnya merasa terpuaskan. Hal ini menunjukan bahwa

17 Hudan Isnawan, “Ketertarikan Nasabah atas Simpanan Mudharabah dan Musyarakah
Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (studi kasus pada BMT Bina Thsanul Fikri Cabang
Nitikan Yogyakarta)”, tesis, Yogyakarta: MSI Ull, 2007.
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secara ruhiyyah BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta sebagai
lembaga keuangan mikro syariah adalah cukup sehat.

Ahmad Dahlan dalam tesisnya menemukan bahwa didalam lembaga
keuangan BMT menerapkan system Mudharabah Muqgayyadah fi Al-nisbah
bi Al-miyyah. Mudaharabah ini mempunyai asumsi perhitungan nisbah yang
ditetapkan 2,5% atas dasar besarnya pembiayaan yang dikeluarkan pihak
BMT sebagai shohib Al-mal (pemodal) sehingga mekanisme ini menyerupai
perhitungan bunga. Penemuah ini merntinjukan\bahwa disini didalam aplikasi
pembiayaan Mudharabah teérdapat kelemahan system bagi hasil yang
menyimpang dari sejarah pendirianfiyayang bebas bunga.'®

Syafrudin Arif dalam=tesisnya yang | berjudul Bagi hasil dalam
pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada BMT di D.I Yogyakarta (dari
teori keterapan).'® BMT di DLY. tidak.memiliki rumusan yang jelas mengenai
segi-segi yang mehentukan penggunaan sistem pembiayaan yang berpola bagi
hasil dalam produk Mudharabah~Musyarakah, melainkan memandangnya
secara tersirat dibalik¥ pembicaraan' mengenai /atiran dan dasar-dasar
kebijakan pembiayaan BMT. Tetapi melalui pencermatan yang berpijak pada
kerangka iimu ekonomi islam, maka segi-segi itu terungkap meliputi prosedur
pembiayaan bagi hasil, metode mengangsur, dan kebaikan layanan BMT

kepada nasabah.

18 Ahmad Dahlan, “Implementasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Mentari Bina Arta
Tegal (studi kasus tahun 1996-2001)”, tesis, Yogyakarta: MSI Ull, 2002.

1 Syafrudin Arif, “Bagi Hasil dalam Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada
BMT di D.I Yogyakarta (dari teori keterapan)”, tesis, Yogyakarta: MSI UTI, 2005.
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Amiruddin membicarakan konsep Mudharabal dalam perspektif fikih
islam dan praktisi perbankan syariah melalui studi perbandingan dua kasus
LKS di Ponorogo. Perspektif figh juga disampaikan dalam pf:melitiannya‘20
Selain itu penelitian lain dilakukan oleh Subroto, yang mengemukakan
tentang prosedur pembiayaan mudharabah dan mekanisme pembagian
keuntungan serta menyelesaikan masalah kredit macet di 5 BMT di
Ponorogo.

Tesis Subroto, tahun/2006>tentang mudharabah studi atas teori dan
aplikasinya pada BMT di Poriorogef®’ Tesis ini membahas tentang bagaimana
aplikasi prosedur untuk |mendapatkan “pembiayaan pada umumnya.
Mckanisme pembagian keudngan antara BMT dan nasabah dan diakhiri
dengan pembahasan penyelesaian|jika)|terjadi kredit bermasalah. Untuk
menjawab permasalah tersebut peryusun mengambil sampel 5 BMT di
daerah Potiorogd yang akhirnya memperoleh kesimpulan bahwa aplikasi

mudharabah di BMT tersebut-telahrsesuai‘dengan teori-teori mudharabah.

Tesis Endang Sri Hartatik, tahun 2007 tentang aplikasi pembiayaan
mudharabah di BMT Arta Amanah Saden Bantul. Tesis ini membahas tentang
Bagaimanakah konsep dasar pembiayaan mudharabah di BMT Arta Amanah
Saden Bantul dan bagaimana aplikasi pembiayaan mudharabah tersebut serta

Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad mudharabah di

20 Amiruddin, “Studi Perbandingan Pelaksanaan Prinsip Mudharabah Pada Koperasi
Pondok Pesantren Al-Muslim dan Lembaga Keuangan Syariah PT Baok Perkreditan Syariah Al-
Mabrur Ponorogo”, fesis, Yogyakarta: MSI UTI, 2003.

2! gubroto, “Mudharabah Studi atas Teori dan Aplikasinya pada BMT diponorogo”, fesis,
Yogyakarta: MSI Ull, 2006.
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BMT Arta Amanah Saden Bantul. Kesimpulannya pembiayaan BMT Arta
Amanah Saden Bantul adalah kemitraan, dan pembiayaannya dengan 3 cara
pembiayaan mudharabah murni, mudharabah semi musyarakah, dan
mudharabah semi murabahah serta untuk menghadapi pembiayaan
mudharabah yang bermasalah BMT Arta Amanah menawarkan kepada para
mitra dengan cara: melakukan penjadwalan ulang pembayaran
(rescheduling),mengambil dana zakat infak shodagqoh (ZIS) dan upaya

alternatif dengan cara menjual barang agunan $imitra.

Tesis éhairul Fidai, tahun 2007 tentang penyelesaian pembiayaan
bermasalah (studi kasus di| BMT Jogjataria| Yogyakatta). Pada tesis ini
memmnbahas, bagaimana kategori pembiayaan bermasalah di BMT Jogjatama
Yogyakarta, faktor-faktor apa’’sajakah “-yang menyebabkan terjadiny4
pembiayariail bermasalah\di/BMT [Jogjdtamn~Yogyakatta dan bagaimana
upaya-upaya yang dilakukan, eleh BMT jogjatama Yogyakarta dalati
menangani dan menyelesaikdn pembiayaarl betmasalah. Kesimpulanhya
pembiayaan kategorinya penibiayaan bermasalah jika masuk kepada kritetia
pembiayaan diperhatikan, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukar
dan pembiayaan macet, Faktor-faktornya adalah faktor intern (dari lembaga
keuangan itu sendiri) faktor ekstern (dari nasabah/anggota yang enggan
memenuhi kewajibannya) dan upaya yang dilakukan penyehatan dan

penyelamatan pembiayaan (reschuling, restructuring, dan reconditioning).*

2 Chairul Fidai, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, (studi kasus di BMT Jogjatama
Yogyakarta)”, tesis, Yogyakarta: MSI UIl, 2007.
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Dengan melihat referensi telaah pustaka di atas penyusun berusaha
membahas seputar pembiayaan mudharabah disalah satu BMT di Yogyakarta
yaitu BMT Bina Thsapul Fikri (BIF) yang beralamat di jalan Rejowinangun
No. 28 B Kotagede Yogyakarta. Adapun masalah yang menarik untuk diteliti
adalah bagaimana dasar hukum pembiayaan mudharabah di BMT Bina
Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan Hukum Bisnis
Syariah yang ada di indonesia dan bagaimana realisasinya dilapangan, serta
bagaimana solusinya jika akad add penyimpangan dalam akad pembiayaan
BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF):

Yang membedakan penelitianginisdéngan penelitian sebelumnya adalah
berupd data dan pisau analisis, data yang ‘diteliti adaldh data pembiayaan
mudharabah tahun 2011 dan, yang menjadi’ pisau analisis adalah Hukum
Bisnis Syatiah yang mengacu pada_fatwd DSN dan Koinpilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES). Sedangkdn Posisi pehelitian iti adalah lebih
menekankan secara mendalam ‘temtang pengkajian hukum atau akad-akad
mudharabah yang| dipraktekan /oleh | BMI JBipa-\lhsanul Fikri (BIF)
Yogyakarta, dengan tujuan apakah praktek tersebut syah, barhil atau fasid

oleh Hukum Bisnis Syariah.
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E. Kerangka teoritik
Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk
memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan unit. Berdasarkan UU No.
7 tahun1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang wajib
melunasi hutangnya setelah jatigka waktu tertentu dengan jumlah bunga,
imbalan atau bagihasil.”
Menurut pemanfaatannya pemibiayaantBMT dapat dibagi menjadi dua
yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan fmodal kerja.
1. Pembiayaan investasi
Pembiayaan digunakan untuk-pementhan barang-barang permodalan
(capital goods) serta fasilitas-fasilitas lain yatig serta hubungannya
dengan hal tersebut,
2. Pembiayaan modal kérja
Pembiayaah |yang ditujikan ufituk-pentenuhah, dpeningkatan produksi,
dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi,
perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.
Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua,

yakni pembiayaan produktif dan konsumtif.

# Muhammad Ridwan, Op. cit., hal. 163-164.
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1. pembiayaan produktif
yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan
modal untuk meningkatkan volume penjualan produksi, pertanian,
perkebunan maupun jasa.
2. pembiayaan konsumtif
yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi, baik yang/digunakdn/sesaaty maupun dalam jangka waktu
yang relatif panjang.”’

Pembiayaan ini merupakan‘Suatuskepercayaan dan hal itu timbul bila
ada pendekatan antara pémberi//dan penerima perhbidyaan. Untuk
menimbulkan kepércayaan, makal pemberi- pembidyaan (bdnk syariah atau
lembagd keuangan syatiah lainnya) perlu meneliti dattulu apa, begaimana dan
siapa calon peminjam. Dalam pemberian pembiayaan pada nasabah dikenal
dengan prinsip 5 c, yaitu caracter;capacity, capital, condition dan collateral.
Selain itu ada jugalyang.dikenal| dengan. 4P) yaitu\personality, purpose,
prospect dan payment.

Adapun fungsi dan manfaat pembiayaan yang diberikan bank syariah
atau lembaga keuangan syariah kepada masyarakat adalah:

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan daya guna barang.

3. Meningkatkan peredaran uang.

24 Ibid., hal. 166.
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4. Menimbulkan kegairahan berusaha.

5. Stabilitas ekonomi.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pandapatan nasional.
7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Mudharabah berasal dari kata Darb artinya memukul atau berjalan.
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang
memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknik mudharabah~dadalah\ akad kerjasama usaha antara dua
belah pihak. Pihak pertamd—(sakib |@lmal) menyediakan modal (100%)
sedangkan pihak yang lainya menjadispengelola. Keuntungan usaha secara
mudharabah dibagi menurut“kesepakatan yang dituangkan ddlam kontrak,
sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu
bukan akibat kecurangan atau_kelalaian si pengelola. seandainya kerugian
diakibatkan kecurangan atau kelalaian sipen'geiola, sipengelola harus
bertanggung jawab atas kerugiar tersébut 2

Dalam istilah | fikik_muainmalah, mudbarabah) adalah suatu bentuk
perniagaan dimana sipemilik modal (sahibul maal) menyetorkan modalnya
kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut mudharib, untuk diniagakan
dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari

kedua belah pihak.

% Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori Kepratktik (Jakarta: Tazkia
Institute, 2001), hal. 95,
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Landasan hukum Al-Quran, surat Al-muzammil ayat 20,

AT Jad pn B33 fuof\’Td Oyipiad Ogj-123

“Dan orang-orang yang lain berjalan dimuka bumi mencari
keutamaan Allah”.

Ayat ini menjelaskan bahwa mudarabah (berjalan dimuka bumi) dengan
tujuan mendapatkan keutamaan (rizki) dari Allah SWT.?

Didalam fitwa DSN No. 07/DSN-MULIV 2000 tentang mudharabah,
pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS
kepada pihak lain untuk suatw usaha yang produktif. LKS sebagai shahibul
maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan proyek (usaha), sedangkan
pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudHharib atau pengelola usaha.?’

Mudharabah atau giradh disebut Juga perjanjian bagi hasil, yaitu berupa
kemitraan adalah perseroan—antara-teraga 'dan harta, sesecorang (pihak
pertama/supplier/pemilik \modal/madfiarib) memberikad “hartanya kepada
pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/dharib) yang digunakan untuk
berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan
dibagi oleh masing-masing“piliak ‘sesuai~dengan ‘kes¢pakatan. Bila terjadi
kerugian, maka berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah bab VIII
pasal 252 bahwa kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja
sama mudharabah yang terjadi bukan kelalaian mudharib, dibebankan pada
pemilik modal. Artinya jika terjadi kerugian maka yang menangung kerugian

adalah pemilik modal, selama usaha tersebut rugi bukan karena kesalahan

% Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan Implementasi operasional Bank syariah,
{Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 164.

%7 Abdul Ghafur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah,(UU dibidang perbankan
dan fatwa DSN, MU], dan peraturan Bank indonesia), (Yogyakarta: UlI Press, 2009), hal. 133.
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pengelola (managemen). Kemudian apabila terjadi pembiayaan bermasalah,
menurut pasal 251 ayat 4 tentang perselisihan antara pemilik modal dengan
mudharib dapat diselesaikan dengan shulk/ as-shulh dan atau melalui
pengadilan,

Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan untuk
adanya keadilan, kepastian dan kegunaan (kemanfaatan).”® Pertama adalah
keadilan dalam arti sempit Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua
orang di depan pengadilan fhukiii)./Keadilan memiliki sifat-sifat normatif
sekaligus konstitutif bagi hukum{ Ia ‘\mormatif karena berfungsi sebagai
prasyarat transendental yang mendasaristiap ukum positif yang bermartabat.
Dengan kata lain, keadilan| menjadi/ landasan moral hukum dan sekaligus
tolak ukur sistem hukum positif. | Keadilan yang bersifat konstitutif, karena
keadilan harus menjadi_ unsur_mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa
keadilan sebuah aturan tidak pantas menjdi hukum.”

Kedua adalah kepastiafi-hukum ‘atau legalitas. > fungsi kepastian hukum
adalah memastikan bahwa hukwn |(vang_bensd keadilan dan norma-norma
vang memajukan kebaikan manusia), benar-benar berfungsi sebagai peraturan

yang ditaati.’ Dan ketiga adalah kemanfataan, dengannya kepastian bahwa

® Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi (Yogyakarta :Genta Press,
2007), hal.20.

» Bernard L. Tanya, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2011), hal. 66-67.

*% Endang Sutrisno, Bunga Rampai., hal 20.

Y'Bernard L. Tanya, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2011) ,hal.67
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aturan-aturan itu ditaati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat
bagi kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.*?

Bebicara tentang keadilan, Majid Khadduri memklasifikasikan keadilan
dengan beberapa kelompok, diantaranya adalah keadilan substansif.

Keadilan substansif merupakan suatu aspek internal dari suatu hukum:;
dan clemen-elemen keadilan yang terkandung dalam suatu hukum yang
merupakan suatu deklarasi tentang kebenaran-kebenaran” dan kesalahan-
kesalahan”. Dalam kosa kata”islaml,_“kebenaran-kebenaran” dan “kesalahan-
kesalahan” kita namakan™ halal [dan haram’ (al-halal wa al-haram) dan
membentuk beberapa kaidah umum dan”khtsus dari syariat islam (islamic
corpus juris).

Berdasarkan penelitian*Para pakar| (mitjtahid) pada watak dan bidang
dari kewajiban-kewajiban legal, prinsip-prinsip pokok yang menentukan
perbedaati antara” perbuatan-perbuatan yang adil ddn zalim. Secara bersama
prinsip-prinsip ini menentukan‘apa-dairbagaitana seharusnnya tujuan-tujuan
akhir dari syariat (maqasid syariah).

Apa dan bagaimana tujuan syariah ? yang pertama dan terpenting
adalah prinsip “kebaikan umum” (al-khayr al-‘aam), yang sudah tenti
dikatakan oleh wahyu dan dimaksudkah untik menipromosikan kesejahterdan
umum bagi orang-orang yang beriman (QS XLVIII: 18-9). Syariat adalah
jalan yang membimbing orang-orang untuk melakukan kebaikan (al-ma ’ruf)

dan mencegah keburukan (al-munkar). Lebth khusus lagi syarnat

32 Ibid.
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dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum (maslahah), karena
manusia tidak menyadari apa yang baik baginya dan orang-orang lain (QS II:
216).® dan yang kedua adalah Prinsip kebahagiaan. Amidi dan pada ahli
hukum lain berpendapat bahwa tujuan dari syariat adalah untuk mencapai
kebahagiaan di dunia dan akherat kelak.*

Adapun menurut Steven Vago fungsi hukum adalah sebagai sosial
kontrol, penyelesaian sengketa dan alat untuk mengubah masyarakat.

Kontrol sosial yaitu hukunimengacu pada proses dan metode yang
digunakan oleh suatu anggdta masyarakatUatau kelompok untuk menjaga
ketertiban sosial dengan menegakkangperildku yang disetujui. Seperti adat
istiadat, kepercayaan, tradisi, sikap, /dan nilaj-nilai umumnya yang ada dalam
masydrakat.>> Atau bisa dikafakan -hukum Jsebagai kontrol sosial berarti
hukum dapat mengendalikan_mdsyarakat dan melakukan pengendalian
terhadap kejahafan dan potensi di dalamnya, baik dalam perspektif pdta
pelaku sosial secara individuat'maupun secara kolektif dalam kesatuan sosial,
baik darl dalam maupun darifuat masyarakat 2

Didalam buku Zainuddii Ali, hukum sebagai kontrol sosidl ddalah
hukum bisa menghinddrkan dari penyimpangan-penyimpangan nilai yang

ideal dalam masyarakat seperti pencurian, perzinahan, ketidak mampuan

3 Majid Khadduri, Teologi Keadilan Perspekaif Islam, Alih Bahasa H. Mochtar Zoemni
Joko S. Kahhar cet.,1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal.201-202.

* 1bid, hal 205.

3 Steven Vago, Law And Society, (New Jersey: America, 1981), hal.157-158

% http://cy83rerlm3.blogspot.com/2012/08/pengantar-kepada-sosiclogi-hukum.html
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membayar utang, melukai orang lain, pembunuhan, mencemarkan nama baik
orang yang baik-baik dan sebagainya.’’

Ada dua proses dasar kontrol sosial, (1) internalisasi yaitu tekanan dari
dalam kelompok, dan (2) eksternal yaitu tekanan atau reaksi sosial dari
masyarakat luar dalam bentuk sanksi terhadap kasus yang tidak sesuai dengan
norma-norma.

Penyelesaian sengketa yaitu hukum sebagai pihak penengah antara dua
kelompok orang yang bertikiai, dan sebagai hakim yang memutuskan suatu
perkara siapa yang bersalah dan!| siapa) [yang benar melalui proses
menyelidikan pada kasus tersebut.

Hukum sebagai penyélesaian/ sengketa adalah menjadikan hukum
sebagai mekanisme bersatha ) yang”’)memungkinkan adanya partisipasi
masyarakdt dalam setiap prosesiya. Dalam hal ini, hukum tidak lagi semata-
mata dipandahg sebagai norma atau aturan belaka, melainkan Iebih jauh dari
itu sebagdli mekanisme ‘pragmiatik “untuk “menyelesaikan konflik secara
damai.”®

Hukum sebagai Alat untuk mengubah masyarakat yaitu hukum sebagai
suatu proses mekanik. Hukum berubah sesuai dengan nilai-nilai kekinian dan
opini-opini masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya perkembangan
industri dan transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru.
Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui interpretasi dalam

mengadili kasus yang dihadapinya secara “seimbang” (balance).

37 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 90.
3 Zainuddin Ali, Filsafat, hal.100.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fie! study research)
penelitian dimaksudkan mempelajari suatu objek yang diteliti secara
intensif, terperinci secara mendalam.>® Peneliti terjun langsung kelapangan
(objek penelitian) untuk melihat praktik pembiayaan mudharabah. Adapun
yang menjadi objek yang dimaksud dalam penelitian ini addlah
pembiayaan mudharabah/di BMT"Bina Ihsanul Fikri (BIF) pada tahun
2011.
2. Peridekatan masalah
Pendekatan yang dilakukan/| adalah, |bersifat normatif sosiologis.
normdtif yakni menggali norma-notma hukum yang ada di dalam Hukum
Bisnis Syariah (KHES, fatwa MUI).dap yahg dipraktekan oleh BMT Bina
Ihsanul Fikti (BIF). Adapun pendekatan sosiclogis adalah pendekatan
yang menitik beratkan" arfalisis=datd ‘yanig didekati dari kondisi sosial
masyatakat yang mempengaruhi pemikitan /keagamaan dah sikap
masyarakat terhadap keberadaan BMT Bina lhsanul Fikri (BIF) dengan

produk-produknya.

*® Husaini Usman dan Purwono Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, edisi.6,
(Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2006), hal.5.
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3. Subjek penelitian

Adapun subjek penelitian adalah

a. Pengurus BMT Bina [hsanul Fikri (BIF).
1. Ketua BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF). -
2. Sekretaris BMT Bina Thsanul Fikri (BIF).
3. Bendahara BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF).

b. DPS (Dewan Pengawas Syariah) BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)

c. Dewan pengawas magajerien (BIF)

d. Nasabah pembiayaan mudaliarabah.

Yakni nasabah yangumelakukan pembiayaan mudharabah di

BMT Bina Ihsanul |Fikri (BIF). Seldnjutnya di dalam penentuan
seberapa banyak informasi yang Jakan diambil tidak dibatasi. Dalam
hal ini bahwa_ penentuan unit sampel (informan) diinggap tidak
mencukupi apabila sampai pada tahap ketuntasan atau kejenuhan,
artinya dpabila 'pemambahan” ‘informasi tidak akan mampu

memperkaya informasi yang dibutuhkan.

4. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data diambil dengan cara

a. Interviu
Metode interviu adalah metode pengumpulan data dengan jalan

tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematik dengan
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berlandaskan pada tujuan penelitian.*’ Proses tanya jawab dalam
penelitian berlangsung secdra lisan dimana dua orang atau lebih
bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi
atau keterangan-keterangan.*!

Metode interviu ini penyusun tujukan kepada pengurus BMT
tentang bagaimana pembiayaan mudharabah dilapangan dan bagian
remedial selaku bagian yahg menyelesaikan pembiayaan bermasalah
pada BMT Bina IbSandb|Fikei/\ (BIF) Yogyakarta. Metode yang
digunakan adalah interview bebas térpimpin yaitu penelitian yang
bebas mergadakan wawdticaray"yarg |tetap berpijak pada catatan-
catatan mengenai pokek-pokok yang ditanyakan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentdsi adalah_suatu metode_atau cara ithtuk
méndapatkan data yang teldh ada, biasanya merupakan tulisan atau
catatan atau benda-bénda"tain/** Data\Valg ciﬂ:iapatkan dari dokumién
berupa nama-fiama nasababl yang melakitkdtypembiayaan mudharabah
di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dari bula januari - desember tahun
2011, lembar arsip perjanjian dan data-ddta teoritis yang lain yang

merupakan suatu pencatatan dengan bukti otentik.

* Surisno Hadi, Metodologi Resech,untuk penulisan laporan, skripsi, thesis, dan
disertasi, jilid 2, (Yogyakarta: ANDI, 2004), hal. 218.

“! Cholil Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakasta: PT Bumi Angkasa,
2005), hal.83.

2 Koecoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1976), hal. 63.
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c. Observasi
Secara mudah observasi sering disebut sebagai metode
pengamatzm.43 mengadakan pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap fenomena yang diteliti,** yang berhubungan
dengan pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan penanganan serta
penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bina Thsanul Fikri (BIF)

Yogyakarta.

5. Analisis data

Ketika data yang|tdiperlukah, sudah terkumpul dengan teknik
pengumpulan data yang sepertitdyatas’yaitu dengan interviu, dokumentasi
dah observasi. Maka laagkah 'selanjutnya dalam proses penelitian ini
adalah menganalisis data.

Analisis _yang digunakan dalam penelitian lapangan ini (field
research) adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif
sosiologis. Dalam hubun@an ii-séluritl prosedur dnalisis dan pengolahan
data telah dibahas“sebelumnya, ‘berkcnaat) |[déngan analisis deskriptif
kualitatif.

Analisis kualitatif fokusnya pada petunjuk makna, deskripsi,
penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan

seringkali melukiskannya didalam kata-kata dari pada angka-angka.*’

3 Soeramo dan Licolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, Cetakan 4,
(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 89.

“ Surisno Hadi, Metodologi., hal. 206.

5 Sanafiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003), hal. 256.
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Analisa deskriptif kualitatif menyandarkan pada logika dengan
menggambarkan data yang diperoleh, sehingga dapat mencapai pengertian
pada unsur-unsur dengan menggunakan cara berfikir induktif.*®

Cara berpikir indukstif adalah menganalisis data yang bersifat
khusus untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
Data-data yang bersifat khusus adalah data yang diperoleh dari hasil
interviu/ wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data tersebut kemudian
dianalisa dalam tesis jni sthingga menghasilkan kesimpulan yang
merupakan transferabilitas-daridatafdata khusus yang ada.

Dalam penelitian |kmalitatifgifi 4da 3 komponeh pokok yang
digunakan peheliti yaitu] Feduction, datardan pengumpilan data, display
data dan conclution drawing: " Menurit tiga kompohen tersebut

menunjukan siklus yang berkaitah dengan betintegrasi.*’

“ Burhan Bungin, Analisa Data Penelitian Kwalitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2003), hal.67.
*7 Hunaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, edisi ke-6,

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 86
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Tiga komponan tersebut dapat digambar sebagai berikut :

Diagram 1
Siklus Penelitian Kualitatif

Pengumpulan data

A

) —  » Display data
Reduksi data

—

conclution drawing

Diagram 1
Siklus interaktif yang demikian itu menunjukan adanya kemauan yang
sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang
mendalam komprehensif; dan’ mengenai“suatu Thasalah sehingga dapat
melahirkan kesimpulan-kesimpulan induktif.*®
6. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di BMT Bina lhsanul Fikri (BIF) Yogyakarta,

yang beralamat di jalan Rejowinangun No. 28 B Kotagede Yogyakarta.

Mulai tanggal 20 februari 2012 sampai dengan tanggal 16 maret 2012.

8 Sanafiah Faisal, Format-format., hal, 256-257. Lihat juga, Matthew B. Miles dan
A.Michael Hubermen, Analisis Data Kualitatif, buku sumber tentang metode-metode baru, alih
bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, cet-1, (Jakarta: UI-Press, 1992), hal. 19-20.
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G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terbagi menjadi lima bab yang

terdiri :

BabI:

Bab II;

bagian pertama dalam bab ini adalah latar belakang, yang
memberikan penjelasan tentang seputar permasalahan mudharabah.
dari latar belakang tersebut selanjutnya dirumuskan pokok
permasalahan yang dijadikan dasar atau acuan serta arah
pembahasan dalafm tesis-“ni)' yaitu mengkaji bagaimana akad
pembiayaan mudharabah dip BMT Bina Ihsanul Fiked (BIF).
Kemudian penulis itiencébaffiengeksplorasi secara umum beberapa
karya yang sejenis mengenai jpembiayaan mudharabah yang
tertuang di dalam kerangka toeritik. Adapun metode penelitian
terdiri dari :, 1. Jenis penelitian.yang bersifat lapangan (fiel study
research); 2. Pendekatan masalah; 3. Sujek penelitian 4. teknik
pengumpulan data; 5. Afialisis data; 6.lokasi penelifian dan bagian
akhir dalam bab.pertama ini‘adalalvsisteridatika pembahasan.

Untuk mengantar kepada tinjauan umum tentang mudharabah dan
lembaga keuangan syariah, pada bab ini akan di bahas tiga sub bab
yang pertama teori lembaga keuangan syariah, yang terdid dari
Pengertian Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Bank, Lembaga
Non Bank seperti BMT. Yang kedua teori akad dan asas-asas
perjanjian yang terdiri dari teori akad dan Asas-asas dalam

perjanjian. Yang ketiga pembiayaan mudharabah di BMT Bina
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Bab III:

Bab IV:

thsanul Fikri (BIF) yang terdiri dari Pengertian mudharabah,
Landasan hukum mudharabah, Akad Pembiayaan Mudharabah,
Obyek Pembiayaan Mudharabah, Subyek Pembiayaan
Mudharabah, Jenis-jenis Mudharabah dan Bagi hasil Pembiayaan
Mudharabah.

Adalah deskripsi pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul
Fikri (BIF) Yogyakarta. Pada bab ini dibagai menjadi tiga sub bab.
Yang pertama akdn digambarkan Kondisi umum obyek penelitian
yang mengetengahkan tentangysejarah pendirian BMT Bina Ihsanul
Fikri (BIF), visi danl misilBMT, sfruktur organisasi, perkembangan
usaha BMT, dan wilayali kérja BMI. Yang kedua produk-produk
BMT Bina Ihsanul Kikri (BIF)/yang berupa produk penghimpunan
dana dan penyaluran.dana..Dan.yang ketiga aplikasi pembiayaan
mirdharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) yang berupa
prosedur pengajudfi pembiayddn mudharabah, cara perhitungdh
bagi hasildanl.data‘\interviu 'tentang pefmbiayaan mudharabah di
BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF).

Pada bab ini penyusun akan menganalisa Pembiayaan Mudharabah
di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), yang meliputi: Ketentuan hukum
pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dan
realisasinya dilapangan, serta akad, obyek, subyek, nisbah bagi

hasil pembiayaan mudharabah dan mencari pemecahan masalah
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Bab V:

(solusi) terhadap penibiayaan mudharabah yang tidak sesuai
dengan hukum bisnis syariah,

adalah penutup yang mehampilkan kesimpulan dan saran-saran.
Kesinpulan pada bab ini imerupakan temuan dari sdahi analisis
yang Betsifat konkrit kareita menjadi jawaban atas pokok masalah.
Kemudiari saran-saran  dimaksudkan sebagai mastkan yang

sifatnyd konstruktif dan inovatif terkait dengan hasil penelitian ini.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG MUDHARABAH DAN

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Teori Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah (1.KS)

Lembaga keuangan syariah (syariahfinancial institution) merupakan
suatu badan usaha atau institusiyyanggkekayaannya terutama dalam bentuk
aset-aset keuangan (financial assets) maupun non-financial asset atau aset
riil berlandaskan konsep syatiah,

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
lembaga keuanganNdepesitorisyariah (depository) financial instituation
syariah) yang disebut |lembaga kénangan/\bank syarizh dan lembaga
keuangan syariah puongdepositori, (non=depesitory financial instituation
syariah) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan
kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara
keuangan (financial intermedition) antara yang pihak kelebihan dana atau
unit surplus (ultimate lenders) dan pihak yang kekurangan dana atau unit
deficit (ultimate borrowers)."

Tujuan utama lembaga keuangan syariah adalah penghapusan bunga

dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank

! Maretha Syahbania, “Lembaga Keuangan Syariah”, dikutip dari
http://ethasyahbania.blogspot.com/2010/11/lembaga-keunangan-syariah.html 22 November 2010.
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agar sesuai dengan primsip-prinsip syariah.” Berdasarkan larangan adanya
bunga dalam islam, para penulis ekonomi modern sepakat bahwa
reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan
syirkah (kemitraan usaha) dan mudlarabah (bagi hasil). Syirkah dan
mudharabah mempunyai peran penting dalam kerangka mewujudkan
perbankan bebas bunga.’
2. Bank

Kata bank berasal dari kata bangue dalam bahasa prancis, dan dari
banco dalam bahasa italia, yang berarti petiflemari atau bangku. Kata peti
atau lemari menyiratkan fungsi%sebagai feimpat menyimpan benda-benda
berhatga, seperti emas, |peti berlian, peti uang dan lain sebagainya.
Kemudian didalam undang-undang no:21 tahun 2008 pasal butir kedua,
Bank acialah badan usaha yang.menghimpun.dana dari masyarakat dalam
bentuk sittpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalamn bentuk
kredit dan/atau bentuk 'laifinya~dalam farigka meningkatkan taraf hidup
rakyat. *

Pada umiimnya yang dithaksud dengan bark syariah adalah lembaga
keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi

? Nijatullah Siddia, Parnership and Profit Shering in Islamic Law, terj. Rakhriyah
muntihanj, (Y ogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal.1.

* Ibid., hal. 7-8.

4 UU RI No. 21 tahun 2008, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.3
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disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank

akan berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.’

Adapun aktivitas dari bank secara umum adalah:

a)

Penghimpunan dana

b) Penggunaan dana

c)

d)

Kredit bank

Menmurut uu no. 10 tahun 1998 tentang perubahan
perubahan atas/un pel7/tdhun 1992 tentang perbankan. Yang
dimaksud dengan kredit adalah/penyediaan uang atau tagihan
yang dapat |disamiakamy” bérdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjamranatata bank dengan pihak lain
yang mewajibKan  pibak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian buriga.®
Jasa-jasa bank

Dalam 'rafigka=tdenatball Sumiber-sumber penerimaan
bagi bank ‘Serta/usitukmethberikan peldyariah kepada nasabah,
bank menyediakan berbagai bentuk jasa.” Bentuk-bentuk jasa ini
selalu  mengalami perkembangan dari waktu kewaktu,
sedangkan bentuk jasa bank yang saat ini ada antara lain adalah
pengiriman uang, letter of credit, Bank garansi, Kliring dan

inkaso, Kartu plastik, Money changer, Traveller’s check,

5 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi, edisi 2,
(Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal.27.
¢ Y. Sri susilo dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2000),

hal. 70.

7 Ibid., hal.86.
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Telebanking, Custodian, Wali amanat, Standding order, Safe
deposito dll.

e) Kliring

Kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data

keuangan elektronik antara bank baik atas nama bank maupun
nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu
tertentu. Warkat atan data keuangan elektroni_i( dimaksud
merupakan alat/pembayaran tunai yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan Jataw ketentuan lain yang berlaku yang
lazim digunakan dalam{ransaksi pembayaran.?

f) Penghimpunan [dah pengguinaandana.
Dana-dana yarig - tél4h- Bethasil| dihimipun disaltirkan dalam
berbagai macam bentuk penggunnaan dina dehgan tujuan dasar
untik memperoleh pénerimaan. Agar penyalGiran datia tersebut
dapat menghasilikan-kedritingat’ bagi bank, maka biaya yang
dikeluarkan |dalam penghimipunanydadasharus lebih kecil dati

pada penerimaan yang diterima dari penyaluran dana.’

3. Lembaga keuangan Non Bank (BMT)
Meskipun lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki cara-cara
penghimpunan dana yang selengkap bank, namun pada pokoknya lembaga

keuangan bukan bank mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbeda

8 Ibid., hal.96.
% bid., hal.101.
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dengan bank. Secara umum, kegiatan utama lembaga keuangan bukan
bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya
kembali kepada masyarakat. '°

BMT adalah salah satu dari lembaga keuangan non bank yang ada di
indonesia. Didalam tuIisannyar Neni Sri Imaniyati, istilah baitul maal
berasal dari bahasa arab, yaitu kata bait dan al-Mal. Baik berarti bangunan
atau rumah, sedangkan a@l-Mal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi
baitul mal secara harfiall berartt Tumah harta atau kekayaan.'' Didalam
ensiklopedi hukum islam, baifil mal adalah lembaga keuangan negara
yarlg bertugas menerima, penyinipan, dan, mendistribusikan uang negara
sesuai dengan aturdan syariat.12

Baitul tamwil “rumah/ penyimpanan harta, milik pribadi yang
dikelola dleh sliatu lembagalAddpun beitulmaal wat-tamwil merupakan
gabungan dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil.®

Begitu juga dengan pendapat Hati Stidatsono, BMT terdlri dari dua
istilah, yaitu baitul maal-dan-baitut tamwil>BaftulN\maal lebih mengérah
pa&a usaha—usaiqa penguh‘lbulan dan penyaliran dana yahg non profit,
seperti: zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagal iisaha

pengumpulan dana dan komersial. usaha-usaha tersebut menjadi bagian

 Ibid., hal.127.

" Neni Sri Imaniyati, Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wattamwil), (Bandung: PT
Cipta Aditya Bakti, 2010), hal, 71.

REpsikiopedi Hukum Islam, A. Rahman Ritonga dkk, jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), hal.186.

13 Neni Sri Imaniyati, Aspek-Aspek., hal.72.

36



yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan

ekonomi masyarakat kecil yang berdasarkan syariah.

B. Teori akad dan asas-asas perjanjian
1. Teori akad

Akad secara linguistik, memiliki makna ar-Rabthu yang berarti
menghubungkan atau mengkaitkan, mengikat antara beberapa ujung
sesuatu. Dalam arti yang' luasyakad\dapat\diartikan sebagai ikatan antara
beberapa pihak. Makna liguistiK inillebihdekat dengan makna istilah figh
yang bersifat umum, |yakniggkeinginan |sescorang untuk melakukan
sesuatu, baik keinginan|tetsebut bersifat pribadi ataupun terkait dengan
keinginan piliak lain untik mewiyjidkannya.'

Menuttit _istilah, akad memiliki malma khusus. Akad adalah
hubungan/kéterkaitan antara ijab dan gabul atas disklirsus yang
dibenarkan oieh syara dan memilik implikasl hukum tertentu. Dengan
ungkapan lain,| akad merupakan “ketcrkaitan antara keinginar/statemen
kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara dan akan menimbulkan
implikasi hukum tertentu.

Selain itu, akad juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti

pindahnya kepemilikan, hak sewa dan lainnya. Dengan adanya akad akan

" Dimyauddin Djuwaini, Penghantar Figh Muammalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), hal 47.
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menimbulkan pindahnya, munculnya ataupun berakhirnya hak dan
kewajiban.'®

Dalam hukum muammalah, masalah akad (agd) atau perjanjian
menempati posisi sentral, karena ia merupakan cara paling penting yang
digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan
dengan harta atau menfaat sesuatu secara sah.

Ada 2 (dua) istilah dalam al-Quran yang berhubungan dengan
petjanjian yaitu al-Aqdu (akad)"dan a/>dhdu (janji). Pengertian akad
secara bahasa adalah jikatany mengikat.| Dikatakan ikatan (al-Rabth)
maksudnya adalah menghjmpun atau niengumpulkan dua ujung tali dan
mengikatkan salah satifiya pada yapg| lainnya sehitgpa keduanya
bersambung dan menjadi‘seperti seutas tali yang satu. 16

kata al-Agdy terdapat dalam QS. al-Majdah(5) ayat 1 bahwa
manusia diminta untuk ineinerivhi akadnya. Menurut Fatrurrahman
Djamil, istilah al-Aqdu"ii ‘dapat disdémakan dengan istilah verbintenis
dalam kitab undang-uhdang hikum perdata.{K UHPerdata)."” Sedangkan
istilah al-dhdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau
overeenkomst, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan
sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.!® Istilah ini terdapat

dalam QS. ali Imron (3) : 76, yaitu “sebenarya siapa yang menepati Jjanji

** Ibid.., hal.48.

' Gufron A. Masadi, figh muammalah kontekstual, cet. 1(Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), hal.75.

"7 Faturrahman djamil, hukum perjanjian syariah dalam kompilasi perikatan oleh mariam
darus badrulzaman et. Al cet, (bandung, citra aditya bakti, 2001), hal.247-248.

18 Ibid,, hal.248.

38



(yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertakwa. '

Perikatan dalam hukum perdata barat diambil dari istilah bahasa
belanda “verbintesis”. Istilah hukum ini mencangkup semua ketentuan
dalam buku ketiga dari KUHPerdata yang termasuk ikatan hukum yang
berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang.
Ikatan hukum yang terbit dari undang-undang inipun ada yang terbit dari
undang-undang saja dan/adalyang.dari undang-undang karena perbuatan
manusia yang bisa berupa glerbuiatanThalal maupun yang melawan
hukum.

Para ahli hukum islam (juitthur ulama) memberikah definisi akad
sebagai: “pertalian antard-ijab/danKabil 'yang dibenarkan oleh syara yang
menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Menurut ABdoerracef mehgettiukakan tetjadinya suatu perikatﬁn (al-
Aqgdu) melalui tiga tahap;yaitersebagai'betikut:

1) al-Ahdy (perjanjian))  yaiti petiiyatadn.dari seseorang untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut
pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang
yang mengatakannya untuk melaksanakan janji tersebut, seperti
yang difirmankan oleh Allah dalam QS. ali Imran : 76.

2) Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi

¥ Departemen Agama, Al-quran dan Terjemahannya, ed. Revisi, (Semarang :
Kumudasmoero Grafindo Semarang, 1994), hal.88.
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terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan
tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.

3) Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para
pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan agdu oleh al-Quran
terdapat dalam QS al-Maidah (5) : 1 maka yang mengikat
masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan
lagi perjanjian atau ahdu itu tetapi akdu.

Proses perikatan i tidak térlalu bexbeda dengan proses perikatan
yang dikemukakan oleh~Subgkti yangCdidasarkan pada KUHPerdata.
Menurut Subekti, perikatan adalah-*stiatf perhubungan hukum antara dua
orang atau dua pihak]“betdasarkan mana pihak yanhg satu berhak
menuntut sesuatu hal 'dari) Jpihak )yang/ lain, dan pihak yang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan jtu”.

Sedangkan pengeftian perjanjian mentinit Subekti adaldh suatix
peristiwa dimana scorafig” berjarji kepada orang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji ‘untuk melaksanakap-sesuatu hal. peristiwa
perjanjian ini menimbulkan hubungan diantara orang-orang tersebut yang
disebut dengan perikatan. Dengan demikian hubungan antara perikatan
dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Seperti yang
tercantum dalam pasal 1233 KUHPerdata, bahwa perjanjian merupakan
salah satu sumber perikatan.

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara hukum islam

dan KUHPerdata adalah tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan
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islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua
tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUHPerdata,
perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang
kemudian menimbulkan perikatan diantara mereka. Menurut Abdul Gani
Abdullah, dalam hukum perikatan islam, titik tolak yang paling
membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul)
dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut
disepakati, dan dilanjutkan déngan:ikrar (ijab dan kabul), maka terjadilah
agdu (perikatan).
a. Syarat dan rukun akad
Dalam melaksanakan/suatu perikatan, terdapat suatu rukun dan
syarat yang harus dipenuhi, Secdra bghasa, rukun adalah yang harus
dipatuhi untuk _sahnya_suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah
ketentuan (_peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan
dilakukan”. Dalam syarial;rukun dan syarat sama-sama menentukan
sah atau tidaknya suatu transaksi. Secata définisi, rukun adalah suatu
unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suau perbuatan
atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut
dan ada atau tidaknya sesuatu itu definisi syarat adalah sesuatu yang
tergantung pada keberadaan hukum syar’i dan ia berada diluar
hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak

ada.
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Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ushul figh bahwa
rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan
hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri. Sedangkan syarat
merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberddaan hukum
tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.

Mengenai rukun perikatan atan sering disebut dengan rukun
akad dalam hukum islam, terdapat beraneka ragam pendapat
dikalangan para ahli fightDikdlangan Mazhab Hanafi bahwa rukun
akad hanya sighat t-4qdf yaitu ijab|dan kabul. Sedangkan syarat
akad adalah al-Aqidain (subyek akad) dan mahallul agd (obyek
akad). Alasannya adalah aldgidain agd bukan metlipakan bagian
dari tasharruf agad (perbuatan/ hukum akad). Kedua hal tersebut
berada diluar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari
kalangali Mazhab Sydfi’i termasuk Imath Ghazali dah kalangdn
Mazhab Maliki termiasuk=Syihab al-Karakhi, bahwa al-Agidain ddn
mahallul agd termasuk_pukun akad.karena-hal tersebut merupakan
salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah al-
Agidain Mahallul Agd dan Shigot al-Agd. Selain ketiga rukun
tersebut, Musthafa Az-Zarqa menambah Maudhu’'ul aqd (unsur-

unsur penegak akad).
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Sedangkan Ash-shidieqy berpendapat bahwa, keempat hal
tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi
untuk terbentuknya suatu akad.

1) Subyek perikatan (al-Aqidain)
al-Agidain adalah para pihak yang melakukan akad.
Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam
hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum
adalah sebagai/subyek- hukum. ‘Subyek hukum sebgai pelaku
perbuatan hukuir serifgkali diattikan sebagai pihak pengemban
hak dan kewajiban. ‘Subyek” hukum ini terditi dati dua macam
vaitu manusia| ‘dan badan hukum dalam kaitannya dengan

ketentuan dalam hukum-islam.

a) Manusia

Manusia sebagai subyek hikum  perikatan adalah
pihak yang=sudah dapat dibebani hukum tersebut dehgan
mukallaf,_Mukailaf™| &dalahorafig), yang telah marhpu
bertindak sccara hukum, baik yamg berhubungan dengan
tuhan maupun dalam kehidupan sosial. Kata ‘mukallaf
berasal dari bahasa arab yang berarti yang dibebani hukum”
yang dalam hal ini adalah orang-orang yang telah dapat

mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan Allah
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b)

SWT baik terkait dengan perintah maupun larangan-
1alrang::J.nnya.20

Pada kehidupan seseorang ada tahapan untuk dqpat
melihat apakah seseorang dapat dibebani hukum. Dalam
hukum islam, kapasitas hukum sescorang dapat dilihat dari
tahapan-tahapan dalam kehidupannya (the stages of legal
capacity).”
Badan hukym

Badan"hukum menutut Wirjono adalah badan yang
dianggap dapat ‘Bertifidak “dalam hukum, dan mempunyai
hak-hak, Kéwajibanckewajiban dan perhubungan hukum
terhadap orang ldiii atau- badan lain®> Badan hukum ini
memiliki kekdyadii., yang , terpisah ddri perseorangan.
Deﬂgan demikian,meskipun pengurus badan hukum
bérgé.nti—ganfi, fatetap meniiliki kekayaati tersendiri. Yang
daﬁat menjadibadan hukum_adalab\dapat beripa negara,
dacrah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan atau

yayasan.?

2 Ensiklopedi Islam untuk Pelajar, Ade Armando, dkk (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van

Hoeve, tt), hal.77.

2! Dewi Gemala, Hukum., hal.52.
2 R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, cet 8, (Bandung: Sumur

Bandung, 1981), hal.23.
3 1bid,
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2) Obyek perikatan (mahaliul agd)
Mahallul agd adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan
dikarenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk
obyek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan
rumah maupun benda tidak berwujud seperti manfaat.

3) Tujuan perikatan (maudhu 'ul aqd)

Maudhu’ul agd adalah tujuan dan hukum suatu akad yang
disyariatkan unfuk tjuafi térsebiit. dalam hukum islam, tujuan
akad ditentukari-olehl Allah SWT dalam al-Quran dan nabi
Muhammad SAW Jalamphadist! Menurtit ulaima figh, tujuan
akad dapat dilaktkan japabila sesuai dengan ketentuan syari’ah
tersebtit. Apabila tidak sesuai] maka hukumnya tiddk sah.?*

Ahtiad Azhar Basyir.riiehentukan _syatat-sydrat yang
harus dipenuhi agar suatu tijudn akad dipahdang sdh dan
mempuilyai akibat hakufn, yaitu'$ebapai berikut:>*

a) ’fthuan akdd. tidak \eripakan, kéwajibdh ydtp telah dda
atas pihak-pihak yng bersangkutan tanpa akad yang
diadakan.

b) Tujuan harus berlangsung adanya sehingga berakhirmya

pelaksanaan akad dan Tujuan akad harus dibenarkan.

2 Faturrahman Djamil, huwkum.., hal.257-258.
25 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas., hal.99-100.
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4) Ijab dan kabul (shigat al-4qd)

Sighat al-Aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang
melakukan akad berupa ijab kabul. Ijab adalah suatu pernyataan
janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan
menerima dari pihak kedua atas tawaran yang dilakukan oleh
pihak pertama. Para ulama figh mensyaratkan tiga hal dalam
melakukan ijab/qabulagar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai
berikut:?®

1) Jala'ul ma'nayyaitw tfjuan yang terkadung dalam
pernyataan! 1 jelas,|sehingga dapat dipahami jenis akad
yang dikehendaki|

2) Tawafuq yaitu adanya kesesuaian aﬁta‘ra ijab dan qabul, dan
Jazmul Iradataini, yaitu ijab dan gqabul menunjukan
kehendak ‘para=pihak secara ‘pasti, tiddk ragu dan tidak

dipaksa!

b. Hak dan kewajiban dalam akad
Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik
dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban
bagi pihak lain, begitupun sebaliknya, kewajiban salah satu pihak

menjadi hak bagi pihak lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui

% Furrahman Djamil, Hukum., hal. 257-258.
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dalam hukum islam. Dalam islam, hak adalah kepentingan yang ada
pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui
oleh syarat. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban
orang lain untuk menghormatinya.”’
1) Pengertian Hak
Menurut kamus, terdapat banyak sekali pengertian dari
kata hak. Salah satunya menurut bahasa adalah kekuasaan yang
benar atas sesuafu atail uhtuk ménuntut sesuatu. Arti lain adalah
wewenang menurutfhukum.? | Sedangkan menurut ulama
mutakhirin “hak ddalah sesuata hukum yarig telah ditetapkan
secara syara.” $édangkan |Mustaza az-Zarqa mengatakan bahwa
hak adalah sestiatu| kekhususan)yang adanya ditetapkan syara
suatu kekuasaan atau ‘gklif. Ibnu Nujaim (ahli figh madzhab
hanafi) mengatakan bahwa “hak adalah sesuatu kekhususan
yang terlindungi=?’
2) Macam-macam hak
Menurut ulama figh, dilihat dari segi hak, hak terbagi menjadi 3
(tiga) ya.itu:3 0
a. Hak Allah SWT
Yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan din

kepada Allah, mengagungkannya, seperti selalu berbagai

%7 Ibid., hal.19.

2 M. Ali hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (figih muammalat), (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.3.

” Ibid.,

3 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas., hal.20-22.
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macam ibadah, jihad dan amar ma’ruf nahi munkar. Hak
Allah disebut juga hak masyarakat karena hak Allah
bertujuan untuk kemanfaatan manusia pada umumnya dan
tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu. Seluruh hak
Allah tidak dapat digugurkan baik melalui perdamaian (al-
Shulh), maupun pemaafan dan tidak boleh diubah.
b. Hak manusia

Hak ihi pada hakikatnya ditujukan untuk memelihara
kemaslahatdn seti pribadi anusia. Mengenai hak manusia
ini, seseorang bolehdménggngurkan haknya, mémaafkannya
dan mengubalniya dan boleh pula mewariskantiya kepada
ahli waris."Disigi | tamipak adanya kebebasdh berbuat dan
bertindak atas dirihya sendiri.

c. Hak gabungan antdra Allah dan hak manusia

Mengenar-hak gabangan ini, ada kalanya Hak Allah
lebih ‘dominan,.dan ‘ada_kalafiya/hak manusia yang lebih
dominan. Sebagai contoh hak Allah yang lebih dominan
adalah masalah idah dan dalam hal menuduh zingh tanpa
bukti cukup. sedangkan hak manusia yang lebih dominan
adalah dalam pidana gisas dalam pembunuhan atau
penganiayaan dengan sengaja, dimana dapat diganti dengan

divat yang berupa pembayaran sejumlah sejumlah harta
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C.

oleh pihak pelaku sebagai ganti kerugian bagi pihak

sikorban.

Berakhirnya akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai

tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir

apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakbir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

3)

Di fasakh {(dibatalkah)/\ karena, adanya hal-hal yang tidak
dibenarkan syara, sepérti wang)disebutkan dalam akad rusak.
Misalnya jual beli barangyang tidak memenubhi syarat kejelasan.
Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat
atau majelis.

Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan
karéna merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
Fasakh dengan~eara=ini disebut i/galah. Dalam hubungan ini
hadis aabi‘riwayat Abu Daud inefigajatkan, bahwa barang siapa
mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas
akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan
kesukarannya pada hari kiamat kelak.

Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak
dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa

berjangka waktu tertentu dan tidak diperpanjang.
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6) Karena tidak mendapatkan izin pihak yang berwenang
7y Karena kematian®!

Mengenai kematian ini, terapat perbedaan pendapat
diantara para fugaha mengenai masalah apakah kematian pihak-
pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad.
Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang
ditimbulkan oleh akad dapat diwariskan atau tidak. Demikian
pula adanya petbedaan- pendapat\tentang bagaimana terjadinya

akad-akad tertentu setta sifat (watak) masing-masing.

2. Asas-asas dalam perjanjian
a. Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak fersimpul dari ketentuan pasal 1338
KUHPerdata yakni berbunyi : semua perjanjian yang dibuat secara
sah  berlaku scbdgai~undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.*™ Pasal\.ini| mengandunyg /Aistem terbuka, dengan
perkataan “semua’” maka pasal tersebut diperbolehkannya membuat
perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara S:dh) dan perjanjian itu
akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang,.
Dengan kata lain bahwa kita diperbolehkan membuat undang-
undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya

berlaku kalau kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam

*! Ghufron A. Mas’adi, figih., hal.114-117.
2 R. Subekti dan R. Tjitrosedibyo, Kitab Undang-Undang., hal.307.
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perjanjian tersebut. Sehingga peraturan-peraturan dalam buku III
kitab undang-undang hukum perdata hanya merupakan “hukum
pelengkap” bukan hukum yang memaksa.

Asas kebebasan seperti yang disebutkan diatas bukan berarti
bahwa tidak ada batasnya sama sekali, melainkan kebebasan
seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya tersebut hanya
sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan
kesusilaan, ketertibdn umhum)/dan\undang-undahg sebagaimana
disebut dalam pasal 1337 KUH)Perdata.”? Sedangkan asas kebebasan
berkontrak didalam /hukum islam dibatasi oleh ketetituan syariah
islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan,
kekhilafan, dan per:lipuan.34
Asas konsensualisme

Konsensualismé™ berasal dari konsensiis Yang berarti
kesepakdtan. Dengan’ kesepakatan “dimaksudkan bahwa diantara
pihak-pihak yang bersangkutan tercapaisugtuipersesuaian keliendak,
artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang
dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak tersebut dalam kata
“sepakat” tersebut, kata sepakat misalnya dengan membubuhkan

tanda tangan masing-masing dalam hal perjanjian tertulis.”

* Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta
Perkembangannya, (Yogyakarta: liberty,1985), hal.19.

3% Abdul Ghafur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di
Indonesia(Yogyakarta: Citra Media, 2006}, hal.26.

35 Subekti, Aneka Perjanjian, cetakan kesembilan, (Bandung: PT Citra Adutya Bakti,

1992), hal 3.
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Perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “komsensuil” tapi
adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu
perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis misalnya
perjanjian perdamaian atau dengan akta notaris (perjanjian
penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan
pengecualian, yang lazim perjanjian itu sudah sah dalam arti
mengikat, apabila telah terjadi kesepakatan mengenai hal-hal pokok
dalam perjanjian u misalnya jual beli, sewa menyewa dan
se:bagrclinya.36

Asas konsensudlitas —dapat” kita lihat dalam pasal 1320
KUHPerdata, yangZ berbunyi: umtuk sahnya suatu perjanjian
diperlukan empat syarat, yaitu

1) sepakatnya mereka yarg mengikatkan dirinya;
2) ké€aKapan untuk mer’nﬁuat stiatu petjanjian;
3) suatu hal tertentu

4) suatu|sebab yang halal

Jadi karena dalam pasal 1329 KUHPerdata tidak disebutkan
suatu formalitas tertentu disamping sepakat yang telah dicapati itu,
maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah dalam arti

mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal

pokok dari apa yang diperjanjikan.’’

% Subekti, hukum perjanjian., hal.15.
37 Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok., hal.21.
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c. Asas kepribadian
Yakni bahwa perjanjian hanya berlaku terbatas pada pihak-
pihak dalam perjanjian itu saja. Asas ini tersimpul dari ketentuan
pasal 1340 kitab undang-undang hukum perdata yakni bahwa:
“persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuat”.*®
d. Asas itikad baik

Asas itikad baik tercantum dalam pasal 1338 kitab uridang-
undang hukum Perdata, |yakuni bahwa, persetujuan-persetujuan harus
dilaksanakan dengan-iktikad baik. “maksud kalirhat tersebut menurut
Subekti adalah bahwa “eatasmienjalankan suatu perjanjian tidak
boleh bertentangan dengan kepatutas dan keadilan, misalnya seorang
kreditur dikatakan beriktikad tidak baik atau berbuat bertentangath
dengan iktikad baik, tranakala ia menurttit pelaksahaan perjahj tah
justru pada saat yang sangat merugikan® si berhiutang, sedangkan
keadaan ini diketahti=oleh-kredifur 110 Doktrin tentang asas iktikad
baik ini memupakan doktrin esensidl dati suatuperjanjian yang sudah
dikenal sejak lama dengan asas pacta sunt servanda.

Iktikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai
kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu
apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan
perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang

obyektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus

3 R Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Urdang., hal.307.
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didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai

dengan yang patut dalam masyarakat.? °

C. Pembiayaan Mudharabah
Agar tidak terjadi kerancuan antara teori yang dibutuhkan dengan
tujuan pembahasan dalam tesis ini, penulis akan memaparkan pembiayaan
mudharabah dah sub-subnya yang berupa akad, obyek, subyek, jenis-jenis
pembiayaan mudharabah dan/bagi hasih
1. Pengertian mudharabah
Secara etimologi| kata ‘Wmudharabah berasal dari kata darb. Dalam
bahasa arab kata ini térmasuk \kata ;yang mempunyai banyak arti
diantaranya: memukul, ‘dharabaahmad) al-kab,; berdetak, daraba al-
galbu; mengalir, dharaba damuhu, berluang, dharabg gi-ma; bergabung,
dharaba fi al-amr, menghindar, dharaba ‘an al-amr; mencampir,
dharaba al-laun ila al*laurc=dharaba al-syai’t bi dl-syai’i; berjaldn,
dharaba fi al-ard
Perubahan pengertian pada dharaba tersebut tergantung pada kata
dan kontek yang mengikutinya. Dibalik keluwesan dan kefleksibelannya,
dapat disimpulkan bahwa dharaba dalam kata dan kontek apapun
menunjukan arti adanya sebuah perubahan yaitu perubahan pengertian
pada kata dharaba tersebut tergantung pada kata dan kontek yang

mengikutinya, dengan demikian kata dharaba begitu luwes dan fleksibel,

% Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok.., hal.19.

54



dibalik keluwesannya itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata dharaba
menunjukan arti adanya svatu perubahan yakni berpindahnya sesuatu
keadaan kepada keadaan yang lain.

As shan’ani dalam subulussalam, mengartikan mudia-rabah sama
dengan giradl, karena girad! menurut bahasa orang hijaz. Qirad! atau
mudla-rabah diambil dari istilah diorbun fil ardli (perjalanan dimuka
bumi), karena keuntungan itu diperoleh dengan perjalanan, atau diambil
pengertian dari kalimat 4d-dlarbit’fil’'mal (melakukan daya upaya dalam
pengembangan harta). Dalaml definisiClain girad! adalah pemberian
mocial kepada seseorang untukydipefdagangkan dengan sistem bagi laba
sesuai dengati perjanjiancy’ Begitu jugasNasrun Harun dalam bukunya
figh muammalah, mudharabaly disebut” juga giradh, dengan pengertian
pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk
diperdagdngkan, sedangkdn‘ keuntungan dagang menjadi milik bersama
dan dibagi menurut kesépakatarr bersama #

Dalam fighVas-Sunahnya Sayyid.Sabig-memberikan penjelasan
bahwa kata mudharabah berasal dari kata al-Dhrab fi al-Ardhi yaitu
usaha dalam bidang perdagangan. Sebagaimana firman Allah SWT:

“Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari
karunia Allah,”

Mudharabah berasal dari kata ad-Darbu fil ard yaitu bepergian

untuk berdagang. Mudharabah disebut juga giradh, yang berasal dari kata

40 As shan’ani, Subulussalam, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-iklas,

1995, hal.275.
! Nasrun Haroen, Figh Muammalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal.175-176.
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ql-Qardh ‘u (potongan), karena pemilik modal memotong sebagian
hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian
keuntungannya.*?

Muhammad, mendefinisikan mudharabah sebagai berikut: bahwa
al-Mudharabah berasal dari kata al-Darb yang memilki dua relevansi
antara keduanya, yaitu: pertama yang melakukan usaha (amil) yadribu fi
al-Ardi (berjalan dimuka bumi) dengan bepergian untuk berdagang, maka
ia berhak mendapatkan /keunfiingan/karena usaha dan kerjanya. Yang
kedua karena masing-masinggorang yang bersyarikat yadribu bi al-
Sahmin (memotong/mengambilibagian) dalam keuntungan.*

Masih menurut miuhammad, al-Mudharabah berasal dari kata
dharaba artinya memukul | atau” berjalan, Bisa diambil pengertian
memukul atau_berjalan ini lebih tepatnya adalah_proses seseorang
memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis al-
Mudharabah adalah akad“bekerjaisaha diantara dua pihak dimana pihak
pertama (shahib al-Mal) menyediakan seluruh (£00%) modal, sedangkan
pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah
dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan
apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian

| itu bukan kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan

%2 Sayyid Sabiq,” Figh Sunnah, jilid 13,” alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki
(Bandung: PT. Al-ma’arif, 1998), hal.31.

* Muhammad, Teknik Perhitungan Bagihasil di Bank Svariah (Yogyakarta: UII Press,
2001), hal.46.
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karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka si pengelola harus
menaggung kerugian tersbut.*

Nejatulloh Siddiq mengartikan mudharabah adalah bahwa satu
pihak menyediakan dana (modal) dan pihak lain memanfaatkan untuk
tujuan-tujuan usaha berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari
usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.®

Sedangkan Muhammad Syafi’i Antonio hampir sama dengan
muhammad dalam mengartikar® ‘mudharabah tersebut. Mudharabah
berasal dari kata darb yang berarti “memukul” atau “berjalan™ dalam arti
proses seseorang memukulkdfnagakingal dalam menjalankan usaha.
*secara teknis dalam miidharabah pihakopertama sebagai penyedia dana
(modal) sedangkan pihak Iain sebagai \pengelola, bila terjadi keuntungan
dibagi berdasarkan_ kesepakatan-.dan. bila.terjadi kerugian metijadi
tanggung jawab hahib al-Mal sepanjang kerugiati tetsebut bikan
didasarkan atas kelalaian. sipehgelofa Y(mudbarib), haryd saja dia
mengistilahkan mudharaba‘h tiengan rustfinapcing\atau trust invesment.

Mudharabah sebagdi bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan
pada profit sharing, satu memberi modal ddn yang lain mienjalankah
usaha yang pertama sebagai mudharib (proprietor, rabb al-mal).
Sedangkan yang kedua dinamakan dharib. Secara istilah pada dasarnya

antara mudharabah dan muqaradah sama saja, orang tidak menyebutnya

*“ Muhammad, Menejemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP Akademi
menejemen perusahaan YKPN, 2005), hal.102.

“ Nejatulloh Siddiq, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, alih bahasa
Fahriyah Mumtibani, cet. 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Primajasa, 1996), hal.102.

6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank., hal.95.
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dengan mudharabah dan orang madinah menyelﬁutnya dengan mugaradah
dalam kerjasama.’

Dari beberapa pengertian mudahrabah yang representatif sebagai
jalan tengah berbagai definisi adalah suatu akad (kontrak) yang membuat
penyediaan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis
dan karekter/ sifatnya dari orang yang diperolehkan mengelola harta (jaiz
al-tasarruf) kepada orang lain yang agil, mumayyiz dan bijaksa.ﬁa. Yang
ia pergunakan untuk berdagahgldéngan mendapatkan bagian tertentu dari
keuntungannya menurut nisbah/pembagian dalam kesepal‘{atan.48

Sebagdi suatu mekanismepdalam| lembaga perbankan syariah
tertnasuk juga BMT mudharabah dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

Pertama, penghirfipiiian’|dana mudharabah (funding). Dalam hal
ini nasabah tidak bertindak sebagai_sahib al-mal dan BMT sebagai
mudarib. BMT menawarkan produk penghimpunan dana rhudharabah ini
kepada masyarakat déngamr—micnunjukan" cara-cara penentuan dan
perhitungan porsi bagi hasilnya.

Kedua, penyaluran dana mudharabah, pada posisi ini BMT
bertindak sebagai shahib al-mal dan nasabah  bertindak sebagai

mudharib. BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk

47 Ahmad Dahlan Rosyidin, Lembaga Keuangan Mikro dan Pembiayaan Mudharabah,
cet. 1, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hal.28.

8 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagihasil di Bank Syariah, (Yogyakarta: Ul Press,
2001), hal 49.
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memanfaatkan fasilitas pembiayaan bagi hasil ini sebagai modal
mengelola proyek atau usaha lainnya seperti pertanian, peternakan.*

Dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan
pengusaha (nasabah), mudharabah dibagi menjadi dua yaitu:
mudharabah mutlagah (unrestricted) dan mudharabah mugayyadah
(restricted).

Pada muhadarabah mutlagah (unrestricted) pemilik dana
memberika otoritas dah hdkl- Sepénuhnya kepada mudharib untuk
menginvestasikan datau moneter uang:

Pada mudharabah ‘mugayyaddh| (restriced) pemilik dana
memberikan batdsan kepada mudharib;, diantara batdsan itu misalnya
addlah bentuk usahanya harus tententu, seperti pertanian, peternakan dan
sebagainya, sampai usaha serta_pihak-pihak yang diperolehkan. Terlihat
dalam berinvestasl. Pada bantuk ini sahib al-mdl dapat pula
mensayaratkan kepada ‘tadharib untik ‘tidak mencampurkan hartanya
dengan dana mudharabah!*

Dalam mudharabah mutlagah, kerja (mudharib) bebas untuk
mengelola modal yang diberikan oleh pemilik modal (shahib al-Mal)
dengan usaha apa saja yang menuntutnya akan mendapatkan keuntungan
dan didaerah mana saja yang diinginkan. Adapun dalam transaksi

kerjasama mudharabah muqayyadah, pemilik modal (skokib al-Mal)

4% Makhalul Ilmi, Teori dan praktek lembaga mikro keuangan syariah, (Yogyakarta: Ul
Press, 2002), hal,...

%0 Ahmad Sumiyanto, Problem dan solusi transaksi mudharabah, (Yogyakarta: Magistra
Insani, 2005), hal.6-7. Lihat juga Muhammad Syafi’i Antonio,. Bark., hal.138-139.
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memberi batasan kepada pekerja (mudarib) untuk mengikuti syarat-syarat
yang dikemukakan oleh pemilik modal, seperti harus membeli barang
pada orang tertentu.

Ada juga istilah mudharabah pasif, yaitu penyampaian dana
secara sukarela dari pemilik dana kepada BMT atau lembaga keuangan
syariah lainnya. Bentuk-bntuk mudharabah pasif didasarkan kepada
tujuan si mudharib ketika menyimpan dananya sebagai berikut:

» Ingin aman dari resik¢ hilang-dan‘susut'nilai.

» Mudah dan cepat menyimpan ataupuri mengambil kenibali dananya

> Ingin menaburig untuk tujiamdanprogram tertentu.

» Untuk investasi agar ‘bermanfaat bagi masyarai(at dan memperoleh

bagi hasil.”'

Mulafiafabah SebAgai-sebuah keg @i ketjasdma ckondmi dntara
dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi
dalam rangka mengikat jalinan Kerjasama tersebut dalam kerangka

hukum, ketentuan tersebut terdiri dari rukun dan syarat mudaharabah.

Menurut sayyid sabiq rukun mudharabah hanyalah ijab dan gabul
yang dilakukan oleh pihak yang cakap bertindak atau memiliki keahlian,
tidak disyaratkan adannya lafaz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa
saja yang menunjukan makna mudharabah. Karena yang dimaksudkan

dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan

3! Ahmad Dahlan Rosyidin, Lembaga., hal.34-35,
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kata’? Sama halnya menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun
mudharabah adalah ijab dan gabul dengan lafal yang mienunjukan makna

ijab dan gabul itu.

Seda.ngkan menurut mayoritas ulama, rukun mudharabali itu ada
tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan amil) ma’quud ‘alaih (modal,
kerja dan laba), dan sighah (ijab dan gabul). Dan ulama Safi’iyah
menjadikan rukun tersebut lima, yaitu: modal, kerja, laba, Sigilah, dah

peldku akad.”

Muhamimad lebih Finel menyebutkan rukun mudharabah, secara

rinci rukun-rukut tersebutterdiri:

a) Jjab dan gabul’Rukun ini berisi pernyataan kehendak yang
berupa, ijab dan gabul antara-2.orang.yang memenuhi syarat.

b) Adanya dua pihak. Rukun ini berhubungan dengan pihak
penyedia dana dan pengusaha (pihak shahib al-Mal) dan pihak
mudharib.

¢) Adanya modal. Rukun ini berkaitan tentang modal yang
digunakan dalam mudharabah harus jelas jumlah dan jenisnya
diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan

masalah dikemudian hari.

52 Sa-syyid Sabiq, Figih sunnah jilid 13., hal.33.
53 Wahbah Az-zuhaili, Figik Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, alih bahasa Abdullah Syafi’i
Al-Kattani, dki, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.479.
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d) Adanya usaha (al-Mal). Rukun ini menuntut adanya bentuk

usaha yang jelas, bisa perdagangan, pertanian, perkebunan dan
sebagainya.

Adanya keuntungan. Rukun ini menegaskan mengenai
keuntungan disyaratkan tidak boleh dihitung berdasarkan
prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan
hanya keuntungan saja setelah dipotong Beszimya thodal.

Dalam hal ini perhituhgan Harus \dilakukan dengan cermat.>®

Adapun syarat-syarat mudhbarabali terdiri dari:

a)

b)

yang terkait dengan orang yang melakukan trahsaksi adalah
otang yang cakap bértindakl fukun dan cakap sebdgai wakil.
Yang terkait dengan modal disyaratkan : (1) harus betituk
targ, (2) jela$ bentuknya) (3¥tunai, (4) diseralﬂcan sepenuimya
kephda pengelald.

Yarg| |discrahkafl dehgan—keuntungdh, disyaratkan bahwa
pembagian keunthriga'n harus jelas dan pembagian masing-
masing diambil dari kéﬂhtuﬂgah irsatia tefsebut seperti '3 , /3

atau /4.

Jika mudharabah telah memenuhi rukun dan syarat maka;

a)

Modal ditangan pengelola berfokus amanah dan seluruh

tindakannnya sama dengan seorang wakil dalam jual beli.

3 Muhammad, Manajemen., hal.102-105.
55 Ahmad Dahlan Rosyidin, Lembaga., hal.35-37.
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Apabila terdapat keuntungan, maka status pengelola betubah
menjadi  serikat dagang yang memiliki pembagian dari
keuntungan serikat dagang tersebut.

b) Apabila akad berbentuk mudahrabah mutlagah pengelola bebas
menggunakan modal dengan jenis dagangan apa saja, dan
dengan sidpa saja dengan ketentuan untuk mendapatkan
keuittungan. Akan tetapi tidak boleh menghilangkan modal
tersebut kepada ofahg’lain atau memudharabahkdn modal
tersebut kepada-orang lairi:

¢) Pengelola ddlam “akadpmudharabah berhak mendapatkan
keuntungan sestal dengan kesepakatan.

Jika kerjasama it meridapatkan kéintungan, maka pérﬁiiik modal
mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerja sdama
tersebut tiddk menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak
mendapatkan apa-apa.’

Menurut fatwa MUI no. #/DSN-MWI/Talun 2000. Mudharabah
adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk
suatu usaha yang produktif, dalam pembiayaan mudharabah ini LKS
sebagai shahibul mal (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu
proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai

mudharib atau pengelola usaha.

% Ensiklopedi Hukum Islam, A. Rahman Ritonga dkk, (Jakarta: Ictisar Baru Van Hoeve),
IV, hal.1197-1198.

63



Adapun rukun dan syarat pembiayaan mudharabah menurut fatwa

MUI no. 7/DSN-MUY/ tahun 2000 adalah:

1. penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus
cakap hukum.

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),
dengan memperhatikan:

a) Penawaran dan/permintaan’hanis secara eksplisit menunjukan
tujuan kontrak (akad):

b) Peneriamaan dari‘penawatan dilakukan pada saat kontrak

¢) Akad dituangkan secara \tertulis, melalui korespondensi atau
dengan menggunakan cara;cara komunikasi modern.

3. Modal adalah, salah satu uang dan/ dlau aset yang dibérikan oleh
penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat
sebagai berikut:

a) Modalharus diketahai jurhlah.dan.jenisnya.

b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai jika modal
diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai
pada waktu akad.

c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan
kepad mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai

dengan kesepakatan dalam akad.



4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai
kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus terpenuhi:
a) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh

disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan
harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai
dengan kesepakatan-| Perubahan nisbah harus berdasarkan
kesepdkatan,

c) Penyedia dana menanggung'semua kerugian akibat mudharabah
dan pengelola ﬂdak menanggung kerugian apapun kecuali
diakibatkan dari kesalahah disengaja, kelalaian atau pelanggaran
kesepakatan,

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai pertimbangan
modal yanhg disediakan“olel penyedia‘dana, harus memperhatikan
hal-hal berikKut:

a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur
tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk
melakukan pengawasan.

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola
sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan

mudharabah, yaitu penyedia dana.
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¢) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalamh
tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus
memenubi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.”’

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20
ayat 4 pengertian mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau
penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu
dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.’®

Adapun syarat myidaharabah/berdasarkan pada pasal 231, yaitu:

1. pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang
berharga kepada pihiak laifatuk melakukan kerjasama dalam usaha.

2. Penerima modal menjalankan usahadalam bidang yang disepakati.

3. Kescpakatan bidang-usaha yang|akan dilakukan ditetapkan dalam

akad.

Dalam Kompilasi~ Hukumpy Ekonomi Syariah (KHES) rukun

kerjasama pembiayaan mudharabah terdapat pada pasal 232, yaitu:

1. shahib al-mal/pemilik modal
2. mudharib/ pelaku usaha; dan

3. akad.®®

57 Abdul Ghafur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah,(UU dibidang perbankan
dan fatwa DSN, MUI, dan peraturan Bank indonesia), (Y ogyakarta: UII Press, 2009), hal.134.

58 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta:
2008), hal.10.

% Ibid., hal.63.
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2. Landasan hukum mudharabah
Secara jelas dasar mudharabah tidak ditemukan dalam al-Quran,
tetapi banyak penulis ekonomi islam kontemporer yang merujuk pada
ayat-ayat yang terkait dengan asal kata mudharabah yang lebih
mencerminkan anjuran untuk berusaha.
a. Berdasarkan al-Qur’an:

1) Surat al-Muzammil ayat : 20

= < ’,,. E‘T - AP . B

A3 O var 09 ~150

Artinya: 1"Dant orang—oranﬁ% yang lain berjalan dimuka
bumi mencari kedtamaan Allah’;

2) Surat al-Jumuadh ayat:10
AT b a1l o8 3 1T agliall g a8 150
R (511,850

Artinya:  Apabila _ telah__ ditunaikan shalat, Maka
bertebaranlah kamu di muka=bumi, dan_earilah karunia (rezki)
Allah dan ingarlah Allah dengan sebanyak-banyak-nya supaya
kamu beruntung.®

b. Berdasarkan al-Hadis

1) Hadis pertama dari Shuhaib
Jy pudh S5 g 98 : 96 s e e oo o2 BT 8 it o oo 38

S oy iy 3 hisg duy ddy ga

% Moh. Rifai dan Rohisin Abdulghoni, Al-quran dan terjemahannya, (Semarang, CV.
Wicaksana, 2000), hal.519.
1 Ibid., hal.500.
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Artinya: Dari Shuhaib r.a sesungguhnya Nabi SAW, sersabda: ada
tiga perkara yang ada berkah padanya: jual beli dengan tempo
pembayaran, pemberian modal niaga kepada seseorang dan
mencampurkan gandum dengan sya’ir (jenis beras) untuk rumah
tangga, bukan untuk jual beli. 62

2) Hadis kedua dari Sayyidina Abbas

] T % .0 S B Lie % 1 a, 2 P YR td ks
bl asto J& Djzht ilal Juh 285 13y Cdlalll Lo 5y Satidlt Gl B8

-

G5 4ab &% xhy a& b B3 4y o 5355 6o 4 S5 Y 50 4 Blegy

-1

516 4 '35;155;1’91’n|35-’-335}:‘=&k3,&;‘3’

Diriwayatkantdari “ibfiu” abbas| bahwa, Sayyidina Abbas bin
Abdiil Mutholib, | Fika memberikan dana kemitraan usahanya
secara mudharabal ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa
mengarungi lautan, ‘menuryni; lembah yang berbahaya, atau
membeli ternak, Jjikal\menyalahi peraturan tersebut yang
bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut disampaikan
syarat-syarat y tersebut—kepada~rasulullah sew. dan rasulullah
membglehkan.

Bila kata mudharabah/disepadankan dengan kata Muqaradah,
maka yatighmenjadi dandasahiiya adalah badis nabi yang pertama
diatas yaitu: Dari Suhaib r.a. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda:
“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara
tangguh, mugarradah (mudharabah), dan mencampurkan gandum
dengan tepung untuk keperluan penuh bukan untuk dijual ®

Sementara itu landasan hukum positif, pembiayaan

mudharabah terdapat dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008

2 As shan’ani, Subulussalam., hal.275-276.
8 Seperti dikutif oleh rahmat syafei, figh muammalah, hal 223.

68



tentang perbankan syariah, yakni pada pasal ! ayat 25 butir a yang
mendefinisikan mengenai prinsip syariah, dimana mudbarabah
secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam
produk pembiayaan perbankan syariah.

Dalam fatwa DSN No. 02/DSN.MUI/IV/2000 tanggal 1 april
2000 bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan
dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat
menyalurkan danafnya Kepada\pihak\lain dengan cara mudharabah,
yaitu akad kerjasana suatu usaha antara kedua belah pihak dimana
pihak pertama (sahib alsMalg?LKS), menyediakati seluruh modal,
sedangkan pihak kédua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku
pengelola dan kefinfungan usaha “dibagi diantara mereka sesuai

kesepakatan yang dilakukan dalam kontrak.**

3. Akad pembiayaan mudharabatr
Akad menurut kompilasi hukum ekonomi-syariah pasal 20 ayat 1
adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau
lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum
tertentu.® Sedangkan akad mudharabah adalah bentuk kontrak antara
kedua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal
dan mempercayakan sejumiah modalnya untuk dikelola oleh pihak

kedua, yakni pihak pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan

 Himpunan fatwa dewan syariah nasional, cet. 3,, edisi revisi (Jakarta: dewan syariah
nasional majelis ulama indonesia, 2006), hal.39.
% Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi., hal.10.
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untung. Atau singkatnya, akad mudharabah adalah persetujuan kongsi
antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

Sedangkan menurut muhammad, mudharabah adalah suatu akad
(kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya
tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang
diperbolehkan mengelola harta (jaiz attashruf) kepada orang lain yang
aqil, mumayyiz dan bijaksana, yang ia pergunakan untik berdagang
dengan mendapatkan bagian térteati/dari keuntungannya metiurut nisbah

pembagiannya dalam kesepakatan.®®

4. Obyek pemjbiayaan mudharabah

Daldtm hukum perjanjian islam, obyek akad atau Mahalul’'agd
adalah suatu Hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat
hukum akad Obyek akad ddpat {jef'hpa benda, manfaat betida, jast atau
pekerjaan, atau suatu ydhg laim-yang tiddk bertetitangan dengan syaridH.
Benda tersebut méliputi’ benda bergerak danftidak bergerak mauplin
benda berbadan dan benda tak berbadan.®’

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalath mahiallul, QQad addlih

sebagai berikut:%

% Muhammad, Konstruksi., hal. 47.

7 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, studi tentang teori akad dalam fikih
muammalat, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2007), hal.190.

8 Fathurrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah", dalam kompilasi hukum
perikatan oleh mariam darus badrulzaman, etal.cet.l, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001),
hal.255-256.
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Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan
yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya
sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan
kerjanya sebagai obyek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa
berbentuk uang atali barang yang dirinci berapa nilai uangnya.
Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan,

selling skill, dan lain-lain.

5. Subyek Pembiayaan mudharabah (pelaku)

Da}am akad mudharabahymifiimal harus ada dua pelaku. Pihak
pertama bertindak selak®; pemilik modal (Shahib al—Mal), sedangkan
pihak kedua Bertindak Sebagdi pelaksand usaha (mudHarib atau amil).
Tanpa kedua pelaku ini maka akad mudharabah tidak ada.®

Pihak “pemilik dana (shahibul maal) adalah pitiak yang akan
memnberikan pembiayafn terhddap ‘asdbah untuk 'ciiguna.kan dalam
kegiatan produktif.

Berdasarkan kondisi terscbut, maka shahibul maal berhak untuk
mendapatkan bagian atas hasil yang diperoleh oleh nasabah sebesar
nisbah/rasio yang telah disepakati di awal. Disamping itu shahibul maal
juga berhak mendapatkan pengembalian uang yang dipinjam oleh

nasabah.

% Denny Heryoulyawanti, 2007. “Pemahaman Nasabah Tentang Akad Pembiayaan
Mudharabah dan Nisbah Bagi Hasil, (studi kasus di BMT BIF gedung kuning yogyakarta)”, fesis,
Yogyakarta: MSI UTl, hal.84.
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Pihak pengelola dana (mudharib) adalah pihak yang membutuhkan
suntikan dana guna menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan kondisi demikian, maka mudharib mempunyai
kewajiabn membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah atau rasio yang
disepakati kepada shahibul maal dan mengembalikan pinjaman dari

shahibul maal secara angsuran.”®

6. Jenis-jenis mudharabah
Secara umum mudharabah dibagi_menjadi dua yaitu mudharabah
mutlagah (unrestricted invesment.@eeount) dan mudhardbah muqayyadah
(retricted accound).
a. Mudharabah mutlagah {umum/bebas)

Yaitu akad panyimpanan dari anggota kepada BMT dengan
sistern bagihasil, dimaha BMT tidak dapat pembatasan apapun dalam
penggunaan  danafya ~=BMT" * diberikan kebebasan untuk
memanfaatkan ‘dana’ sinipanan [untuk_pengembangan usaha BMT.
Atas dasar akad ini, BMT akan berbagi hasil dengan anggita dengan
kesepakatan nisbah diawal akad.

b. Mudharabah muqayyadah (terikat)
Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan

sistem bagi hasil, dimana BMT dibatasi dalam penggunaan dananya.

70 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia,

(Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal.64.
"1 Adiwarman A Karim, Bank Islam, Analisis Figih dan Keuangan, Edisi 2, (Jakarta: PT

Raja Grafindo, 2003), hal.188.
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Sejak awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan

untuk membiayai proyek tertentu.”

7. Bagi hasil pembiayaan mudharabah

Menurut kamus bahasa Indonesia, bagi hasil diartikan sebagai
pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan
modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama
sebelumnya. Secara rifci pengertian bagi hasil menunjukan pada
perolehan atau pendapatan,”

Muhammad Ridwan bagihasil’ dikenal juga dengan profit shering.
Menurut kamus ekonomiprofit shering/berarti pembagian laba. Namun
secata istilah profit shering merupakan distribusi beberapa bagian ldba
padd bara pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini
dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dll.”*

Disini bagi hasil“dapat~menganding pengertian bagi perolehan
revenue sharing bagi unting mgi profif-andioss-sharing dan bagi untung
(profit shering). Tetapi dalam teknik perhitungan, dikenal dua istilah bagi
hasil yang terdiri dari bagi untung (profit sharing) dan bagi pendapatan
(revenue sharing). Bagi untung profit sharing adalah pembagian

keuntungan usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya

2 Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wal Tamwil (BMT),
(Yogyakarta, Citra Media, 2006), hal 40.

”Dikutip dalam Denny Heryoulyawanti dalam karyanya: Pemahaman Nasabah Tentang
Akad Pembiayaan Mudharabah dan Nisbah Bagi Hasil, (study kasus di BMT Bina Thsanul Fikri
Gedung kuning yogyakarta), hal.§8.

7 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press,
2004), hal.120.
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pengelolaan dana. Didalam BMT, pola ini juga digunakan untuk
keperluan distribusi hasil usaha lembaganya pada penabung (depositor).

Bagi hasil (reverue sharing) ialah bagi hasil yang dihitung dari
seluruh total pendapatan pengeloaan dana. Demikian juga, pola ini dapat
digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan
islam seperti BMT. Karena itu sistem bagi hasil pada BMT berarti yang
diterapkan dalam ekonomi yang diatas namakan islam yang menekankan
pada bagi hasil usaha yang besarannya sésuai dengan kesepakatan pihak-
pihak yang tetkait. Dalam: perkémbanganiiya lembaga keuangan syatiah
biasanya memberlakukant pela’” bagi Zhasil itu untuk pembiayaan
perdagatigah. Dalam hukdm islam|lama-(figh), bagi hasil terdapat dalam
mudhardbah dan musyarakah(_¢syirka#). Kedua bentuk perjanjian
keuangan itu dianggap dapat menggantikan riba, yang mengambil bentuk
bunga.”

Antara bunga dan.bagi hasil)\keduanya sama-sama memberikan
keuntungan bagi| pemilik) dana, namun-keduanya \mempunyai perbedaan

yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dilihat dar1 tabel berikut: "

™ Waqaar msood khan, toward, an interest-free islamic economic system, (UK: the
islamic foundation UK and the international association for islamic sconomies, islamabad, 1985-

1406 H), hal.28.
76 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, (Jakarta, Gema

Insan, 2001), hal.61.
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Tabel 1

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA

BAGI HASIL

»  Penentuan bunga dibuat pada waktu akad

dengan asumsi harus untung,

Penentuan  besarnya  rasio/misabah
bagihasil dibuat pada waktu akad dengan
berpedoman pada kemungkinan untung
rugi.

* Besamya persentasi berdasarkan pada
jumlah uang {modal) yang dipinjamkan.

Besamya rasio bagi hasil berdasatkan

pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

e Pembayaran bunga tetap seperti yang
dijanjikan tanpa pertimbargan —apakah
proyek yang dijalankan |oleh nasabah
untung atau rugi.

Bagi hasil bergantung pada keuntungan
proyek yang dijalankan. Bila usaha
merugi, kerugian akan ditanggung
bersama oleh kedua belah pihak.

* Jumlah pembayaran |biinga Utidak
meningkat sekalipun jumial> keuntungan
berlipat atau keadaan ekomomi sedang

beoming.

Jumlah pembagian laba meningkat
sesuai dengan peningkatan jumliah

pendapatan.

o  Eksistensi bunga diragukan—(Kalau ‘tidak
dikecam) oleh semua agama, termasuk

islam.

Tidak ada yang meragukan keabsahan
bagi hasil.

Sumber: Syafi’i Antonio, 2001.

Keuntungan yang difidSilkan harus dibagi secara proporsional

antara shahibull maal/dengan mudharib) (Dengan demikian semua

pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan

untuk pribadi mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional.

Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib

sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit

disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai

semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar

75




kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian
akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.”
Secara umum bagai hasil dalam mudharabah dapat digambarkan

sebagai berikut:’®

Diagram 2
Skema Bagai Hasil

PERJANJIAN  \,
BAGIHASIL

k 4

Keahiian/

. Bank
keterampilan

{shahibul
maal)

Modal 100%

Kunsumen
(mudharib)

Nisbah X % Nisbah Y %
RPembagian Keuntungan
A Pengembalian modal
Modal pokok

(Sumber: Syafi’i Antonio, 2001)

Implementasi konsep pembiayaan bagi hasil akan menimbulkan
konsekuensi lebih lanjut bahwa seluruh kerugian dalam usaha yang
dibiayai akan ditanggung oleh bank (shahibul maal), kecuali jika

kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah atan melanggar

7 Muhammad, Teknik., hal.23-24.
® Muhammad Syafi’i Antonio, Bank., hal.98.
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persyaratan yang telah disepakati: selain itu juga pihak shahibul maal
harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian
nasabah sejak awal, sehingga keduanya cenderung bekerjasama untuk

mengatasi masalah yang timbul.

Nisbah bagi hasil (keuntungan) adalah proporsi pembagian
keuntungan dari hasil aktivitas mudharabah. Nisbah harus dinyatakan
dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatkan
dalam nilai nominal [ripiah tertentu Penentuan nisbah ditentukan
berdasarkan kesepakatan) bukan pada porsi setoran modal, walaupun
dapat juga bila disepakati ditentukan nisabah keuntungan sebesar porsi

setoran moddl, 7

Keuntungan bagi untung dan rugi merupakan konsekusnsi logis
dari karakteristik ‘akadvinudabarabaheitw senditi-yang.térgolong kedalam
kontrak investasi (natural| unceftdini) contracs). Dalath kontrak ini,
return dan timivigcash flow kitatdrgantuh g’ Kepada kinerja sektor riilnya.
Apabila Iaba bisnisnya kecil, mercka mendapat bagian kecil juga.
Filosofi ini hahya dapat betjalan jika nisbah laba ditentukan dalam

bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.*®

Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, keuntungan harus
diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum

dibagikan). Sedangkan Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hambali

™ Muhammad, Kontruksi., hal.184.
80 Ahmad Sumiyanto, problem., hal.10-11,
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menyebutkan, bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika

dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.

Pembagian  keuntungan umumnya  dilakukan  dengan
mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan shahibul mal,
namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua belah pihak sepakat
membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini berlaku
sepanjang kerjasama masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat
tentang keabsdhan menahan untung, bilal keuntungan telah dibagikan,
setelah itu usaha mengalami keérugian;) sebagian ulama berpendapat,
bahwa peﬁgciola akan> diminta menuntupi kerugianh tersebut dari

keuntihgan yahg telah dibagikdrinyakepadanya.®

Keuntihgan adalah milik bersama antara shahibul maal dan
mudhorib, karena modal dan-kerja ‘adalah sejajdr;-saling berkepentingan,
dan membutuhkan, maka Keduanya-harus berhak atas keuntungan dengan

nisbah masing-masing.

Dalam pembagian hasil keuntungan mudharabah, nisbah bagi
hasil dapat lebih besar atau sebaliknya lebih kecil dari pada. shahibul
maal tergantung pada kesepakatan dalam akad mudahrabah.
Sebagaimana para ulama sepakat bahwa keuntungan yang didapat oleh
masing-masing pihak (shahibul maal dan mudharib) harus dalam jumlah

nisbah tertentu, jika keduanya telah sepakat bahwa seperempat (25%)

81 Gemala dewi dkk, Hukum., hal.128-129,
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atau setengah (50%) bagi hasilnya, maka hal itu sudah cukup dimengerti
karena sebagian sisa tentunya adalah bagi shahibul maal, semuanya itu
tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, baik nisbah masing-
masing sama atau lebih besar atau lebih kecil dan harus ditepati. Sebab

umat islam terkait dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati.?
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%2 Muhammad, Teknik., hal. 63-64.

79



BAB III

DESKRIPSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH

DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) YOGYAKARTA

A. Gambaran umum BMT Bina Thsanul Fikri (BIF)

1.

Sejarah BMT Bina Thsanul Fikri

BMT Bina Ihsanul” Fikri (BIF) Zmerupakan lembaga keuangan
syariah yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah
yang didirikan dan memiliki oleh masyarakat pada tahun 1996 didaerah
Gedong Kuning Yogyakarta:

Munculnya ide untuk ‘mendirikan BMT BIF ini karena melihat
banyak pengusaha kecil’ petensial tetapi “tidak’‘terjangkau oleh bank,
selain itu juga karena seldma ini dakwah islam belum mampu menyentuh
kebutuhan ekonomi umat. Sehingga seringkali kebutuhan modalnya
dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang suku bunganya sangat
besardan juga merupakan praktek riba serta sangat memberatkan
masyarakat, karena masyarakat diharuskan membayar bunga tambahan
dari dana yang dipinjam. Keperihatinan ini mendorong untuk berdirinya
BMT BIF.

Pembentukan BMT BIF diawali dengan dibentuknya penitia kecil
yang diketuai oleh ir. Meidi Syaflan (ketua ICMI gedong kuning), dan

beranggotakan M. Ridwan dan Irfan, panitia ini berfungsi
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mempersiapkan segala sesuatunya sampai BMT BIF ini dapat berdiri,
salah satu tugas awalnya adalah survey tempat dan lokasi pasar gedong
kuning sebagai bahan untuk di teliti, kemudian untuk dijadikan Alternatif
tempat atau lokasi BMT BIF.

Sehingga pada tanggal 1 maret 1996 ditetapkan sebagai tanggal
operasional BMT BIF, tetapi pada tanggal tersebut ternyata BMT BIF
belum dapat beroperasi seperti yang telah direncanakan, karena adanya
sebab tertentu.

Akhirnya BMT BIF piendeklarasikan diri berdiri dan mulai
beroperasi pada tanggal 11 maret:1996kemudian pada tanggal 15 mei
1997, lembaga keuangan syarigh ini mémperoleh badan hukum No.
159/BH/KWK.12/V/1997,

Pada prinsipnya usadha BMT BIF dibagi menjadi dua yaitu Baitul
Maal (usahd“sosial) dan Baiful Tamwil (usaha bisnis). Usaha sosial ini
bergerak dalam i’)enghi[ﬂpunan dana zakdt) infak, ddni shodaqgoh (ZIS)
serta menstasyarufkannya( kepada| [detapaty Ashiniaf. Skala proritasnya
dimaksud unthk mengentaskan kemiskinan Helalui ﬂrogfam ekonomi
produktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tehtang etika bisnis
serta bantuan sosial, seperti beasiswa anak asuh, biaya bantuan kesehatan
serta perlindungan kecelakaan diri dengan asuransi, karena BMT BIF
mengadakan kerja sama dengan Asuransi Takaful.

Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan

masyarakat ekonomi kelas bawah dilakukan dengan intensifikasi
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penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan
dan deposito berjangka, kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan

atau kredit kepada pengusaha kecil, dengan sistem bagi hasil.!

2. Visi, misi, tujuan dan motto BMT Bina Thsanul Fikri
a. Visi
Visi BMT BIF adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang
sehat dan uriggul dalam memberdayakan umat.
b. Misi
Misi dari BMT BIF adalalrsébagail berikut:
1. Menetapkan nilabsyariah untuk kesejahteraan bersama.
2. Membetikan pelayanan yang terbaik dalam jasa ketiangan mikro
syariah.
3. Mewujudkan kehidupan umat yang islami.
¢. Tujuan
1. Meningkatkan.kesejahteraan.anggota, pengelola dan umat.
2. Turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi islam.
3. Menyediakan permodalan islami usaha mikro.

d. Motto

Motto yang di usung oleh BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu “Adil

Dan Mengl_mtungkan”.2

! Riska Amalia, “Laporan Kuliah Kerja Lapangan Pada BMT BIF Yogyakarta” ,
Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, 2012, hal. 1.
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3. Struktur organisasi BMT Bina Thsanul Fikri

Struktur organisasi sangatlah penting dalam tindakan dan usaha
perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan itu sendiri biasanya
tidak terlepas dari rencana yang telah diprogramkan. Struktur organisasi
merupakan penentu pembagian pekerjaan setiap karyawan, departemen-
departemen dan penentu _hubungan pada setiap levelnya. Pemilihan
struktur organisasi yang_tepat pada perusahaan sangatlah menentukan
baik tidaknya menejemen yang.adaStruktnr organisasi yang baik adalah
yang dapat memisahkan fungsi, fanggung jawab dan wewenang dengan
jelas.

Adapun struktur organisasi BMT Bina Thsanul Fikri yang
dimaksud dapat dilihat pada~bagan struktur orgahisasiypada Diagram 3

berikut ini:

2 Profile lembaga kenangan syariah BMT Bina Ihsanul Fikri 2010.
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Diagram 3

Struktur Organisasi BMT BIF

RAPAT ANGGOTA

|

DEWAN PENGURUS (4—»

!

DEWAN
PENGAWAS

/

DIREKTUR
BAGIAN ADMINISTRASI ¥ L INTERNAL AUDIT
DAN KEUANGAN
Y
MANAIER BAITUL MANAIER MANAJER MANAJER
MAAL
CABANG CABANG CABANG CABANG
r h h 4 A
ANGGOTA

Sumber : BMT BIF 2011,

4. Susunan kepengurusan 2010-2012

a. Pegurus
Ketua
Sekretaris

Bendahara

: Ir. Metdi Syaflan, MP

: Ir. Suhardi, SKH, MP

: Ir. Fuad abdullah




Pengawas

Pengawas manajemen

b. Pegawas syariah

c. Pengelola
Direktur
Internal audit
Manager cabang Gedong ktining
Manager cabang slertian
Manager cabang nitikan
Manager cabang bugisan
Manager cabang pleret
Manager cabang hatiro

Manager cdbang deétmangar

5. Job description

: Hadi Muhtar, SE, MM

Teguh Edi Susanto, B.Sc.

: DR. Hamim Ilyas, MA

Nurrudin, MA

: M. Ridwan, SE, M.Ag

: Heti ambar P, SE

: Yudana Octy segijo, SE
: Sutardi, SH

: Supriyadi, sh

: Saiful Rijal, SH

: Sudammanto, S.AG

1 Anton Supriyanto, S.IP

*Neng Nur aini, SE

Job discription atau tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur

organisasi BMT BIF , maka pada masing-masing tingkatan mempunyai

tugas:

a. Rapat anggota

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
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1)

2)

3)

4)

Rapat anggota mempunyai kewenangan/kekuasaan tertinggi di
dalam BMT.

Menetapkan AD dan ART BMT termasuk bila ada perubahan,
kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha
BMT

Mengangkat pegurus dan dewan syriah BMT setiap periode juga
dapat memberhentikan pengurus bila melanggar ketentuan-
ketentuan BMTY

Menetapkan rencanay kerjay anggaran penddpatn dan belanja

BMT serta pengésahatilapéran Keuangan.

b. Ketua badan pengurils

Tugas dan tanggung jawabnya.adalah;

1)

2)

L))
4)

)

Bertanggung jawab atas aktivitas BMT dan melaporkan
perkembangan Unhit“BMT "Kepada seluruh anggota melalui
mekanisme rapat yang/disepakati.

Terpenuhinya kebutuhan organisasi sesuai dengan informasi
yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan
pengangkatan atau pemberhentian karyawan.

Terkendalinya aktivitas simpan pinjam BMT

Terjaganya kondisi kerja yang aman dan nyaman di BMT.
Terbukanya kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka

mengembangkan usaha BMT.
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6) Menjaga agar dalam aktivitas BMT tidak lari dari visi dan

7

&)

misinya,
Meningkatkan kualitas SDM BMT.

Menugaskan kepada direktur untuk melaksanakan fungsi-fungsi

kepengurusan.

c. Sekretaris badan pengurus

Tugas dan tanggung/jawabnya adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

Mengatministrasikang’ seluruh" |berkas yang menyangkut
keanggotaan BMT BIE}

Mengatministrasikan semua surat-surat yang masuk dan keluar,
khususnya yang berkaitan dengan/badan pengurus.

Merencankan rapat_rutin.koordinasi dan evaluasi kegiatan Bdan
pengurus.

Mendistriblisikafi” setiap” Hasil rapat pengurus/anggota kepada
pihak-pihak yang berkepentingan.

Menugaskan kepada pengelola untuk melaksanakan fungsi-

fungsi kesekretariatan,

d. Bendahara

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

1)

Mengeluarkan laporan keuangan BMT BIF kepada pihak yang

berkepentingan.
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2) Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib
dan simpanan pokok anggota
3) Memlihara dan meningkatkan kesejahteraan kinerja BMT BIF
4) Menugaskan kepada  pengelola untuk fungsi-fungsi
kepengurusan.
e. Direktur

Tugas dan tanggung/jawabnya adalah:

1)

2)

3

4)

)

6)

7

Tersusunnya sdsarang rencana jahgka pendek, rencana jangka
panjahg, serta|lproyeksi®{finansial ataupun nono financial)
tahunan.

Tercapainya target yang telah\ditetapkan secara keseluruhan
Terselenggaranya penilaina prestasi kerja karyawan

Tercdpainya lingkup Kerja yang nyaman untuk semua pekerja
yang berorientasi paddpencapaian target

Terjalinnya kegjasama dengan.pihak lain-dalam rangka memnuhi
kebutuhan lembaga

Terjaganya keamanan dana-dana masyarkaat yang dihimpun dan
pembiayaan yang diberikan serta seluruh asset BMT.
Mendelegasikan tugas-tugasnya kepada menager cabang atau

kepada unit sesuai sesuai dengan bidangnya.
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f. Manajer cabang

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

D

2)

3)

4

5)

6)

7

Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (sevice exelent)
kepada mitra/anggota BMT BIF

Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan
Tersleenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan

Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja

yang berorientasi pada'péncapaina terget.

Terjalinnya kerjasama | dengan| pihak lain dalam rangka
memenuhi kebutuhanlémbaga
Terjaganya keamanan dana-dana masyrakat yang DIhimpun dan

pembiayaan yang diberikan serta’seluruh asset BMT.

Melaksanakan tugas=tugas yang diberikan oleh direktur.

g. Kepala unit

Tugas dan tanggung/jawabnya adalah:

1)

2)
3)

4)

Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (service exelent)
kepada mitra/anggota BMT BIF.

Tercapainya terget yang ditetapkan secara keseluruhan.
Terselenggarannya penilaian prestasi kerja karyawan
Tercapainya lingkup kerja yng nyaman semua pekerja yang

berorientasi pada pencapaian terget.
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5)

6)

7

Terjalinnya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memnuhi
kebutuhan lembaga.

Terjaganya keamanan dana-dana masyarakat yang dihimpun dan
pembiayaan yang diberikan serta seluruh asset BMT.
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur dan atau

manajer.

h. Kepala bagian

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

Terselenggaranys! pelayafign yang memuaskan kepada anggota
atau mitra kerja.

Terevaluasihya'dan /tetselesdikatinya maslah yang ada dalam
bagiannya.

Terbitiya laporan kerjd sesuai dengan bagiannya

Terarsipnya seluruh dokumentasi kegiatan bagian
Tercaphinyatarget.yang telah.ada.

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya.

i. Pembukuan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

1) Terbitnya laporan keuangan meliputi : laba-rugi, neraca dan

perubahan modal setiap bulan.
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2) Terdokumentasinya seluruh data keuangan, baik fisik maupun
data komputer.
3) Terjaganya seluruh data keuangan dengan baik dan benar.

4) Terselesaikan laporan pajak

j. Kasir atau telier
Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
1) Tersedianya kebutuhan kas harian
2) Terselesaikannyaperhitungan dan pencatatan kas setiap hari.
3) Terbitnya laporamn arus kas setiapiminggu.
4) Terevaluasinya|-dan _Jterselesatkannya masalah kasir yang

mendukung kinerja BMT-BIF

k. Marketing
Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
a) TerkendalinyaKolekfibilitas'pembiayaan dengan baik
b) Terjaganya hubungan baik dan loyalitas anggota dan mitra.

¢) Terjadinya ekspansi pasar secara terencana.

l. Administrasi pembiayaan dan tabungan
Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
1) Terselesaikannya tugas administrasi pembiayaan dan simpanan

tepat waktu.
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2) Terjadinya kesesuaian antara monitoring dan buku tabungan
serta pembiayaan milik anggota.

3) Tersedianya data akurat tentang keanggotaan setiap saat.
Terselesaikannya proses pelayanan simpanan dan pembiayaan

dangan cepat dan tepat.

6. Perkembangan usaha BMT BIF

Tabel 2
Perkembangan Asset BMT BIF (dalam 000)
TAHUN JUMLAH
2005 Rp. 4.179.249
2006 Rp. 5.154.944
2007 Rp. 7.555.939
2008 Rp. 11.832.330
2009 Rp. 15.764.203
2010 Rp. 18.691.846
2011 Rp. 29.104.681

Sumber data: profil lembdga Reudngan'syariah BMT BIF

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan asset BMT
Bina Ihsanul Fikri selalu meningkat dari tahun ketahun. Kenaikan yang
terjadi pada tahun 2008 mencapai sebesar Rp. 11.832.330 atau
4,276.391. hal ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun
sebelumnya yang hanya 5.154.944 atau 2.400.995. Peningkatan ini
semakin berlanjut pada tahun 2009 dan 2011 yang mencapai nilai Rp.

29.104.681. atau sebesar 2.927.643 dan 10.412.835.
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Tabel 3

Perkembangan Pembiayaan BMT BIF (dalam 000)

TAHUN JUMLAH
2005 Rp. 3.561.737
2006 Rp. 8.813.398
2007 Rp. 8.813.398
2008 Rp. 11.284.000
2009 Rp. 13.208.881
2010 Rp. 17.141.053
2011 Rp. 22.624.278

Sumber data: profil lembaga Keuangan-syariah BMT BIF

Dari tabel diatas— dapdt | dilihat) |lbahwa peningkatan jumlah

penyaluran dana tahun 2004y sampai 2005 mengalami peningkatan.

Bencana alam gempa yang melanda Yogyakarta, yang imbasnya paling

parah di daerah Kebupaten Bantiul yanp tiierupakan daerah sasaran utama

dari BMT Bina Ihsanul Fikri. Namun pada tahun 2008 mulai mengalami

peningkatan kembali melebihi pencapaian pada tahun 2006. Begitu juga

dengan tahun-tahun scldnjutnya-yafig terus meningkat.

Tabel 4

Perkembangan Simpanan BMT BIF (dalam 000)

TAHUN JUMLAH
2004 Rp. 4.338.543
2005 Rp. 8.628.471
2006 Rp. 8.628.471
2007 Rp. 10.000.171
2008 Rp. 16.658.000
2009 Rp. 21.816.987
2010 Rp. 26.634.493
2011 Rp. 34.891.984

Sumber data: profil lembaga keuangan syariah BMT BIF
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Dari tabel diatas bahwa Perkembangan jumlah pendapatan BMT
Bina Thsanul Fikri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang
singnifikan. Namun pada tahun 2006 pendapatan BMT Bina Ihsanul
Fikri senilai Rp. 8.628.471 stabil dari pendapatan tahun 2005 senilai Rp
8.628.471. tetapi pada tahun 2007 naik signifikan mienjadi Rp.
10.000.171 dan untuk tahun berikutnya juga mengalami kenaikan dimana
untuk tahun 2010 naik menjadi Rp. 26.634.493 dan tahun 2011 paik

menjadi Rp. 34.891.984!

Tabeld
Perkembangan Laba BMT BIF (dalam 000)

TAHUN JUMLAH

2005 | Rp. 46.613

2006 Rp. 51.252

2007 Rp. 91856

2008 Rp. 173.927

2009 | Rp. 196.545

2010 Rp£290.670

2011 ‘Rp. 296.213

Sumber data: profil lembaga keuangan syariah BMT BIF

Dari tabel diatas, dapat dilihat Perkembangan BMT Bina lhsanul
Fikri dalam menghasilkan laba bersih yang dari tahun ke tahun selalu
mengalami peningkatan walaupun kondisi di indonesia sedang terpuruk.
Bahwa dari tahun 2004 sampai dengan 2011 perkembangan laba dari

BMT Bina Thsanul Fikri mengalami peningkatan.
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Tabel 6

Aspek pertumbuhan BMT BIF (dalam 000)

TAHUN JUMLAH
2004 177%
2005 56,6%
2006 64,4%
2007 90,70%
2008 114,5%
2009 118,64%
2010 120,2%
2011 121,22%

Sumber data: profil lembaga keuangansyariah BMT BIF

Berdasarkan tabel diatas, pértumbuhan BMT Bina Thsanul Fikri

sangat singnifikan hal i—bisSa dilitrat—dari tahun 2006 sampai 2011.

Adapun penurunan hanya terjadi pada tahun 2005 dari 177% menjadi

56,6% dikarenakan gempa yang me¢landa Yogyakarta dan sekitarnya.

Tabel 7
Jumlah penabung'dan peminjam-BMT BIF

No Data 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 2010 2011
1 | Penabung 4.113 | 4.983 | 5.493 | 8.340 | 12.890 | 14.268 | 16.576
2 | Peminjam 24671 3.029( 4.837| 5421 | 6.842| 7.786| 8.646
Jumlah 1.113 | 4983 | 5493 | 8341 | 12.890 | 14.268 | 25.222

Sumber data: profil lembag:; keua.tigén'syaﬁé.-h BMT BIF
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Dari tabel atas, dapat dilihat bahwa penabung dan peminjam dari
tahun ketahun selal: mengalami peningkatan yang menggembirakan,
meskipun pada tahun 2005 ada gempa yang melanda D.I. Yogyakarta

dan sekitarnya.

Tabel 8
Pembiayaan Menurut Jenis Produk BMT
No Akad Jumlah Prosentase

1. Murabahah 15.136.968.124 66,91%
2. Hiwalah 3.790.076.992 16,75%
3. Ijarah 2.608.026.750 11,53%
4, Musyarakah 706.369.559 3,12%
5. Mudharabah 324.208.250 1,43%
6. Qordul hasan 58.628.912 0,26%

22.624.278.587 100,00%

Sumber data: rapat anggota tahunan, tahun buku 2011.

Padatabel diatas, babhwa pembidyaan bertdasarkaft akad yang paling
banyak dilakukan oleh masabah dengan ‘BMT Bina Thsanul Fikri adalah
pembiayaan murabahah (jualsbeli) sedangkan feémbiayaan mudharabah
hanya menempati posisi kelima dengan prosentase 1,43%. Hal ini
dikarenakan pembiayaan mudharabah dirasakan lebih sulit karena setiap

nasabah harus bisa membuat pembukuan.
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Tabel 9
Data Nasabah Pembiayaan Mudharabah Tahun 2011

No Nama BMT Jumlah Peminjam Bidang Alokasi Dana
- 11 jasa
1. | BMT BIF Pusat 12
- 1 perdagangan
2. | BMT Bina Sparta Mandiri i - 1 jasa,
3. | BMT BIF Bugisan 1 - 1 perdagangan
- 2 perdagangan
4. | BMT BIF Pleret 4
- 2 peternakan
- 2 perdagangan
5. | BMT Bina Arta 3
- 1 peternakan

Sumber data: Wawancara dengan admin-BMT BIF pusat dan cabang.

7. Data kegiatan harian
Dalanr” ‘melaksanakar™ "kegiatan * opefasionalfiva, BMT BIF
melakukan sistem pengatutan-jam-kerjavyang telah disepakati bersama
yaitu 6 hari dalam'seminggu dengan mengilkuti hari efektif pada kalender

nasional. Secara rinci jam kerja BMT BIF adalah:

Tabel 10
Jam kerja karyawan
Hari Jam kerja Jam istirahat
Senin s/d kamis 08.00-16.00 12.00-13.00
Jum’at 08.00-16.00 11.30-13.00
Sabtu 08.00-13.00 12.00-13.00

Sumber data: BMT BIF
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8. Wilayah Kerja BMT Bina fhsanul Fikri
BMT BIF mempunyai wilayah kerja di daerah Yogyakarta dan

sekitarnya. Kantor pusatnya dijalan Rejowinangun No 2B Yogyakarta
dan memiliki 7 kantor cabang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Cabang Berbah, Sleman didirikan tahun tahun 2003

2. Cabang Nitikan, Yogyakarta didirikan tahun 2004

3. Cabang Pleret, Bantul didirikan tahun 2004

4. Cabang Bugisant, Yogyakarta didirikan tahun 2005

5. Cabang Baciro, Yogyakartasdidirikan tahun 2007

6. Cabang Demangan, Yggyakarta didirikan tahun 2007

7. Cabang Paris, Yogyakarta\didirikan tahun 2010

B. Produk-produk BMT Bina Ihsanul.Fiksi (BIF)

Secara garis besar produk yang dihasilkan oleh BMT bina Ihsaul Fikri
tidak jauh berbeda dengan BMT Umumnya yaitu terbagi dalam produk
penghimpunan dana dan‘pembiayaan.

1. Produk penghimpunan dana
Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat, BMT BIF tidak jauh berbeda dengan BMT mengembangkan

produk penghimpunan dana yang terbagi menjadi:
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a. Simpanan wadiah (titipan murni)

Akad ini digunakan untuk dana zakat, infaq, shadaqoh atau

sumber dana lainnya yang sepadan dengan itu. Atas produk ini

penyimpan akan di berikan bonus.

Simpanan mudharabah

Simpanan mudharabah merupakan simpanan umum BMT

BIF dimana BMT BIF memiliki kewenangan penuh untuk

mengelola dana $esuai dengan prinsip syariah. Atas produk ini

penyimpanan akan mendapatkan bagi hasil sebagai pembentukan

laba. Variasi jenis simpana#t yang berakad mudharabah anatara lain

D

2)

3)

Simpanan haji

Simpanaa~\haji/ ‘yang dimaksud disini adalah
simpanan untuke persiapan| ibdah shajic=Penyetoran disini
dapat dilakukan dengan, cara harian maupun mingguan
dengan waktu pengembaliannya pada saat pelaksanaan
ibdah haji-tiba:
Simpanan Idhul Qurban

Simpanan ini khusus digunakan untuk pelaksanaan
ibadah qurban atau aqigah.
Simpanan pendidikan

Simpanan ini khusus digunakan hanya untuk
keperluan biaya pendidikan baik tingkat TK sampai tingkat

perguruan tinggi, dengan penyetorannya dapat dilakukan
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harian maupun mingguan. Pengembaliannya sendiri
dilakukan pada saat membutuhkan biaya pendidikan dan
sebelumnya telah disesuaikan dengan kesepakatan.

4) Simpanan walimah (tawal)

Simpanan ini digunakan untuk kepertuan pernikahan
atau walimah, khitanan dan semacamnya. Penyetoran dapat
dilakukan secara harian maupun mingguna dan
pengambilan) simpanan pada saat menjelang walimah atau
sejenisnya,

5) Tabungan lembaga islam (tablis)

Tabungandniskhusus antuk lemabag keuangan islam

seperti tabungan ta’mir damrsejenisnya.
6) labungan BIF

Simpanan ini,mempakan simpanan anggota yang

penerikannya dilakukan setiap saat untuk keperluan sehari-

hari.

¢. Deposito mudharabah
Deposito mudharabah yakni simpanan yang jangka waktu
pemgambaliannya sudah dipastikan. atas produk ini penyimpan
akan mendapatkan bagi hasil, yang umumnya lebih tinggi
dibandingkan dengan tabungan. Deposito yang tersedia untuk

pilihan waktu ,inimal 3 bulan dengan nilai nominal Rp. 500.000,00
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d. Sertifikat bagi hasil
Sertifikat bagi hasil yakni sejenis surat berharga atau
obligasi syariah, dengan jangka waktu minimal satu bulan.
Penyimpan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan yang
umumnya lebih besar dari deposito. penyimpan dapat memilih
sendiri calon peminjam (mugqayyadah) namun kelayakan usahanya
tetap menjadi kewenangan pihak BMT BIF , jangka waktu minimal
satu tahun dengan nilai minimal Rp.|1.000.000,00.
¢. Penyertaan musyarakah
Menyertakan musyarakah''yakni sejenis sertifikat pendiri
yang besarnya akan ditetapkan_setiap tahunnya. Perbedaan dengan
sertifikat bagi hasil*“terletak’ pada hak untuk dipilih menjadi
penguriisiNJangka /walkiul minimall satu gahufi_dan hanya dapat
diambil setelah digetujui dalamn musyarakah tahunan.
f. Wakaf tunai
Wakaf tunai bentuk uang yang akan di investasikan di BMT
BIF. Setiap bulan hasil investasinya disalurkan untuk membiayai
kegiatan sosial. Dana wakaf ini sebagiman kedudukan wakaf
sendiri tidak akan habis dan akan terus mengalir, sehingga

penerima manfaat wakaf semakin berkembang.
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2. Produk pembiayaan (penyaluran dana)

Produk pembiayaan BMT BIF disesuaikan dengan target-target
pasar yang telah direncanakan yang fokus pada pembiayaan mikro.
Adapun jenis-jenis produk pembiayaan sebagai berikut:

a. Pembiayaan murabahah

Merupakan penyediaan barang modal atau barang
konsumtif oleh BMT BIF kepada peminjam. Atas dasar akad ini,
BMT BIF akan mendapatkan keuntungan yang besarnya dihitung
atas dasar kesepakatar,

b. Bagi hasil (mudharabah dan musyarakah)

Penyediaan-modaltisaha atas dasar kemitraan dan patungan
modal atau dapat’jugd’semua‘permodalan dari BMT BIF. Atas
akad ini, BMT Blrakan~mendapatkan bagighasil sesuai sengan
proporsi (nisbah).yang telah disepakati.

c. Jasa (hiwalah, ar-rahn, dan kafalah)

Produkjasa talangan “dana“vang dibutuhkan sangat cepat
sementara piutang nasabah ditempat lain belum jatuh tempo
(hiwalah). BMT BIF juga akan mengembangkan produk gadai
syariah (4r-rahn) juga BMT BIF akan berperan aktif sebagai
penjamin atas usaha nasabah terhadap pihak lain (kafalah). Atas
akad ini, BMT BIF akan mendapatkan fee manajemen yang

besarnya tergantung dari kesepakatan.
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d. Kebajikan (4lgard dan Al-qardhul hasan)

Al-qard yakni kebijakan dimana peminjam harus
mengembalikan angsuran pokoknya. Sedangkan dana yang bisa
tidak kembali disebut al-qardhul hasan. Al-qard sumber dananya
dapat berasal dari dana produktif maupun sosial (ZIS). Namun
BMT BIF akan mendapatkan fee infak yang besarnya tidak

ditentukan.

C. Aplikasi Pembiayaan mudhargbah'di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)
1. Prosedur pembiayaan mirdharabah
a) Nasabah mengajukan’ pembiayaan thudharabah kepada BMT Bina
Thsanul Fikri. baik melalui-marketing ataupun datang langsung ke
BMT Binajlhsanul Eikri:
b) Kemudian nasabahe, diminta memenuhi persyaratan, adapun
persyaratannya sebagai berikut:
1) Potocopy identitas(KTP) yatig niasih berlaku
2) Potocopy akte/ surat nikah (kartu keluarga)
3) Potocopy jaminan (BPKP atau yang bisa dijaminkan)
4) slip gajih.’
c) Setelah memenuhi persyaratan pegawai BMT akan mensurvai
tempat usahanya, sebagai pertimbangan apakah bisa mendapatkan

pembiayaan mudharabah atau tidak.

3 Wawancara, Ani Isnaini, Admin BMT Bina Ihsanul Fikri, di Yogyakarta, tanggal 19
januari 2012. jam 10.00, di Ruang marketing.
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d) Setelah survai selesai dan diputuskan nasabah mendapatkan

pembiayaan mudharabah, maka nasabah dikenakan untuk Membayar

biaya administrasj kemudian uangpun cair sesuai dengan permintaan

dan kesepakatan nasabah dengan BMT Bina Thsanul Fikri.

2. Teknik perhitungan bagi hasil BMT Bina Ihsanul Fikri

Tabel 11
Tabel Distribusi-Pendapatan
Saldo Nisbah Porsi Indikasi

No Produk Pendapatan

rata-rata Anggotd | BMT | Anggota BMT Bagihasil
1. | Tabungan 5.500.000 | 423.076.42 40 60 169.230.77 | 253.846.15 0.0308
2. | Deposito I bulan | 3.500.000 | 2616230.77 50 50 | 134.651.38 | 134.615.38 | 0.0385
3. | Deposite 3 bulan | 4.000.000 | 307.6923/1 52 48 160.000.00 | 147.692.31 0.0400
4. | Deposito 6 bulan | 3.000.000 | 230.769.23 55 45 126.923.08 | 103.846.15 0.423
5. | Penyertaan 5.GDB.000" || 384.615.38 20 80 /1~76.923108 | 307.69231 | 0.0154
6. | Simpanan pokok | 2.000.000 | 153.846115
7. | Simpanan wajib | 3.000.000 [ 230.769.23
Jumlah total 26.000.000 | 2:000.000

Sumber ddta, pelatihan ddsar BMT, ABSINDO Kota Yogyakarta, 24-26 Januari 2012.

Rumus :

Pendapatan = m;??;;:t:a:fam X total pendapatan
Nisbah bagi hasil = Pendapatan x porsi bagi hasil

Porsi anggota = Pendapatan x nisbah anggota

Porsi BMT = Pendapatan x nisbah BMT

Indikasi bagi hasil = Porsi anggota saldo rata-rata.*

4 Yudana, Makalah Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Bif Consulting, pelatihan dasar BMT,

ABSINDO Kota Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2012.
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3. Hasil wawancara

Wawancara disini ditujukan untuk pengumpulan data dengan jalan
tanya jawab antara peneliti dengan berbagai elemen yang ada didalam
pembiayaan mudaharabah tersebut.

Disini peneliti mewawancarai semua pihak yang bersangkutan
dengan pembiayaan mudharabah, baik itu pengurus, DPS pengelola,
marketing sampai pada nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah.
Dengan instrumen yang, berdasarkan  masalah dasar pelaksanaan,
manajemen pengelolaan, strategi marketing, (dan kepuasan nasabah.

a) Wawancara dengan petigurus,DPS dan manajemen

Tabel 12
Dasar Pelaksanaan
Keterangan Jumlahlorang Persentase
MUI/DSN 5 100%
Bukan MUI 0 0
Jumlah S 100%

Sumber: Data Primer, 2012,

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi
acuan pembiayaan mudharabah di BMT Bina Thsanul Fikri adalah
fatwa MUI atau Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu fatwa MUI

No.7/DSN-MUL/2000 tentang mudharabah.
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Tabel 13

Prinsip Syariah
Keterangan Jumlah orang Persentase
Tolong menolong, ada 3 60%
Saling percaya, ada 1 20%
Tidak di zolimi dan tidak 1 20%
menzolimi
Jumlah 5 100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Berdasarkan tabel diatas tentang prinsip syariah, bahwa syariah
yang digunakan dalard pentbiagyaan mudharabah di BMT Bina lhsanul

Fikri adalah tolong menolorg, saling percaya dan tidak dizolimi atau

menzolimi.
Tabel 14
Realisasi Peinbiayaan-Mudharabah
Keterangan Jumlah orang Persentase
Belum 3 60%
Sudah sesuai tetapi.masih 1 20%
banyak kendala
Berdasarkan akad’ sudal 1 20%
sesuai
Jumlah 5 100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Berdasarkan tabel diatas tentang realisasi pembiayaan
mudharabah BMT Bina Thsanul Fikri dilapangan, ada tiga jawaban
yang berbeda, 3 orang menyatakan belum sesuai, satu orang sudah
sesuai tetapi masih banyak kendala dan satu orang lagi menyatakan
berdasarkan akad sudah sesuai. Dari ketiga jawaban ini dapat
disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah di BMT Bina thsanul

Fikri belum sesuai dengan acuan.
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Tabel 15
Penentukan Pembiayaan Mudharabah

Keterangan Jumlah orang Persentase
Marketing melalui survei 3 60%
lapangan.

BMT atau pengelola 2 40%
Jumlah 5 100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Berdasarkan tabel diatas tentang siapa yang menentukan
pembiayaan mudharabah dalam sebgi akad dan obyek adalah BMT
Bina Ilhsanul Fikti”’ (pengelola),=; sedangkan marketing yang

menentukan dilapangdn melalui survei

Tabel 16
Penentukan Borsi Bagi Hasil
Keterangan Jumlah orang Persentase
Ada tawar menawar 5 100%
Tidak Ada tawar 0 0
menawar
Jumlah 5 100%

Sumber: DataPrimer) 2012,

Dari data diatas tentang cara menentukan porsi bagi hasil antara
Nasabah dan Shohibul Maal (BMT). Berdasarkan hasil jawaban
diatas, lima orang menyatakan ada tawar menawar, sehingga bisa
disimpulkan bahwa cara menentukan porsi bagi hasil di BMT Bina

Ihsanul Fikri ada tawar menawar antara Nasabah dan Shohibul Maal

(BMT).
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Tabel 17

Perbedaan Bagi Hasil
Antara Nasabah Satu dengan yang Lainnya
Keterangan Jumlah orang Persentase
Bisa berbeda 5 100%
Tidak bisa berbeda 0 0
Jumlah 5 100%

Sumber: Data Primer, 2012,

Dari tabel diatas tentang bagi hasil yang dilakukan antara satu
nasabah dengan nasabah yang lain berbeda atau tidak. Lima orang
responden menjawab ‘bisa berbeda,Zjadi bisa dikatakan bahwa bagi
hasil yang dilakukan (antara, sata_nasabah dengan nasabah yang lain

adalah bisa berbeda tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak

(nasabah dan shohkibul maal):
‘Eabel 18
Kalanganyang Mendapatkan
Pembiayaan Mudharabah
Keterangan Jumlah orang Persentase
Kalanganynénengah 3 60%
Kalangan bawah 1 20%
Tidak tahu 1 20%
Jumlah 5 100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Dari tabel diatas tentang untuk kalangan manakah pembiayaan
mudharabah itu diberikan. Tiga orang menyatakan untuk kalangan
menengah, satu orang menyatakan kalangan bawah dan satu orang
tidak tahu. Berdasarkan tabel diatas maka pembiayaan mudharabah itu

diberikan untuk kalangan menengah.
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Meskipun kebanyakan dari responden menyatakan bahwa

pembiayaan mudharabah diberikan untuk golongan menengah, tetapi

sebenarnya mereka sepakat bahwa golongan yang mendapatkan

pembiayaan mudharabah itu bisa dari berbagai golongan yang penting

bisa membuat laporan keuangan (pembukuan).

Tabel 19

Permasalahan-yang Sering Timbul
dalam Pembiayaan Mudharabah

Keterangan Jumlah orang Persentase

Moral hazard dafi 1 20%
nasabah
Laporan keuangan 2 40%
(pembukuan)
Pembiayaan mudhabah 1 20%
lebih mahal
Tidak ada. 1 20%

Jumlah 5 100%

Sumber: Data Primez, 2012.

Dari data diatas;, respondén.menjawab/penmnasalahan yang sering

timbul sangatlah berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain.

Tetapi klo kita gabungkan semuannya maka masalah yang sering

timbul adalah Moral hazard dari nasabah, Laporan keuangan

(pembukuan) dan nasabah menganggap bahwa

mudharabah lebih mahal.

pembiayaan
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Tabel 20
Hubungan Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen

Keterangan Jumlah orang Persentase
Tiga bulan sekali 3 60%
Satu minggu sekali 1 20%
Insidentil (sesuai dengan 1 20%
kebutuhan)
Jumlah 5 100%

Sumber: Data Primer, 2012,

Tabel diatas menunjukan tentang hubungan Dewan Pengawas
Syariah dan Manajemen_serta berapa jumlah pertemuan yang mereka
lakukan. DPS sebagai orang yang meéméonitoring apakah akad-akad yang
berlaku dilapangan sudah’sesuai acuan dan memberikan fatwa sedangkan
manajemen lebih melihat-masa depanr—BMT, bagaimana produk itu
kedepannya, apakah masih laku dipasaran dan perlu dipertahankan atau
diganti dengan! produk Jainr=Adapun “pertemuan_tutin=berdasarkan tabel
diatas yaitu 3 bulan séKali §esuaidengan jadwal dan bisanya bisa lebih
sesuai dengan kebutuhan,

b) Wawancara dengan nasabah

Tabel 21
Pelayanan BMT Bina Thsanul Fikri
Keterangan Jumlah orang Persentase
Bagus 2 33,33%
Sangat memuaskan 1 16,67%
Memuaskan 1 16,67%
Baik 1 16,67%
Jumiah 6 100%

Sumber: Data Primer, 2012.
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Dari data tabel diatas responden menjawab dengan berbagai
macam jawaban, ada yang menyatakan bagus, Sangat memuaskan,
Memuaskan dan baik. tetapi secara umum pelayanan BMT Bina
Thsanul Fikri adalah bagus memuaskan pada nasabahnya, karena

marketing mendatangi para nasabah.

Tabel 22
Keuntungan-yang-Dirasakan Nasabah
Keterangan Jumlah orang Persentase

Bagi hasil naik turun 3 50%
sesuai dengan
pendapatan, ada miotif
syariah
Barokah, ada ~ motif 1 16,67%
syariah
Resiko ditanggung 1 16,67%
bersamay, jpada y pmotif
syariah
Tidak tahu, ada, mitif 1 16,67%
syariah

Jumlah 6 100%

Sumber: Data Brimer, 2012.

Berdasarkan tabel diatas, bisa kita lihat bahwa keuntungan yang
nasabah rasakan adalah bagi hasil yang naik turun (ffuksuatif) sesuai
dengan hasil yang diperoleh, lebih barokah dan risiko ditanggung
bersama. Adapun para nasabah mengambil pembiayaan mudharabah

di BMT karena ada motif syariah.
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Tabel 23
Menafaat Pembiayaan Mudharabah

Keterangan Jumlah orang Persentase

Sudah 2 33,33%
Sudah tapi belum 2 33,33%
maksimal

Dari hitungan bagi hasil | 16,67%
sudah mendekati

Tidak tahu 1 16,67%

Jumlah 6 100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Dari data digtas ftentang/manfaat pembiayaan mudharabah
apakah sudah sesuai denpgad syariah apa belum. Reponden menjawab
dua orang menyatakan sudahggdua Orang menyatakan sudah tetapi
belum maksimal, satusorang menyatakan sudah mendekati kalau di
hitung dari bagi hasil; dan) satu jorang lagi menyatakan tidak tahu.
Tetapi dari pemyataan_nasabah secara_umum menunjukan bahwa
manfaat yang nasabah terima sudah sesuai dengan syariah meskipun

belum maksimal.

Tabel 24
Kesesuaian Pembiayaan Mudharabah dengan Syariah
Keterangan Jumlah orang Persentase
Sudah sesuai 1 16,67%
Sudah mendekati 2 33,33%
Belum sesuai i 16,67%
Tidak tahu 1 16,67%
Jumlah 6 100%

Sumber: Data Primer, 2012.

Tabel diatas tentang pembiayaan mudharabah di BMT Bina

Ihsanul Fikri sudah sesuai apa belum dengan syariah di Indonesia.
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Dari data responden diatas sangatlah beragam, ada yang mengatakan
sudah sesuai, belum sesuai, sudah sesuai tetapi masih belum
sempurna, dan adapula yang mengatakan tidak tahu. Tetapi
kebanyakan dari responden menyatakan bahwa pembiayaan
mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri dari segi subyek, obyek, akad

dan ketentuan-ketentuannya adalah sudah sesuai tetapi belum

sempurna.
Tabel 25
Tawar Menawaridalam Porsi Bagi Hasil
Keterangan Jumlah orang Persentase
Ada tawar menawar 4 66,66%
Tidak Ada tawar 2 33,33%
menawar
Jumlah ' 6 - 100%

Sumber: Data Primer/ 2012,

Dari data diatas dapat kita libat ada dua jawaban tentang tawar
menawar dalam porsi,bagi hasils JYang-pertama menyatakan ada tawar
menawar dalam porsi bagi hasil yang di wakili oleh empat orang
responden dan yang kedua menyatakan tidak ada tawar menawar yang
di wakili oleh dua responden. Secara umum responden kebanyakan

menyatakan ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil.
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BAB IV
ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH

DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF)

A. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah dan Realisasinya.
1. Dasar hukum pembiayaan mudharabah

Ketentuan hukum pembiayaan Zmudharabah ini dapat kita lihat
berdasarkan interviu dengamy pengurus, pengelola dan DPS. maka
pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan no satu, dan dua, yaitu
Acuan apa saja yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah di BMT
Bina Ihsanul Fikri, Pasal dan ayat berapa? Prinsip syariah apa saja yang
digunakan, dalam, pembiayaan “hudhdrabah? fAdakald kesulitan dalam
menerapkan prinsip tersebut?

Dari pertanyaan~pertania, Acwan@pajsaja yang digunakan dalam
pembiayaan mudharabah di BMT Bina Thsanul Fikri, Pasal dan ayat
berapa. Rata-rata responden menjawab bahwa acuan hukum pembiayaan
mudharabah adalah berdasarkan fatwa MUIL Maka peneliti bisa
menyimpulkan bahwa ketentuan hukum pembiayaan mudharabah di
BMT Bina Ihsanul Fikri hanya pada fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu
fatwa MUI No.7/DSN-MUY/2000 tentang mudharabah. Dimana landasan
fatwa ini bersumber pada hadis riwayat Ibnu Majah Nabi bersabda: ada

tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai,
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Mugaradah (Mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan jewawut
untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’

Seharusnya BMT BIF memiliki dua acuan yaitu fatwa MUI
No.7/DSN-MUI/2000 tentang mudharabah dan KHES Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah pasal 231. Yang di dalamnya memuat ketentuan-
ketentuan pembiayaan mudharabah.

Dari pertanyaan kedua, Prinsip syariah apa saja yang digunakan
dalam pembiayaan mudharabah/ Berdasarkan jawaban responden yang
terlampir maka bisa disimpulkat) bahwa’ prinsip syariah yang digunakan
dalam pembiayaan mudharabah@@dalah, prinsip keadilan, tidak saling
mendzolimi dan saling percaya, sedangkan kesulitan dalam menerapkan
prinsip tersebut adalah mainset nasabahl yang menganggap bagi hasil
sama saja_dengan, bunga, dan.nasabah.tidak.bisa membuat pembukuan.
Sehingga BMT sulit dalam menentukan bagi hasil perbulannya.

Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya bahwa dasar hukum
pembiayaan mudharabah di-BMT Bina Thsandl™Fikri (BIF) Yogyakarta
adalah berdasarkan pada fatwa MUI No.7/DSN-MUL2000 tentang
mudharabah.

Gambaran di atas jelas dengan apa yang diungkapkan oleh
Muhammad bahwa dalam kegiatan mudharabah harus mengikuti fatwa

DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah.?

! Abdul Ghofur Anshori. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia,

(Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal.132.
* Muhammad, Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah, edisi pertama,

(Yogyakarta, ULl PRESS, 2011), hal.53.
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Hasil penelitian ini memperkuat hasil sebelumnya yang dilakukan
oleh Endang Sri Hartati, tentang Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di
BMT Arta Amanah Saden Bantul, didalam tesis tersebut beliau
mengatakan bahwa salah satu landasan atau acuan pembiayaan

mudharabah adalah Fatwa DSN.>

2. Realisasi pembiayaan mudharabah dilapangan

Untuk melihat (praktek “pembiayaan mudharabah dilapangan,
maka penelitian melakukan pengamatan, bagaimana proses pembiayaan
mudharabah itu dilakukan. pemneliti langsung turun kelapangan dan
mengamati setiap transaksi yang dijalankan dan interviu dengan nasabah
dan marketing, Agar méndapatkan’/ data/ lebih sempurna juga peneliti
mewawangaraippengurusy pengelola dan DPS. Sghingga dengan keempat
elemen ini nantinya ada keseimbangan data yang didapat.
a) Prosedur pembiayaan mudharabah

Dasar pembiayaamrmudharabah datanral “Quran dan al-Hadis:

o Surat al-Muzammil ayat : 20

- B2 a o X -

s . ! &I s 2 T A e

Artinya: “Dan orang-orang yang lain berjalan dimuka bumi
mencari keutamaan Allah™.
e Surat al-Jumuah ayat: 10

? Sri Hartatik, Endang, 2007. “Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Amanah

Saden Bantul”. Yogyakarta, MSI UH, hal. 62.
* Moh. Rifai dan Rohisin Abdulghoni, Al-quran dan terjemahannya, (Semarang, CV.

Wicaksana, 2000), hal. 519.
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G 1
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iy

b £ 1, 25

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah
kamu di muka bumi, dan carilah karunia (rezki) Allah dan
ingatlah Allah dengan sebanyak-banyak-nya supaya kamu
beruntung.’

e Hadis pertama dari Shuhaib

S50 tgos ool - 9B g e i o 2 BT e o e e
AT E2 sy i Llsg dg all ot i

Artinya: Dari Shuhaib r.a sesungguhnya Nabi SAW, sersabda:
ada tiga perkarg yang.ada' berkah padanya: jual beli dengan
tempo pembayaran, pemberian’ modal niaga kepada seseorang
(muqarradah) dan mepeampurkan gandum dengan sya’ir (jenis
beras/tepung) untuk rivnah.tangga, bukan untuk jual beli. ¢

® Hadis kedua dari sayyidina abbas
ofartio Je boasf Ttat Jualt 483 13y Cladlt e by Zeta Glzw S8
dad b6 ,3cbs A5 SIS L5 4 (5595 , 6215 4 O34 Yy 1550 & dilegy

=5\ - S e Fad J-J— 2204 21-% - o 31N
33l 13 allg le Qi Jjoa; di5h A3, 5e%e MY

Diriwayatkan dari ibnu abbas bahwa, sayyidina abbas bin
abdul mutholib, jika memberikan dana kemitraan usahanya
secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak
dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya,
atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang
bersangkutan  bertanggung jawab atas dana tersebut
disampaikan syarat-syarat tersebut kepada rasulullah saw dan
rasulullah membolehkan. Diriwayatkan dari ibnu abbas bahwa,
sayyidina abbas bin abdul mutholib, jika memberikan dana
kemitraan usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar
dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah

* Ibid., hal, 500.
% As shan’ani, Subulussalam., hal. 275-276,
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yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan
tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana
tersebut disampaikan syarat-syarat tersebut kepada rasulullah
saw dan rasulullah membolehkan

Kemudian Interviu dilakukan dengan pengurus, pengelola
dan DPS sesuai dengan Pertanyaan penelitiannya no tiga adalah
Bagaimana realisasi pembiayaan mudharabah BMT Bina Ihsanul
Fikri dilapangan, apakah sudah sesuai acuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan _pertanyaan—penelitian no tiga, ada jawaban
responden yang kotradiktif atau sangat berbeda. pertama menyatakan
belum sesuai dan yang kéduasfidah sesuai,” tetapi kalau dilihat dari
alasannya maka sebenarnya [mereka sepakat bahwa pembiayaan
mudharabah di BMT:Bina Ihsanul-Fikri belum sesuai dengan acuan
dikarenakan salah satu syarat dari pembiayaan mudharabah adalah
bisa membuat pembukuan, 'schingga kebanyakan-nasabah tidak bisa
membuat pembukitan | digdnfi /atatn diberikan dengan akad
murabahah!

Secara teori berdasarkan fatwa MUI No.7/DSN-MUL2000
tentang mudharabah dan kompilasi hukum ekonomi syariah KHES
tidak ada acuan untuk membuat pembukuan di dalam lembaga
keuangan syariah, tetapi di dalam fatwa MUI No.7/DSN-MUI/2000
tentang mudharabah, butir 4 menyebutkan bahwa LKS mempunyai

hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. dan didalam

KHES pasal 248, juga menyebutkan mudharib wajib menjaga dan

7 Lihat tabel 16, hal. 92.
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melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik
modal dalam akad.

Berhubung yang dijadikan landasan dan acuan pembiayaan
mudharabah hanya pada fatwa MUI No.7/DSN-MUI/2000 tentang
mudharabah, maka syarat membuat pembukuan bagi nasabah tidak
masuk pada syarat-syarat yang ada dalam fatwa MUI tersebut
sehingga bisa disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah di BMT

Bina Thsanul Fikri dilapangan sudah-sesuai dengan acuan.

b) Penggunaan pembidydan mudharabah bagi nasabah

Data yang kedua_adalah data yang diperoleh dari interviu
dengan nasabah dimana/peneliti pengajukan pertanyaan no satu, dua,
dan tiga, pYaitu, Bagaimarnay pelayanman ,dari¢BMT BIF? Apa
keuntungan yang anda rasakan,dengan pembiayaan mudharabah dari
pada yang lain? Apa karena motif syariah atau yang lain? Dan
Manfaat yang ‘sudah “anda terima ‘sudah sesuai dengan syariah
belum?

Dari pertanyaan no pertama, Bagaimana pelayanan dari BMT
BIF, Berdasarkan hasil interviu nasabah menjawab baik dan

memuaskan.®

Khususnya pembiayaan mudharabah karena pront
office menjelaskan tujuan anggota melakukan pembiayaan

mudharabah dan adanya pengarahan dari pihak BMT.

® Lihat tabel 23, hal. 97.
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Dari pertanyaan kedua, Apa keuntungan yang anda rasakan
dengan pembiayaan mudharabah dari pada yang lain? Apa karena
motif syariah atau yang lain? Berdasarkan hasil interviu dengan
nasabah, keuntungan yang nasabah rasakan dari pembiayaan
mudharabah adalah lebih adil karena bagi hasil naik turun tergantung
pendapatan, kerugian ditanggung bersama dan nasabah melakukan
pembiayaan mudharabah rata-rata karena motif syariah.

Dari pertanyaan ketiga, Manfaat yang sudah anda terima
sudah sesual dengary; syariah belumn? Berdasarkan interviu dengan
nasabah, Mereka ratarrata meénjawab sudah sesuai.” Namun ada satu
nasabah yang menjawab /sudah “sesuai tapi belum maksimal,
dikarenakan nasabab’ini-berasal dari-lembaga keuangan. Nasabah ini
melakukanpembiayaanr-mudharabah denganyBMIBina Thsanul Fikri
dan kemudian disalurkan kepada , masyarakat dalam bentuk
pembiayaan, jual beli dan lain-lain.

Tetapi secara Keseluruhamresponden setuju bahwa manfaat
pembiayaan mudharabah yang sudah mereka diterima dan sudah
sesuai dengan syariah, karena adanya rasa tolong menolong dan

adanya ketenangan dari pada meminjam di konvensional.

% Lihat tabel 25, hal. 98.
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c) Strategi pembiayaan mudharabah
Untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan pembiayaan
mudharabah sampai dengan mendapatkan pembiayaan mudharabah
bagi si nasabah. Maka peneliti mewawancarai marketing BMT Bina
Thsanul Fikri (BIF), Adapun pertanyaan yang di tanyakan adalah:
Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah BMT Bina
Thsanul Fikri dilapangan,?

Jawaban keduwa orang marketing BMT Bina Thsanul Fikri
Tentang pembiayaan-Mudharabah. Bahwa pembiayaan Mudharabah
yang dilakukan |dilapangan™ adalah si-nasabah mengajukan
pembiayaan terlebih-dahuly,\kemudian si- marketing memberikan
penjelasan apa syarat“syarat.yang harus dilengkapi diantaranya harus
punyay pembukuan, sketika=persyaratan~ sudahe~dilengkapi maka
simarketing akan membawa , persyaratan tersebut kekantor dan
didiskusikan dengan marketing lainnya, adapun penjelesan akad
dilakukan dibelakang Ketika vang-mairdiberikan.

Berdasarkan jawaban dari hasil interviu diatas baik dari
pengurus pengelola DPS dan nasabah dapat disimpulkan bahwa
realisasinya pembiayaan mudharabah dilapangan sudah sesuai
dengan acuan, karena pelayanan, keuntungan dan manfaat yang
dirasakan nasabah sudah sesuai dengan syariah. walaupun salah satu
syarat dari pembiayaan mudharabah tidak terlaksana yaitu bisa

membuat pembukuan karena pembukuan ini hanya syarat bagi
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seorang nasabah yang diberlakukan oleh BMT sebab didalam fatwa
MUI No.7/DSN-MUI/2000 tentang mudharabah, tidak ada acuan
untuk membuat pembukuan bagi nasabah.

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah
adalah: si-nasabah mengajukan pembiayaan terlebih dahulu,
kemudian si marketing memberikan penjelasan apa syarat-syarat
yang harus dilengkapi seperti, Potocopy identitas (KTP) yang masih
berlaku, Potocopy /akte/>surat/nikak (kartu keluarga), Potocopy
jaminan (BPKP atau yamg bisa dijaminkan), slip gaji dan dapat
membuat pembukuan. Setelal”memenuhi persyaratan simarketing
akan mensurvey tempat usahanya, sebagai pertimbangan apakah bisa
mendapatkan pembiayaan/ mudharabah atau tidak. Setelah survey
selesai maka marketing.tersebut.nendiskusikan.dengan karyawan-
karyawan BMT Bina lIhsanul Fikri lainnya bagaimana kira-kira
nasabah tersebut apakah™ bisa” mendapatkan atau tidak. Tetapi
keputusan | ltersebut’ ‘ada | mutlak «ditangan\ marketing. Setelah
diputuskan nasabah mendapatkan pembiayaan mudharabah, maka
nasabah dikenakan untuk Membayar biaya administrasi kemudian
uangpun cair sesuai dengan permintaan dan kesepakatan nasabah
dengan BMT Bina Ihsanul Fikri adapun penjelesan akad dilakukan
dibelakang ketika uang mau diberikan.

Uraian di atas diperkuat oleh pendapat Muhamamad bahwa

segala transaksi syariah haruslah memenuhi akad, apabila akad itu
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telah memenuhi syarat dan rukun maka bisa dinyatakan sebagai akad
yang sah, jika tidak memenuhi salah satu dari syarat maka
dinyatakan sebagai akad datil dan jika tidak memenuhi satu atau

beberapa rukunnya maka bisa dinyatakan sebagai fasid.’?

B. Pelaksanaan Akad dalam Pembiayaan Mudharabah

Hubungan antara investor, lembaga (BMT) dan pengusaha (nasabah
pembiayaan mudharabah). (Mudharabah yang dipahami oleh umat islam
sekarang int mempunyai| -dua“makna. -Pertama menekankan makna
mudharabah sebagai sebuah’ produk, sementara disisi lain mudaharabah
berarti sebuah sistem. Kedua’pembagian mudharabah ini tidak mempunyai
perbedaan yang jelas. Keduanya sama-sama mengacu pada makna pembagian
hasil usaha sebagaimana, pula=pada=maknayteeni figihmya. Namun dalam
lembaga keuangan syariah keduanya dipisahkan dua penekanan.

Aksentuasi mudharabah sebagi sebuah sistem adalah bahwa
mudharabah menjadi pedoman ‘ufnum bagi-BMT dalarh melakukan berbagai
transaksi produk yang tersedia. Dengan sistem ini bank akan membagi
keuntungan dengan pengguna jasanya dan investornya. Pada posisi ini secara
tepat dipahami sebagai pengganti sistem bunga.

Sementara aksentuasi sistem mudharabah sebagai sebuah produk
diterapkan dalam sebuah jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh bank

untuk para nasabahnya.

¥ Muhammad dan Alimin. Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam,
(BPFE Yogyakarta, 2005). hal. 153-155.
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Berdasarkan kepentingannya, hubungan antara investor, lembaga
(BMT) dan pengusaha terbagi kedalam dua bagian yaitu: hubungan BMT
dengan investor dan hubungan BMT dengan pengusaha (nasabah pembiayaan
mudharabah).

Dengan investor (penabung dan deposito), BMT akan bertindak
sebagai mudharib pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai shohibul
maal “penyandang dana”. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang
menyatakan pembagian keufitungar masing-masing pihak.'!

Dengan pengusaha /(masabah/pembiayaan mudharabah), BMT akan
bertindak sebagai shahibul|maal (penyandang dana) baik yang berasal dari
tabungan atau deposito. Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi
sebagai mudharib pengelola-karena melakukan usaha dengan cara memutar
dan mengelola dan)BMT;

Adapun dalam pelaksanaan akad ini bisa di lihat dari formulir akad
antara nasabah dan BMT Bina Thsanul Fikri dan hasil interviu dengan
pengurus, DPS, pengelola” dan” nasabalidefigan’ mengamati dari subyek,
obyek, dan nisbah bagi hasil. Tetapi sebelum itu pengertian akad pembiayaan
mudharabah haruslah ada dalam perspektif hukum bisnis syariah.

1) Akad dalam hukum bisnis syariah.
Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 1
adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau

lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum

! Muhammad Safi’i Antonio, Bank Syariah., hal.137.
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tertentu. Dalam hukum islam akad berasal dari kata al-agd, yang berarti
mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-raby).

Menurut pasal 262 Mursid Al-Hairan, akad merupakan pertemuan
jab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain
yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.'?

Sedangkan mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana
atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha
tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.'?

Menurut fatwa MUI pe, @/DSN-MUI/Tahun 2000. Mudharabah
adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk
suatu usaha yang produktif, dalam pembiayaan mudharabah ini LKS
sebagal shahibul maal (pemilik-modal)’ membiayai 100% kebutuhan
suatu proyek (psaha)\sedangkamrpengtisahaifnasabali)“bertindak sebagai

mudharib atau pengelolausaha.'*

2)Format perjanjian akad pembiayaan mudharabah

Perjanjian "atauaKad “mudharabah pada ‘BMT Bina IThsanul Fikri
(BIF) dilakukan secara tertulis yang berbentuk akta perjanjian
mudharabah.

Adapun format akad pembiayaan mudharabah sebagaimana

terdapat dalam lampiran :

12 gyamsul anwar, 2007, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad, (Jakarta :

PT Raja Grafindo persada), hal. 68.

3 Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

Jakarta, hal.10.

4 Abdut Ghafur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah, (UU dibidang perbankan

dan fatwa DSN, MUI, dan peraturan Bank indonesia), (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 133.
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1. Permulaan (awal) akad
Permulaan perjanjian/akad mudharbah terdiri dari :
a) Judul akad yaitu: pembiayaan mudharabah
b) Pencantuman nomor perjanjian
¢} Akad di buka dengan kata Bismillahirrahmanirrohim
2. Komparasi
Bagian kedua dari format akad adalah pencantuman nama
lengkap, jabatan dan alamat = bagi| pihak shahibul maal (BMT).
Sedangkan bagi |nasabah,/ yaitu -mencantumkan nama lengkap,
pekerjaan dan alamiat. ini adalah merupakan keharusan dalam akta.
Bagian ini merupakan.salahsatu bagian yang penting sekali
dari suatu akta, karema-'‘sah- ataw/batalnya akta itu antara lain
tergantung, pada benar-atarr-salahnya komparasicyang bersangkutan.
Dari komparasi ini.dapat diketahui antara lain tentang kecakapan
seseorang untuk bertindak dan apakah orang/pihak yang
bersangkutan ' miemptiiyai weéwenang “untik melakukan suatu
tindakan/perbuatan hukum.
3. Isiakad
Pada bagian ini diuraikan secara jelas/ terang bahan (materi)
sesuai dengan judul akad, yaitu kesepakatan kedua belah pihak
melakukan perjanjian pembiayaan mudharabah dengan ketentuan-

ketentuan.
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4. Akhir akad
Akhir akad pada format perjanjian yang dibuat oleh BMT
dengan nasabahnya, yakni tanda tangan dari kedua belah pihak,
baik pihak pertama dan pihak kedua yang disetujui oleh istri/suami
serta saksi-saksi yang menyaksikan proses perjanjian tersebut.
3) Berdasarkan substansi akad.

Sebelum memasuki analisis pembiayaan mudharabah yang
berdasarkan formulir akkad pembiayaan mudharabah antara nasabah dan
BMT, penulis akan memaparkanpterlebih dahulu syarat dan rukun
pembiayaan mudharabdh befdasarkan;; Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) dan fatwa MUI Ne. 7/MUI-DSN/2000.

Berdasarkan Kompilasi Hukum FEkonomi Islam (KHES) Syarat
dan rukun mudaharabah adalah:

Syarat mudharabah berdasarkan pada pasal 231, yaitu:

1. pemilik modal wajib meényerahkan dana dan atau barang yang
berharga kepada pihakMain untuk.melakukamnkerjasama dalam usaha.

2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam

akad.
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Rukun mudharabah terdapat pada pasal 232, yaitu:

1. shahib al-mal/pemilik modal
2. mudharib/ pelaku usaha; dan
3. akad.”
Adapun rukun dan syarat pembiayaan mudharabah berdasarkan
fatwa MUI No. 7/DSN-MUY/ tahun 2000 adalah:

1. Penyedia dana (shahibul mal)-dan-pengelola (mudharib) harus cakap
hukum.

2. Pemnyataan ijab dan-qabul-haru$ dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),
dengan memperhatikan:

a) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukan
tujuan kontrak (akady.

b) Penerimaan dar-penawardn\dilakukan pada saat kontrak

c) Akad dituanglanssecara tertulis; melalui korespondensi atau
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal adalah salah satu uang dan/ atau aset yang diberikan oleh
penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat
sebagai berikut:

a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

5 1bid., hal. 63.
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b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai jika modal

<)

diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai
pada waktu akad.

Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan
kepad mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai

dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai

kelebihan dari modal,,Syarat keuntungan berikut ini harus terpenuhi:

a)

b)

Harus diperuntukan™ bagt ) kedua pihak dan tidak boleh
disyaratkan hanya untuk satu pihiak.

Bagian keuntungan /preporsional bagi setiap pihak harus
diketahui dan dinyatakan’padawaktu kontrak disepakati dan
harus dalamvbentuk-prosentast (nisbah)rdari“keuntungan sesuai
dengan kesepakatan. Perubahan, nisbah harus berdasarkan
kesepakatan.

Penyedia danafneffanggung semud Kerugian akibat mudharabah
dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali
diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran

kesepakatan.
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5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai pertimbangan
modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan
hal-hal berikut:

a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur
tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk
melakukan pengawasan.

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola
sedemikian rupa) yang dapat menghalangi tercapainya tujuan
mudharabah, yaitu penyedia dana!

c) Pengelola tidak-boleh menyalahi hukum syariah islam dalam
tindakannya yang berhubungan” dengan mudharabah dan harus
memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.'®

Secara garisjbesar gyarat dan rukun pembiayaamrmudharabah yang

berdasarkan KHES dan, fatwa MUI No.7/MUI-DSN/2000, tentang

pembiayaan mudharabah terdiri dari, subyek, obyek, nisbah bagi hasil,
kegiatan usaha, "dan"ijab gqabul. Berhubtng" formulir akad pembiayaan
mudharabah ada berbagai bidang pengalokasian dananya maka kita

menganalisis satu persatu dari setiap bidangnya tersebut.

16 Abdul Ghafur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah,(UU dibidang perbankan
dan fatwa DSN, MUI, dan peraturan Bank indonesia), (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 134.
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1. Mudharabah untuk bidang perdagangan

Dengan melihat syarat dan rukun di atas, kita bisa

menganalsis formulir akad pembiayaan mudharabah yang ada di

BMT Bina Thsanul Fikri. Adapuan analisisnya untuk bidang

perdagangan adalah sebagai berikut:

a)

b)

d)

Subyek dalam lembar akad yaitu pihak 1 (shahibul maal) yang
diwakili oleh pak syaiful dan pihak II (mudharib) yang tidak
disebutkan namanya.

Obyek yaitul ;5 dana sebesar-Rp. 2.000.000.00 dari pihak I
kepada pihak 1} terdapat pada‘butir 1 dalam akad.

Kesepakatan |bagi hasil\ yaifu | sebesar 30% buat pihak I
(shohibul maal)-dan’70%buat-pihak ke Il (nasabah), terdapat
pada butiry tigar-dag—dibayar -setiap, bulan (satu periode
angsuran).

Kegiatan usaha yaitu untuk modal membeli emping, kripik
semprong, terdapat ‘padabutir-peftama bersamaan dengan
jumlah dana yang akan diberikan oleh pihak I.

Pernyataan ijab qobul sudah ada tertera pada awal akad setelah
nama para subyek yang berakad. Dan bunyi pernyataan ijab
gobulnya adalah “ bahwa pihak I dan pihak II setuju dan
mufakat untuk menandatangi dan melaksanakan akad

pembiayaan mudharabah.
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Setelah melihat apalisis di atas yang berupa obyek, subyek, yang
sudah terpenuhi, kesepakatan bagi hasil sudah berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak, kegiatan usaha yang jelas yakni sebagai untuk modal
membeli emping, kripik semprong, dan pernyataan ijab gabul sudah
tertera dengan jelas berupa kesepakatan bersama. Maka peneliti
menyimpulkan bahwa akad pembiayaan mudharabah dalam bidang

perdagangan sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah.

2. Mudharabah untuk bidahg perternakan
Mudharabah untuk’ bidang perternakan yang menjadi sampel
peneliti yaitu pengemukan/sapi. Adapun analisisnya adalah sebgai
berikut:

a) Subyek dalam Jembar-akadeyaitu-pibalk I (shahibul maal) yang
diwakili oleh M. Ridwan dan pihak It (mudharib) yang tidak
disebutkan namanya.

b) Obyek yaita”. dara misalnya éebesar Rp. 12.290.000.00 dari
pihak T kepada pihak II, terdapat pada butir 1 dalam akad.

¢) Kesepakatan bagi hasil yaitu sebesar 35% buat pihak 1
(shohibul maal) dan 65% buat pihak ke I (rasabah), dihitung
dari pendapatan usaha. terdapat pada butir dua.

d) Kegiatan usaha yaitu pengemukan sapi, terdapat pada butir
pertama bersamaan dengan jumlah dana yang akan diberikan

oleh pihak 1.
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e) Pernyataan ijab qobul sudah ada tertera pada awal akad setelah
nama para subyek yang berakad. Dan bunyi pernyataan ijab
gobulnya adalah “bahwa pihak I dan pihak II setuju dan
mufakat untuk menandatangi dan melaksanakan akad

pembiayaan mudharabah.

Setelah melihat analisis di atas yang berupa obyek, subyek, yang
sudah terpenuhi, kesepaKatan bagi hasil sudah berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak yaknt 35% (Shohibul maal) dan 56% (nasabah)
diperhitungkan dari pendapatan usgha setalah 5 bulan. kemudian hasil
kegiatan usaha yang jelas-yakni/sebagaiuntuk modal pengemukan sapi
selama 5 bulan, dan perdyataan ijabgabul sudah tertera dengan jelas
berupa kesepakatary bersama==Maka penelitipmenyimpulkan bahwa akad
pembiayaan mudharabah_dalam bidang perdagangan sudah sesuai dengan

Hukum Bisnis Syariah.

3. Mudharabah untuk bidang jasa
Mudharabah untuk bidang jasa yang menjadi sampel peneliti yaitu
penambahan modal BMT, Adapun analisisnya adalah sebagai
berikut:
a) Subyek dalam lembar akad yaitu yaitu pihak [ (shahibul maal)
yang diwakili oleh M. Ridwan dan pihak II (mudharib) yang

tidak disebutkan namanya.
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b) Obyek yaitu dana misalnya sebesar Rp. 39.500.000,00 dari
pihak I kepada pihak 11, terdapat pada butir 1 dalam akad.

¢) Kesepakatan bagi hasil yaitu sebesar 30% buat pihak 1
(shohibul maal) dan 70% buat pihak ke Il (rasabah), terdapat
pada butir tiga dan dibayar setiap bulan (satu periode
angsuran).

d) Kegiatan usaha yaitu BMT Arta Sakinah sebagai jasa
keuangan syariah, “terdapat pada butir pertama bersamaan
dengan jumlah-dand'yangakan diberikan oleh pihak L.

e) Pernyataan ijab-qobul sudah ada tertera pada awal akad setelah
nama para subyek yang berakad. Dan bunyi pernyataan ijab
qobulnya adaldh’/“bahwa’ pihak I dan pihak II setuju dan
mufakaty y untukp=menandatangi-pdan, melaksanakan akad
pembiayaan mudharabah,

Setelah melihat analisis di atas yang berupa obyek, subyek, yang
sudah terpenuhi; kesepakatar bagt hasil “sudal berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak, kegiatan usaha yang jelas yakni sebagai jasa
keuangan syariah (BMT) dan pernyataan ijab gabul sudah tertera dengan
jelas berupa kescpakatan bersama. Maka peneliti menyimpulkan bahwa
akad pembiayaan mudharabah dalam bidang jasa sudah sesuai dengan

hukum bisnis syariah.
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4) Simulasi bagi hasil pembiayaan mudharabah'”
a) Bidang perdagangan

Jika kesepakatan bagi hasil 70% (nasabah) dan 30% (mmudharib), dari
modal kerja Rp. 2.000.000. Kegiatan usaha dagang. Hasil pendapatan
bersih bulan pertama Rp 1.000.000 dan bulan kedua Rp 800.000.
maka perhitungannya adalah:
Bulan pertama
Nasabah 1.000.000x,(70%Y) = 700.000
Mudharib 1.000.000x%30%) = 300.000
Bulan kedua
Nasabah 800.000 x|(70%) =/560.000

Mudharib 800.000 x (30%) = 240/000

b) Bidang jasa
Bagai hasil didalam bidang jasa, bisa dilihat dari laporan keuangan
pada akhir bulan' baik lembaga kewangan ‘ataupun individu, jika pada
lembaga keuangan bisa di lihat dari neraca laporan keuangan pada
akhir bulan. Dengan simulasi bagi hasil sebagai berikut:
Jika nasabah (BMT) melakukan pembiayaan 100 juta, di hitung dari
modal BMT seluruhnya 40%, dengan kesepakatan bagi hasil 70% :

30%.

17 Wawancara dengan Sutardi, menejer BMT Bina [hsanul Fikri Kantor Cabang Nitikan,
jam 13,30
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Jika keuntungan bersih bulan pertama Rp.40.000.000
40.000.000 x 40% = 16.000.000

Bagi hasil bagi nasabah

16.000.000 x 70% = 11.200.000

Bagi hasil bagi shohibulmaal

16.000.000 x 30% = 4.800.000

c) Bidang peternakan
Dalam bidang peterngkan ‘ini/biasanya dipergunakan untuk satu kali
proyek. Adapun simulasi bagi hasilnya adalah sebagai berikut:
Pembiayaan mudharabah Rp\20.000.000 selama tiga bulan. Jika
keuntungan hasil bersik’/yang”/di =dapat Rp. 7.000.000. dengan
kesepakatantbagi hasily 70% 30%f
Bagi hasil nasabah
7.000.000 x 70% = 4.900.000
Bagi hasil shohibulmal

7.000.000 x 30% = 2.100.000

5) Bukti pembukuan
Bukti pembukuan ini merupakan salah satu persyaratan bagi
nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah. Dimana dalam
pembukuan ini nasabah mencatat secara rinci pengeluaran dan

pemasukan dari dana yang dikelola dan hasil dari usahanya.
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Adapun keuntungan usaha adalah modal - biaya-biaya
{pengeluaran). Dan hasil akhir inilah yang dijadikan acuan sebagai bagi
hasil.

Realisasi pembukuan dilapangan adalah bahwa tidak semua
nasabah bisa membuat pembukuan yang baik dan benar. Berdasarkan
kenyataan itu maka pihak BMT Bina Thsaul Fikri yang diwakili olch
marketing biasanya hanya menanyakan berapa keuntungan bersih pada
bulan sekarang, jika bagi hasilnya perbulan. Begitu juga dengan proyek
yang hanya satu kali. Adaplin permasalahan berbohong karena moral
hazard BMT Bina [hsanul| \Fikri rselalu menanamkan Ausnuzon

(berperasangka baik) terthadap semua nasabahnya.

6) Akad dan keabsahapnya
a) Interviu dengan pemilik, pengurus dan DPS

Untuk melihat akad pembiayaan mudharabah dalam perspektif
pemilik, pengelola“dan~DPS “ini;=maka “bisa kita lihat berdasarkan
pertanyaan penelitian no empat, lima, dan enam. Adapun pertanyaan
penelitian no empat adalah Siapa yang menentukan kebijakan
pembiayaan mudharabah dalam segi akad dan obyek ?

Dan hasil jawabannya adalah yang menentukan kebijakan
mudharabah dalam secgi akad dan obyeknya adalah dari BMT Bina

Ihsanul Fikri (pengelola), sedangkan marketing yang menentukan
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dilapangan apakah nasabah tersebut pantas mendapatkan
pembiayaan mudharabah atau tidak melalui survei dilapangan.

Kemudian pertanyaan yang kelima adalah Bagaimanakah cara
menentukan keuntungan (bagi hasil) apakah ada tawar menawar
dalam porsi bagi hasil atau sudah ditentukan oleh BMT? Dan
kesimpulan hasil jawaban dari pengurus, pengelola dan DPS adalah
bahwa cara menentukan keuntungan (bagi hasil) di BMT Bina
Ihsanul Fikri itu tergantung kepada kesepakatan antara BMT sebagai
sohibul maal dengan nasabah’ melalui tawar menawar. Biasanya
BMT memberikan tawaran 30%:70% adapun porsinya bisa berubah
sesuai dengan kesepakatan/akhir antara BMT dan nasabah.

Kesimpulan diatas/\sesudi -apa yang diungkapkan oleh
Muhammad bahwa tingkatrkeuntungan-bagishasil*"mudharabah yang
layak didasarkan pada hasil tawar-menawar antara nasabah dan
shahibul maal dengan melihat pada kemampuan pada nasabah
tersebut'’dan Kesepakatan' rasio=prosentasé™ harus dicapai melalui
negoisasi dan dituangkan dalam kontrak."

Pertanyaan keenam adalah Apakah bagi hasil yang dilakukan
berbeda antara satu nasabah dengan nasabah yang lain? Dan
kesimpulan dari jawaban pertanyaan adalah Berdasarkan data

pengurus, pengelola dan DPS BMT Bina Thsanul Fikri bahwa bagi

¥ Muhammad, Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, mudharabah dalam
wacana figih dan praktik ekonomi modern, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah
Tinggi Ilmu Syariah, 2003), hal.104.

'® Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam, (Yogyakarta: UII Press,
2000), hal.17.
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b)

hasil yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri bisa berbeda antara
nasabah satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan BMT Bina
Ihsanul Fikri mempertimbangkan bagaimana moral hazar seseorang,
bidang usahanya atau resiko kerugian dari usahanya, dan jauh
dekatnya lokasi yang peminjam {nasabah).

Kesimpulan diatas didukung oleh Syafii Antonio yang
menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi bagi hasil secara
tidak langsung dipengarnhi’ “oleh | berjalannya aktivitas yang
diterapkan, terutama sehubungan dengan pendapatan dan biaya.*’

Kemudian masalah “méral hazar ini sama dengan apa yang
diungkapkan Abdu} Mun’imi\Abu Zaid yang di kutip oleh Rahmat
Raharjo,21 bahwa faktor\ terbesar/ yang menjadi penghambat
perkembangan ekonomi=syariahgkhususnyadalam bidang investasi
adalah rendahnya meralitas para nasabah penerima dana pembiayaan

dalam hal kejujuran (as-Shidg) dan memegang amanah (al-Amanah).

Interviu dengan nasabah
Interviu dengan nasabah ini dengan menanyakan pertanyaan
sebagaimana pada no empat, dan lima, yaitu Apa pendapat saudara

tentang pembiayaan mudharabah di BMT BIF sudah sesuai dengan

2 gvafi’i, Antonio. Bank Syariah dari Teori Kepraktik, (Jakarta; Gema Insani Press,

2001), hal. 140.

21 Rahmat Raharjo, “Akad Mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

(tinjauan figh dan praktik perbankan syariah)”, tesis, Yogyakarta: MSI. UII, 2011.
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syariah yang berlaku di indonesia apa belum, baik dari segi subyek,
obyek, akad dan ketentuan-ketentuannya?

Adapun jawaban dari nasabah sangatlah beragam, ada yang
mengatakan sudah sesuai, belum sesuai, sudah sesuai tetapi masih
belum sempurna, dan adapula yang mengatakan tidak tahu. Tetapi
kebanyakan dari nasabah sepakat bahwa pembiayaan mudharabah di
BMT Bina Ihsanul Fikri adalah sudah sesuai tetapi belum
sempurna,”?  Schirfgga bisa' disimpulan bahwa pembiayaan
mudharabah di BMF-BIRisudal sesuai dengan syariah yang berlaku
di Indonesia dari “segi subyek,robyek, akad dan ketentuan-
ketentuannya walaupun masih'\belum sempurna sehingga diharapkan
bagi pengelola BMT agar senantiasa' selalu menyempurnakan akad
pembiayaan mudharabah.

Pertanyaan kelima adalah apakah ada tawar menawar dalam
porsi bagi hasil atau sudah ditentukan oleh BMT? Adapun hasil dari
wawancara ada‘dua‘jawaban dari-naSabah4aitu: ada tawar menawar
dalam menentukan porsi bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan
bersama dan ada juga yang menyatakan tidak ada tawar menawar
dalam porsi bagi hasil.

Peneliti melihat bahwa dua orang responden yang menjawab
tidak ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil adalah nasabah yang

bermasalah di BMT bina ihsanul fikri, sehingga peneliti bisa

2 Ljhat tabel 26, hal. 99.
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menyimpulkan bahwa ada tawar menawar dalam porsi bagi hasil
antara BMT dengan nasabah, biasanya BMT menawarkan terlebih

dahulu dengan porsi 30% buat BMT dan 70% buat nasabah.

Dilihat dari kedua data diatas yaitu: formulir akad dan hasil
wawancara baik dari pengurus, pengelola DPS dan nasabah, yang kemudian
dianalisis dengan syarat dan ketentuan dari KIES dan Fatwa MUI
No.7/MUI-DSN/2000, Tentang ~mudharabah. Maka akad pembiayaan
mudharabah pada bidang perdagangan, peternakan dan jasa sudah sesuai
dengan Hukum Bisnis Syariah. D1 dalam bidang perdagangan dan jasa BMT
Bina Thsanul Fikri (BIF) telah memenuhi dari syarat mudharabah yang ada
pada pasal 231 dan ketentuan/mudharabal/pasal 238 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES), yang-berupa subyek-(pemilik fiodal dan penerima
modal), obyek (modal), kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan, dan
pembagian keuntungan (bagi hasil). Dan fatwa MUI No. 7/DSN-MUI/2000
tentang pembiayaan ‘mudharabalyy BMT “Bina“Hisafiul Fikri (BIF) juga telah
memenuhi rukun, syarat dan ketentuan pembiayaan mudharabah, yang berupa
adanya penyedia dana dan pengelola dana (subyek), pernyataan jjab kabul,
modal usaba (obyek), bagi hasil, kegiatan usaha oleh mudharib dan jika
terjadi sengketa atau perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan melalui
badan Arbitrasi Syariah.

Secara garis besar hukum pembiayaan mudharabah dan pelaksanaan

akad dalam pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri ini telah
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memenuhi tiga kriteria dari konsep dasar nilai hukum vang di kemukakan
oleh Gustav Radbruch yang berupa keadilan, .kepastian dan kegunaan
(kemanfaatan).

Prinsip keadilan BMT Bina Ihsanul Fikri memberikan pembiayaan
mudharabah dengan bagi hasil, dimana hasil tersebut mumi dari hasil
(keuntungan) dari modal yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dengan
porsi sesuai dengan kesepakatan di awal antara kedua belah pihak. Jika terjadi
kerugian dari pembiayaan miudharabah/maka ‘pihak BMT yang bertanggung
jawab sepenuhnya selama tidak ada kecurangan atau kelalaian oleh nasabah
(sesuai dengan fatwa MUI teifang mudharabah dan KHES pasal 249 tentang
ketnetuan mudharabah).

Prinsip kemanfataan, dengan memanfaatkan pembiayaan mudharabah
yang diberikan . BMT | kepada. .nasabah , bisa , memberikan manfaat
meningkatkan ekonomi nasabah. Hal ini terbukti dengan adanya BMT Bina
Thsanul Fikri warga masyarakat seKitar terbantu dalam masalah permodalan
usaha sebagaimana hasil'wawaneara yang-perfeliti‘lakitkan dengan nasabah.

Prinsip kepastian hukum, kepastian hukum dalam pembiayaan
mudharabah ini bisa dilihat dari formulir akad atau kesepakatan yang di buat
antara BMT dan nasabah, dimana apabila ada sengketa antara kedua belah

pihak maka penyelesaiannya melalui jalan musyawarah untuk mufakat, dan
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apabila tidak terselesaikan maka penyelesaian sengketa dilakukan di Badan
Arbitrasi Syariah (Basyarnas).”

Begitu juga dengan keadilan substantif Majid Khadduri, ada dua
prinsip dari keadilan ini yaitu, prinsip kebaikan umum dan kebahagiaan.

Prinsip kebaikan umum  yaitu: berupa mensejahterakan dan
melindungi kepentingan umum. Hal ini telah ada pada BMT Bina Thsanul
Fikri dengan mensejahterakan investor (nasabah penyimpan dana), lembaga
(BMT) dan nasabah pembiayaan, (khususnya-pembiayaan mudharabah).

Mensejahterakan investor, (nasabah penyimpan dana) yaitu dengan
mendapatkan bagi hasil |[Kompetitif™ berupa equivalen 1,5 perbulan.
mensejahterakan lembaga, dari tahun\ketahtin lembaga BMT Bina Ihsanul
Fikri selalu mengalami keuntungan- dan’ peningkatan aset yang signifikan,
sebagaimana yang padajtabely 2=dar-5-tentang perkembatipan asset dan laba
BMT. Mensejahterakan nasabah pembiayaan, bisa dilihat pada tabel 3 tentang
perkembangan pembiayaan, bahwa dari tahun 2005 éampai 2011 pembiayaan
di BMT Bina IThsanul Fikri selalu’ meningkat, hal ini menunjukan bahwa
pembiayaan di BMT Bina Thsanul Fikri telah mendapatkan kepercayaan dari
masyarakat karena .dengan pembiayaan (pemberian modal kerja) ini

masyarakat akan lebih sejahtera.

B Lihat di lampiran formulir akad poin kedelapan. Ini sesuai dengan fatwa MUI No:

07/DSN-MULTV/2000 tentang pembiayaan mucdharabah, bagian ketiga: bebetapa ketentuan
pembiayaan mudharabah nomor 4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
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Prinsip kebahagiaan ini memiliki dua dimensi yaitu kebahagiaan di
dunia dan akherat. Kebahagiaan di dunia bisa diukur dari materi, ketenangan
dan ketentraman.

Materi, ini terkait dengan ekonomi, dimana BMT Bina Thsanul Fikri
telah memberikan modal produktif kepada para nasabah (khususnya dalam
pembiayaan mudharabah), dengan modal produktif ini nasabah dapat
meningkatkan ekonomi dirinya. Ketenangan, berdasarkan respon nasabah,
bahwa melakukan pembiaydan di BMT Bina Thsanul Fikri lebih tenang dari
pada di Bank konvensional] karefia dengan -sistem bagi hasil. Ketentraman,
Jjika kedua unsur diatas telah|terpenuhii'makarakan timbul ketentraman.

Kebahagiaan di akherat, selain, sebagai lembaga bisnis BMT Bina
Ihsanu! Fikri juga sebagai lembaga sosial 'dan/ dakwah islam, lembaga sosial
dan dakwah islam_BMT /Bina- pthsanul Fikri setiap=tahunnya selalu
menyalurkan dana sosialnya fakir miskin, anak yatim dan lembaga-lembaga
pendidikan islam sgkaligus pada hari setiap hari kamis jam 15.30 BMT Bina
Ihsanu! Fikri mengadakan-program mengajar-baca tulis Iqro dan Al-quran
bagi anak-anak jalanan, WTS atau mantan WTS yang bertempat di daerah

perambanan,**

* Yudana, kamis jam 15.00 di BMT Bina Ihsanul Fikri jl jalan Rejowinangun No. 28 B
Kotagede Yogyakarta, tgl 9 Februari 2012.
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C. Solusi Terhadap Permasalahan dalam Pembiayaan Mudharabah

1.

Permasalahan pembiayaan mudharabah

Diberikan untuk siapakah pembiayaan mudharabah ini? Kalangan
bawah, kalangan menengah atau kalangan atas, apa kriterianya orang yang
mendapatkan pembiayaan mudharabah ?

Jawaban terhadap pertanyaan no tujuh adalah pembiayaan
mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri diberikan kepada orang yang bisa
membuat pembukuan/ laporan keuanganzyang menjadi syarat bagi hasil.
Tetapi biasanya dari kalargan‘meénengpah) lembaga atau UKM.? Adapun
dari kalangan bawah masih sangaf sedikit, hal ini bisa dimaklumi karena
potensi kerugian/ resikonya’, sangat; besar, dan rata-rata kalangan
menenggah belum bisa membuat pembukuan/laporan keuangan. Sehingga
BMT sangat selektif dalamn memililinasabah. Adapun Kriteria orang untuk
mendapatkan pembiayaan.mudharabah adalah bisa membuat perbukuan/
laporan keuangany, berpengalaman dalam bidang susahanya dan orangnya
sudah dikenal atau mempunyai moral hazar yang baik.

Apakah ada masalah yang sering timbul dari pembiayaan
mudharabah di BMT BIF? Adapun kesimpulan dari jawaban para
responden adalah  peneliti mengklasifikasikan masalah pembiayaan
mudharabah ini, pertama masalah sebelum pengajuan pembiayaan

mudharabah dan yang kedua masalah ketika pembiayaan berjalan.

23 Lihat data tabel 20, hal. 94.
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Yang pertama masalah sebelum pengajuan pembiayaan mudharabah,
diantaranya: memberikan pemahaman kepada nasabah tentang pembiayaan
mudharabah, bagi hasil, pembukuan, moral hazard dari nasabah, tidak
semua marketing paham dalam akad pembiayaan mudharabah dan nasabah
merasa pembiayaan mudharabah masih mahal.

Jawaban di atas mengenai moral hazard ini hampif serupa dengan
apa yang diungkapkan oleh Muhammad bahwa berbagai problem dalam
pembiayaan mudharabah salah saturya adalah standar moral.?®

Yang kedua masalah ketika pembiayaan berjalan sangatlah jarang di
BMT BIF karena dalam ‘pembiayaan mudharabah BMT bersifat sangat
selektif terhadap nasabah,

Apakah hubungan dédn fungsi’DPSM/(dewan pengawas syariah dan
manajemen), berapa kali pertemuanyantara pengurus dan DPSM, apa saja
yang dibahas?

Jawaban yang berhubungan dengan fungsi DPSM (dewan
pengawas syariah dan—manajemen)=adalah ‘DPS*sebagai orang yang
memonitoring apakah akad-akad yang berlaku dilapangan sudah sesuai
acuan dan memberikan fatwa sedangkan manajemen lebih melihat masa
depan BMT,”” bagaimana produk itu kedepannya, apakah masih laku
dipasaran dan perlu dipertahankan atau diganti dengan produk lain.

Pertemuan rutin 3 bulan sekali sesuai dengan jadwal dan bisanya

bisa lebih sesuai dengan kebutuhan. Tetapi dengan melihat data dari

% Muhammad, Kontruksi Mudharabah., hal. 114.
#7 1 ihat lampiran, hal. xxv-xxix.
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responden diatas, ada perbedaan jawaban yang sangat jauh antara
pengurus, pengelola dan DPS mungkin itu disebabkan karena kurang
komunikasi antara DPS dan pengelola atau DPS dan pengurus sehingga
seolah-oleh DPS dan manajmen tidak mempunyai jadwal tetap untuk
bertemu hanya bersifat insidentil aja. Adapun pembahasan ketika
pertemuan adalah meminta fatwa kepada DPS tentang suatu prodak, atau
prodak yang sudah berjalan tetapi ada masalah dalam perjalanannya,
strategi dan program kedepan.

Dengan melihat semudl perfhasalaban dan jawaban di atas,
berdasarkan teori fungsi hukum menurut Steven Vago.

Hukum sebagai kontrol sosial disini bisa diartikan hukum untuk
mengontrol BMT dan nasabah/Mengontrel BMT, berdasarkan data diatas
bahwa BMI telah,melakukan. pembiayaan.guudharabah sesuai dengan
ketentuan dari Fatwa DSN. Sedangkan buat Nasabah, dalam hal modal
kerja antara BMT dan nasabah telah sesuai dilapangan baik dari segi
operasional dan tanggungfawab antara-kedua’belah pihak.

Hukum sebagai penyelesaian sengketa ini ditunjukan kepada BMT
dan nasabah yaitu ketika terjadi sengketa atau wanprestasi. Dari hasil
observasi sebagaimana didalam formulir akad pembiayaan mudharabah
antara BMT dan nasabah nomor 7 bila terjadi wanprestasi maka pihak I
dan pihak 2 akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna
menyelesaikan kewajiban pihak kedua (nasabah) dan kemudian

dilanjutkan dengan nomor 8 bahwa bila dalam jangka waktu yang telah
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disepakati belum dapat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana pada
nomor 7 maka akan menempuh pada Badan Arbitrase Syariah di wilayah
D.I Yogyakarta.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat yaitu berkaitan
dengan ekonomi. Dimana BMT sebagai lembaga (media) untuk
memperbaiki ekonomi masyarakat dengan pemberian modal kerja yang

dilakukan secara selektif berdasarkan nilai syariah.

. Solusinya

Dengan melihat hasil analisis dari permasalahan yang terjadi diatas
tentang pembiayaan mudharabab\inaka”solusi yang di tawarkan oleh
peneliti adalah:

a. Perbaikan dasi internal (karyawan)

1) Adanya hubungan yang, lebih ,erat lagi antara pengurus,
pengelola dan DPS BMT Bina Ihsanul Fikri. sechingga jadwal-
jadwal pertermtan baik yang-rutifratatpun yang tidak rutin bisa
tersosialisasikan dengan baik.

2) Kalau mengadakan pelatihan, pelatihannya jangan asal jadi
tetapi ada yang difokuskan, seperti dengan melihat apakah
kebutuhan dari pesertanya. Kebutuhan ini dapat kita lihat
dengan mengkualifikasikan bagaimana latar Dbelakang

pendidikan, profesi, atau dimana dia bekerja.
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b. Sosialisasi kepada nasabah

1)

2)

3)

4)

3)

Memberikan pengertian kepada nasabah tantang akad-akad
dalam ekonomi syariah, khususnya pembiayaan mudharabah
dan pentingnya moral hazar yang baik.

Memberikan pengertian tentang sistem bagi hasil, baik dan
keuntungannya, kehalalan-nya dan keberkahannya serta

dibandingkan dengan sistem bunga.

Memberikan pelajaran tentang pembukuan/laporan keuangan
vang baik dan benar;
Sering diadakan mengadakati | pelatihan/ penyuluhan dan

seminar-semindr- tentang\ekonomi islam dan akad-akadnya,
sehingga para nasabah’ealon nasabah mengerti tentang ekonomi
syariahe

Mensosialisasikan di masjid-masjid pengajian kepada jama’ah

tentang ekonomi syariah dengan kemasan yang menarik.
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BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti dari data-data yang

di dapat, maka peneliti menyimpulkan bahwa

1.

Dasar hukum pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)
Yogyakarta hanya berdasarkanSfattwva/MUI\No.7/DSN-MUI/2000 tentang
mudharabah. Bahwa pembiayadn ‘mudharabah adalah pembiayaan yang
disalurkan oleh LKS kepada pihiakdain uftuk suatu usaha yang produktif.
Dalam pembiayaan ini |EKS sebagai shahibul maal (pemilik dana)
membiayai 100% kebutuhan suatu proyek//(usaha) sedangkan pengusaha
{nasabah) bertindak scbagai mudharib atau pengelola usaha.

Sedangkan praktek atau realisasinya pembiayaan mudharabah
dilapangan, nasabah mengajukat ‘pembiayaan mudharabah kepada BMT
Bina Ihsanul Fikri," biasanya’ melalul_marketing), Setelah persyaratan
terpenuhi, maka BMT Bina Thsanul Fikri memberikan dana 100% terhadap

kegiatan usaha yang akan di biayai berdasarkan kesepakatan.

Akad pembiayaan mudharabah di BMT Bina lhsanul Fikri Yogyakarta
pada bidang perdagangan, peternakan dan jasa sudah sesuai dengan
Hukum Bisnis Syariah, di dalam bidang pertanian, peternakan dan jasa
BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) telah memenuhi dari syarat mudharabah

yang ada pada pasal 231 dan ketentuan mudharabah pasal 238 Kompilasi
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Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa MUI No. 7/DSN-MUL/2000
tentang pembiayaan mudharabah yang berupa subyek (pemilik modal dan
penerima modal), obyek (modal), kesepakatan bidang usaha yang akan
dilakukan. dan pembagian keuntungan (bagi hasil), pernyataan ijab kabul
dan jika terjadi sengketa atau perselisihan diselesaikan melalui Badan

Arbitrasi Syarizh.

. Solusi Terhadap Permasalahan ~dalam Pembiayaan Mudharabah yaitu
pertama perbaikan dari [inferrial BMT, selalu memberikan pemahaman
secara mendalam kepada sclutith karyawannya tentang akad-akad
pembiayaan khususnya marketing\sebagai ujung tombak dari BMT dan
mengadakan pelatihan bagickaryawan \tentang ekonomi syariah. Kedua
sosialisasi kepada nasabah gantangyckonomiyislam (syariah), bagi hasil
dan pentingnya moral hazar yang baik dalam berbisnis, serta mengadakan
penyuluhan pembukuan sebagai salah satu persyaratan pembiayaan

mudharabah.
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B. Saran-saran

1. Bila mengadakan pelatihan untuk karyawan atau umum, BMT Bina
Ihsanul Fikri harus membisa memfokuskan sesuai dengan kebutuhan
karyawan atau peserta pelatihan tersebut.

2. BMT Bina Ihsanul Fikri lebih mengkaji lagi tentang pembiayaan
mudharabah, sehingga bisa menemukan formulasi yang tepat untuk
nasabah yang tidak bisa membuat pembukuan, namun menginginkan
pembiayaan mudharabah tanpa harus mengalihkannya kepada akad yang
lain.

3. Adanya hubungan yang lebih erat lagirantara pengurus, pengelola dan
DPS BMT Bina Thsanul-Fikri./ sehingga” jadwal-jadwal pertemuan baik

yang rutin ataupun yang tidak/rutin bisa tersosialisasikan dengan baik.
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BMT ‘BINA IHSANUL FIKRI’

Badan Hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997. Tgl. 17 Mei 1997
Website: www.bmt-bif.co.id

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

NO : 0243...... /MDA/BMT-BIF/ IX/2009
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : M. Ridwan, SE. M.Ag
Jabatan : Direktur-
Alamat : JI. Rejowinangun No.28B Kotagede Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatanya selaku Manager dari dan oleh karenanya untuk dan
atas nama serta sah mewakili kepentingan BMT Bira Ihsanul Fikri (BIF), berkedudukan di
Jl.Rejowinangun No.28B Kotagede Yogyakarta, selanjutnya disebut pihak I sebagai shahibul
maal.

Nama R ceesenssiseaseaneraneons
Pekerjaan . teveteastatnsasseansrsennonnniote
Alamat S eenemsscesnatnsrrssivansssereafieryian

Untuk dan atas nama diri sendiri dan telah mendapat' persetujuan dari suami / istri, selanjuinya
disebut pihak II sebagai mudharib.

Bahwa Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat urtuk menandatangani dan melaksanakan
Akad Pembiayaan Mudharabah, dengan kesepakatan' akan hal-hal berkikut :

1. Pihak I setuju untuk memberikarr pembiayaan Mudharabah Muqayadah (Pembiayaan
Khusus) kepada pihak II sebesar Rp..... Py o= evenees eeeeess Rupiah ), dan
dikhususkan untuk membiayai usaha .47 Nh......J. ( sesuai proyeksi)

2. Pihak IT mengakuinya sebagai hitang(dana pényertaan dari Pihak I dan berjanji akan
digunakan sungguh-sungguh serta./sanggup untuk membayar lunas dan penuh
sebagaimana mestinya dalam jangka waktu ... (............00) Bulan dengan cara
pengembalian angsuranbulanan dengan bagi basil dibayar setiap bulan dan harus sudah
lunas pada tanggall,. J.1..NLL . 84

3. Sebagai standar acuan bagi hasil, maka pihak I dan pihak Il sepakat dan setuju membuat
proyeksi pendapatan. ( terdapaf_dalam lampiran ) dan membagi pendapatan sesuai
dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersamadaitu ... % Pihak I dan ... % Pihak II,
yang dihitung dari pendapatan setiap bulan ( sesuai periode angsuran ).

4. Proyeksi angsuran tersebutterdirl dan;

a. Angsuran Pokok  Rp

b. Bagi Hasil TRp

¢. Tabungan TRp

d. Infak Rp. i +
Total Angsuran 30 1 1) T

Dan angsuran pertama akan di bayarkan pada tanggal @ c..ceeeerecinienn selanjut
angsuran berikutnya akan dibayar kan dengan periode yang sama.

5. Pihak Ke II wajib memberikan laporan/ keterangan yang berkaitan dengan usaha yang
dibiayai secara rutin kepada pihak I sesuai dengan waktu angsuran atau sewaktu-waktu
minmal berupa laporan rugi laba, sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Jika pihak
kedua tidak bisa menyampaiakan' laporan keuangan maka bagi hasil dihitung
berdasarkan proyeksi awal yang disepakati.

6. Pihak I berhak untuk mendebet Rekening Tabungan / Simpanan milik pihak II yang ada
pada Pihak I untuk angsuran dan pelunasan pembayaran kembali pembiayaan diatas.
Bila terjadi tunggakan 3 kali berturut — turut maka dikenakan sanksi berupa denda 3%
kali saldo pokok pembiayaan dan denda tersebut dimasukkan kedalam dana social.

7. Apabila Pihak I tidak menyelesaikan pembayaran kembali pembiayaan sebagaimana
yang telah di jadwalkan sesuai angsuran yang telah ditetapkan , maka Pihak I akan
menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan kewajiban pihak 1I
dengan jangka waktu 14 ( Empat belas ) hari sejak tanggal pembayaran angsuran wajib
dilakukan.

Kantor Pusat:
JI. Rejowinangun No. 28 Kotagede, Yogyakarta. Telp/Fax (0274) 4438807, 387860



8.

10.

11.

M.

Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut pada nomor 7 diatas, Pihak
II belum dapat menyelesaikan kewajibanya, maka pihak I berhak menjual kedepan
umum dan atau meminta kepada Badan Arbitrase Syariah yang berkedudukan
diwilayah D.I Yogyakarta untuk menyita atau mengekskusi jaminan yang diserahkan
oleh pihak II atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembayan kembali pembiayaan tersebut..
Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan Pihak O kepada Pihak I,
maka dengan ini Pihak II berjanji, sepakat menyatakan dan menjaminkan kepada pihak
I bahwa :
a. Pihak IT menyerahkan jaminan kepada Pihak I berupa :

b. Surat-surat obyek jaminan menjadi milik Pihak 1, sedang objek fisik jaminan
tersebut tetap berada pada dan|kekuasaan Rihak II selaku peminjam pakai.
Obyek jaminan hanya ddpat dipergunakan Pihak I menurut sifat dan
peruntukanya. .

¢. Pihak II berkewajiban untuk memlelihara objek jaminan tersebut dengan sebaik-
baiknya dan dilarang menjual, mengalifikan atau menghilangkan sebagian atau
seluruhnya dari obyek jaminan' tersébut.

d. Apabila sebagian dan atau |seluruhhya darigbjek jaminan hilang, rusak atau
diantara objek jaminan tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka
Pihak II wajib untuk mengganti sebagiarrdan-atau seluruhnya dari objek jaminan
yang sejenis dan atau nildinya sctara | detigan yang digantikan serta dapat
disetujui Pihak L '

Kedua belah sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila Pihak II telah
mengembalikan selurgh jumldi perubigyadr dad Pihakr ¥ termasuk seluruh kewajiban
yang harus dibayar olel/Pihak I[Vkepada Pihak«l atau pifrak lain’ yang terkait akibat
perjanjian ini. ) .
Demikian akad pembiayaan ini dibuat dan ditandatangai dengan sebenarnya tanpa ada
paksaan dari pihak manapun, hal-hal yafig belum tercantum dan diatur dalam akad ini
maka akan dimusyawarahkan bersama,

Yogyakarta, .......coiiiiiiiianniieiinn

Pihak I Menyetujui Pihak I1

Ridwan, SE.MLAg = cciccicciiceemssensee ssssssssesseace
Manajer Suami/Istri Anggota

Saksi-saksi: Bukti Transaksi

1.
2.

M.Fakih.............. o 1. kwitansi
Istiani W... .. ... 2. Akad pembiayaan

3. Taufikurrahman........................ 3. Monitoring



Lampiran : 4

PERTANYAAN INTERVIEW/ WAWANCARA

DENGAN PENGURUS, PENGELOLA, DAN DPS BMT BIF

. Acuan apa saja yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah di

BMT Bina Ihsanul Fikri? Pasal dan ayat berapa?

. Prinsip syariah apa saja yang digunakan dalam pembiayaan

mudharabah? Adakah kesulitan dalam menerapkan prinsip tersebut?

. Bagaimana realisasi pembiayaan mudharabah BMT BIF dilapangan,

apakah sudah sesuai acuan-yang-sudah ditetapkan ?

. Siapa yang menentukan kebijakan pembiayaan mudharabah dalam

segi akad dan obyek ?

. Bagaimanakah cara menentukansKeuatungan (bagi hasil) apakah ada

tawar menawar daldmr porsi bagi Hasil atau sudah ditentukan oleh
BMT,?

. Apakah bagi hasil yangdilakukan berbeda antara satu nasabah dengan

nasabah yang lain?

. Diberikan/ Untuk Siapakah 'pembiayaan| miidharabah ini? Kalangan

bawah, kalangan mefietngah atam kalangan atas, apa kriterianya orang

yang mendapatkan pembiayaan mudharabah ?

. Apakah ada'masalah yang sering timbuldaril{pembiayaan mudharabah

di BMT BIF?

. Apakah hubungan dan fungsi DPSM (dewan pengawas syariah dan

manajemen), berapa kali pertemuan antara pengurus dan DPSM, apa

saja yang dibahas?



Lampiran : 5

PERTANYAAN INTERVIEW/ WAWANCARA
DENGAN NASABAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH BMT BIF

1. Bagaimana pelayanan dari BMT BIF?

2. Apa keuntungan yang anda rasakan dengan pembiayaan mudharabah
dari pada yang lain? Apa karena motif syariah atau yang lain?

3. Manfaat yang sudah anda terima sudah sesuai dengan syariah belum?

4. Apa pendapat saudara tentang pembiayaan mudharabah di BMT BIF
sudah sesuai dengan syariah yang berlaku di indonesia, apa belum dari
segi subyek, obyek, akad dan ketentuan+ketentuannya?

5. Apakah ada tawar menawardalam porsi bagi hasil atau sudah
ditentukan oleh BMT,?



Lampiran : 6

Hasil Wawan Cara Dengan Pengurus, Pengelola dan DPS

Responden no.1

Nama : ir. Meidi syaflan

Tempat wawancara : STIPER (Pertanian) maguwoharjo

Hari, tgl dan waktu : Senin, 27 februari 2012, jam :10.10-10-45
Posisi : Ketua BMT BIF

Jawaban pertanyaan

1. Acuannya adalah buku karang-karang pemikir ekonomi islam seperti bank dan
keuang syariah dll, atau bisa dikatakan mengacu pada MUI/DSN, pasal dan ayat
tidak tahu.

2. Tolong menolong, Kesulitan dalam menerapkan prinsip adalah karena
mainset/cara berpikir pedangan Kecil masihCmemakai sistem bunga. Sehingga
dalam produk pembiayaan mudharabah inirbiasanya hanya diberikan kepada
orang-orang yang bisa membuat pembukuan,

3. belum

4, Marketing melalui surpei lapangan dan sering dengan pegawai yang lain. Ketua
dan menejer hanya,memberikanbatagan-batasa saja.

3. Ada tawar-menawar

6. lya tergantung kesepakatan kedua belald pihak

7. (orang yang bisa pembukuan) biasanya golongan Menengah

8. Permasalahannya
¢ Memberikan pemahaman kepada nasabah
¢ Moral hazard dari nasabah
e Tidak semua marketing paham dalam akad pembiayaan mudharabah

9. Fungsi DPSM adalah

e Melihat kebenaran akad
¢ Pelaksanaan akad dilapangan

Pertemuan pengurus dan DPS selama satu tahun 4 kali

Pembahasan ketika pertemuan adalah membicarakan tentang akad dan

pelaksanaannya dilapangan.



Responden no.2

Nama : ir. Suhardi

Tempat wawancara : Instiper yogyakarta L
Hari, tg! dan waktu : kamis, tanggal 8-3-2012, jam 13.10-13.45
Jabatan : Sekretris BMT BIF

Jawaban pertanyaan

1.

Acuan pembiayaan mudharabah yang digunakan di BMT BIF adalah fatwa DSN
No.7/DSN-MUI/2000.

Tolong menolong

Kesulitannya:

e Pemahaman masyarakat masih béfipiKir'\Konveénsional (bunga)

o Masyarakat ingin praktis

e Tetap berkeyakinan bahwa suatu‘hari bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

dengan terus berusaha walaupun pelan+pelan

3. Sudah sesuai, tetapi masih banyakkendala

BMT memberikan acuan kepada-.mdrketing,>dan marketing yang menentukan

pembiayaan mudharabah kepada nasabah baik dari segi akad ataupun obyek.

5. Dengan cara tawar inéhawar}

Bisa jadi, tergantung kesepakatan dari tawar menawar tersebut

80% menengah kebawah sepertisBMT-BMT-¢abang ataupun BMT yang kekurangan
dana.

Ada masalahnya adalah: kebiasaan nasabah yang tidak mau ribet dengan pembukuan
padahal BMT sudah memberikan pembelajaran tentang pembukuan.

Setiap minggu 1 kali, hari sabtu

Pembahasannya: Permasalahan produk-produk BMT dan Permasalahan nasabah.



Responden no.3

Nama : ir. Fuad Abdullah
Tempat wawancara : Rumah J1. Sidat No 19 nitikan lama
Hari, tgl dan waktu : sabtu, 31 maret 2012, jam :20.00-20.30
Posisi : Bendahara BMT BIF
Jawaban pertanyaan
1. Fatwa DSN
2. saling percaya, ada kesulitan karena biasanya masyarakat/ nasabah tidak bisa

membuat pembukuan, sedangkan salah satu syarat pembiayaan mudharabah harus
membuat pembukuan.

3. Belum, karena nasabah belum bisa pembukuan

yang menentukan kebijakan adalah IBMT. BIF Berupa plapon plapon pembiayaan
kemudian yang menentukan padamasabalhadalah marketing vang dilapangan.

Cara menentukan bagi hasil adalah BMT memberikan tawaran minimal sperti 30%-
70% tetapi nanti tergantung dari-kesepakatan dua belah pihak. Dan BMT melihat
dari usaha yang dilakukan oleh nasabah.

6. Bisa berbeda tergantung resiko, tetapi ada’standariminimalnya dari BMT.
7. Biasanya untuk UKM dan kalangan bawah.

Permasalahan yang s¢ring) timbul—adalah @alamn-ypembuktian, karena biasanya
masyarakat tidak biasa membedakan antara kevangan pribadi, pinjaman modal dan
keuntungan. semuanya dicampur, sehingga-kadang-kadang keuntungan dari modal
dipakai buat pribadi atau keluarga.. Yang_mengakibatkan bagihasil-nya kadang-
kdang tidak ada.

Hubungan DPS dan manajemen adalah DPS sebagai orang yang memonitor apakah
ketentuan-ketentuan itu dijalankan dan sedangkan manajemen adalah untuk melihat
bagaimanakah prodak-prodak tersebut dilapangan apakah laku atau tidak.

Pertemuan 3 bulan sekali dan yang dibahas adalah tentang produk, strategi, program

kedepan dan minta fatwa.



Responden no.4

Nama : Hamim Ilyas

Tempat wawancara ‘Ruangan Dosen Muammalat UIN Sunankalijaga
Hari, tgl dan waktu : Senin, 12 Maret 2012, jam :15.10-15-30
Jabatan : DPS I BMT BIF

Jawaban pertanyaan

1.
2.
3.

© © N o

Fatwa DSN No. 7 tentang mudharabah.

Perinsip Tidak di zolimi dan tidak menzolimi. A3y y 215 ¥

Berdasarkan akad sudah sesuai dengan acuan, tetapi secara subsatansi di lapangan
tidak tahu karena tidak tahu persis keadaan dilapangan

Yang menentukan kebijakan pembiayaan mudahrabah dari segi akad dan obyek
adalah pengelola.

Secara teori dan anjuran ada tawar mendwar, tetapi substansi dilapangan DPS tidak
mengetahui.

Bisa berbeda karena sesuai dengan kescpakatan akad

DPS tidak mengetahui.

Tidak ada

Pertemuan DPS dan manajemen hanya bersifat insidentil (pas ada momen/acara

sesuai dengan kebutuhany), yang dibahasitentaqg produk-prodyk'BMT BIF.

Responden no.5

Nama : M. Ridwan, SE, M.Ag

Tempat wawancara :BMTBIF _
Hari, tgl dan waktu : Senin, tanggal 5-3-2012, jam 13.40-13.58
Jabatan : Direktur BMT BIF

Jawaban pertanyaan

1. Acuan pembiayaan mudharabah yang digunakan di BMT BIF adalah fatwa DSN
yang difahami. No.7/DSN-MUI/2000

2. Tolong menclong, Kesulitan dalam menerapkan prinsip mudaharabah sangatiah
banyak diantaranya:
» Bagi hasil bagi orang-orang yang ekonominya kecil

e Membuat pembukuan sebagai acuan besarnya bagi hasil



3, Realisasi pembiayaan mudharabah dilapangan belum sesuai dengan acunan.
Karena akadnya terlalu simple dan kurang bisa menjelaskan hak dan kewajiban
dari kedua belah pihak.

4, Yang menentukan dari pihak BMT,

5. Cara menentukan bagi hasil berdasarkan harga standar minimal bagi hasil
melalui perhitungan. Dalam porsi bagi hasil ada tawar menawar antara nasabah
dengan mudharib.

6. Bisa berbeda tergantung kesepakatan kedua belah pihak, bisa berbeda dengan
perhitungan cos resiko (biaya resiko), apakah sipeminjam jauh atau dekat
rumahnya dengan BMT, bagaimana moral hajatnya.

7. Biasanya BMT BIF memberikan pembiayaan kepada kelas menengah karena
mereka sudah bisa membuat/pembukuan, adapun buat kelas ekonomi bawah
biasanya diganti dengan murabahah (jual beli).

8. Masalah yang timbul Jarang, karena BIF selektif dalam memberikan pembiayaan
ini, tetapi mereka menyangka'bahwap€mbiayaan dengan mudharabah ini masih
mahal.

9. Pertemuan rutin 3 bulan sekali yang.terjadwal, tetapi bisa saja lebih dari 3 x
karena sesuai dengan kebutuhan.“Yang ‘menjadi pembahasan adalah pengawasan
tentang produk-produk BMT BIE.dan.nasabah yang melakukan pembiayaan.

Contoh kasus:

Ada nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah untuk bisnis jualan,

tetapi sebagian jualannya terdapat‘minuman.beralkohol:



Lampiran : 7

Hasil Wawan Cara Dengan Nasabah

1. Nasabah dari lembaga

Responden no.6

Nama : Sutardi. S, HI.
Jabatan : Manajer BMT BIF Cabang nitikan
Hari, tgl dan Waktu : Jum’at, 2 maret 2012. Jam 11.10-11.40.
Tempat : BMT nitikan
Jawaban pertanyaan:
1. Baik,

- Karena pront office menjelaskan tujuar’ anggota melakukan pembiayaan
mudharabah.

- Adanya pengarahan dari pihak BMF
2. Keuntungannya adalah:
- Dana semuanya dari BM T/(kantor pusat)
- Bagi hasil murni

3. Sudah tetapi belum*maksimal, hal iri-ketika disalurkan kepada masyarakat. Karena
masyarkat:

- Tidak mau ribet (membuat pembukuan) solusinya akadnya diganti dari
mudharabah ke murabahah®

- Mainset (cara berpikir) Masih menganggap bunga.
- Pendidikan nasabah yang rata-rata rendah.
4. 100% syariah, karena:
- Adanya laporan keuangan nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah
- Adanya pembimbingan terhadap nasabah.

- Adanya pengawasan dari BMT kepada nasabah, bisa 1 bulan sekali atau 2
minggu sekali

5. Ada tawar menawar dalam menentukan porsi bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan
bersama.



Responden no.7

Nama : Iwa khoiruttagwa

Jabatan : Nasabah BMT BIF gedongkuning

Alamat :

Hari, tgl/ Waktu : Jum’at, tanggal 30 maret 2012. Jam: 09.30-09.55
Tempat : BMT PCM Umbul harjo

Jawaban pertanyaan

1.

sangat memuaskan, karena antar lembaga maka biasanya dilakukan dengan membuat
kesepakatan antar menejer.

Sangat menguntungkan antar lembaga, karena dengan bagihasil pendapatannya naik
turun tidak tetap dan begitupun bagi-hasilnya-Ada-notif syariah.

3. Dari hitungan sudah mendekati.

Insya, A sudah mendekati, karena BIF menjadi rujukan bagi BMT-BMT yang ada di
yogyakarta.
Ada tawar menawar , karena dari-sanah juga ad?’ menanyakan berapa kira-kira klo

kami memberi modal dengan jumlah-sekiah. Dari-sita nanti muncullah angka-angka.

2. Nasabah individu

Responden no.8

Nama : Widodo

Alamat : Wonoboyo RT 11/RW01 Jogonalan Klaten

Waktu wawancara : jam 09.45 di Basat Gamping

Jabatan : Anggota dan nasabah BIF

Kegiatan : pedagang kulakan kerupuk, cemilan di pasar gamping dan sering ikut

pengajian masjid.

Jawaban pertanyaan

1.

Uh :P-PJ

Bagus dan puas buat mudharabah, tetapi buat murabahah tidak karena sama seperti
bank kovensional.

Barokah, dan karena syariah meskipun belum syariah sebenamya minimal sudah
mendekati.

Sudah, Lebih tenang dari pada minjem di bank konvensional (BPR).

Belum semuanya, minimal sudah mendekati.

Ada tawar menawat, bisa naik turun, sekarang porsinya 30% : 70%.



Responden no.9

Nama : Dyah fitri

Jabatan : Nasabah BMT BIF

Alamat : Gendeng GK 11/474 Beciro Yogayakarta
Hari, tgl/ Waktu : Senin, tanggal 5-3-2012, jam 14.00-14-15.
Tempat : BMT BIF lantai 2

Jawaban wawancara

1. Bagus memuaskan

2. Lebih menguntungkan, resiko ditanggung bersama. Iya karena syariah dan lebih
t?nang.

3. Sudah seperti tolong menolong,

4. Belum sesuai, Perlu ada perbaikan dari anggeta seperti laporan keuangan yang
susah.

5. Ada tawar menawar.

Responden no.10

Nama :AndiSutardi

Jabatan #Nasabah BME-BIF Pleret

Alamat :

Hari, tgl/ Waktu : jum’at, tanggal 30-352012\Jam 06.50-07.10
Tempat : Rumah

Jawaban wawancara

1. memuaskan, karena dengan sistem jemput bola (datang kenasabah), akan semakin
akrab.

2. Karena dengan bagi hasil atau hasilnya yang dibagi, melakukan pembiayaan
mudharabah karena motif syariah.

3. 90% sudah syariah,

4. Tidak tahu, tetapi yang penting waktu pembiayaan ada penjelasan dan alokasi dana
akurat.

5. Tidak, tetapi saya merasa bagi hasil BMT lebih kecil dari perbankan,



Responden no.11

Nama : Nurdianto

Alamat : Minomartani

Hari, tgl dan waktu : jam 10.25-10.45 di kios

Kegiatan : Pedagang bakso, gorengan dan kue.
Jawaban wawancara

1. Bagus dan memuaskan khususnya bu neni.

2. Keuntungan yang dirasakan tidak tahu, meminjam karena motif syariah tidak
memakai bunga.

3. Manfaatnya sudah sesuai dengan syariah, tidak tahu

4. Tidak tahu.

5. Tawar menawar tidak ada, hanya mengikuti tawaran dari BMT aja.

Catatan nasabah ini merupakan nasabah yang tidak’mengerti tentang syariah.

Wawancara-Dengan Marketing

Responden no. 12

Nama : Sumiran, S.Th.I
Jabatan Timacketihg BIF
Tanggal/jam ¥17-2-2012, jame14.15!

Tentang pembiayaan Mudahrabah. | Bahwa_pémbigyaan, Mudahrabah yang dilakukan
dilapangan adalah si-nasabahypmengajukan pembiayaan. terligbih dahulu, kemudian si
marketing memberikan penjelasan apa syarat-syaral ydfig harus dilengkapi diantaranya
harus punya pembukuan, ketika pérsyaratan sudah dilengkapi maka simarketing akan
membawa persyaratan tersebut kekantor dan didiskusikan dengan marketing lainnya,
adapun penjelesan akad dilakukan dibelakang ketika vang mau diberikan. Hal ini sama
dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Taufiqur rahman, S.E pada
tangpal 16 jam 10.30 di jalan gembira loka. Bahwa segala macam pembiayaan akadnya
dilakukan diakhir sebelum uang pencairan diserahkan.
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Tentang
PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)
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= g A A
Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana
lembaga kenangan-syari’ah-(EKS), pihak LKS dapat menyalurkan
dananya kepada pihak/tain’'dengan cara mudharabah, yaitu akad
kerjasama suatu usaha antara-dua pihak di mana pihak pertama
(malik, shahib-al-mal, LKS) nicnyediakan seluruh modal, sedang
pihak kedwa') (“amil  mudhdrib, nasabah) bertindak selaku
pengelola, danjkeuntinganusaha dibagi di antara mereka sesuai
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;

b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari’ah Islam,
DSN memandang-perlusmenctapkan fatwa tentang mudharabah
untuk dijadiken-pedoman/olelcLKS.

Mengingat : 1. Firman Allak QS. al-Nisa’ [4]: 29:

SN Y = Bu S I A R il 6T ¢

e P L s

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(iengambil)\ haFta Sesamianiu dengangalan yang batil, kecuali
dengai jalan “perniagaan=ydangs berldki. dengan sukarela di
antaramu_..”.

2. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:
R A A SR TR
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."
3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

e 5. Aoy B . 20 R R T I TV L
LA A s AEGT L e 350 Ul "k Lol 0.
“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendalldah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:
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“ - T T *e sa s oA -
Jo;.‘:_:id 35Can JUI 283 13] ;.ﬂ:.‘.ii A g Wty
PN Aol « J_,,, Y ‘1;.;:4, _,u..u Y of entls &

e

J_}—-H'_)“-L’;:d’cl-’ LM;JJ:;}uoL; anJa_)..L.fuL: 4;1.544

(ol c;-"
“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan
yang ditetapkan__Abbas__itu didengar Rasulullah, beliau
membenarkdnnya. 2 (HR/\Thabrani dart [bnu Abbas).

5. Hadis Nabi risrayat Ibiiu Majah-dari Shuhaib:
o a’ g o ,e A ;:’ ‘}’ .~ o’ “”z -
ot o) B Y B [ AR T S F w5 g v |

(e o axla

“Nabi bersabda) ‘Ada-tiga|‘\hal lyang mengandung berkah: jual
beli #tidak secara turnai, —muqaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan jewawut untul keperluan rumah
tangdal bukan urtaladifaall™ (HR-TonuMajdidari Shuhaib).

6.""Hadis Nabi riwayal Tirmizi dari ‘Ams bin “Auf:
Lt fyyrgj;myawt""u’ctai
Py PR 20 AL .
N B K o | sl s HE o ,J.Mn,

“Perdamaian dapat dilalotkan dit antara kaum muslimin kecuah
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

PR

Ao gl 8 LB b g codaB jlall g aorle ol ) J,,.ﬁ; SN
(s
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”

(HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-
Khudri).

Dewan Syariah Nasional MUI
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8.

10.

Memperhatikan

Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada
orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, 1989, 4/838).

Qiyas. Transaksi mudharabah digiyaskan kepada transaksi
musagat.

Kaidah figh:
P ’,’Itﬂ J"u ””. }.’4
Lo 5 85O0 of W -0yt enlad s o

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari
Selasa, tanggal™29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)
Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

i.

Pembiayaan -Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan
oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Dalam pembiayaan ini(LKS sebagai shahibul maal (pemilik
dana) membiayai// 100/ %\ kebutuhan suatu proyek (usaha),
sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau
pengelola usaha,

Jangka waktu usaha, fafacara pengembalian dana, dan pembagian
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak (LKS'déngan pengusaha).

Mudharib’ boleh™ffelakukan berbagai macam usabha yang telah
disepakati=bersama dan, sesuaigsdengan gyari’ah; dan LKS tidak
ikut serta dalam/managetien, perisahaan atau proyek tetapi
mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam
bentuk tunai dan bukan piutang.

LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat
dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan
kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan,
LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabilz mudharib terbukti
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad.

Dewan Syariah Nasional MUI
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8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme

pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan
fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban

atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib
berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang tclah dikeluarkan.

Kedua : Rulun dan Syarat Pembiayaan:

1.

Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus
cakap hukum,

Pernyataan ijab dan gabul barus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a, Penawaran__dan__penerimaan harus secara  eksplisit
menunjiikkansjuan‘kontrak (akad).

Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c. Akad difuangkan seeara tertyilis, melalui korespondensi, atau
dengan|menggunakanfcara-cara komunikasi modern.

Modal ialah'sejumlah®wang dan/atau aset yang diberikan oleh

penyedia dana kepada mudbarib untuk tujuan usaha dengan

syarat sebagai berikut:

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b. Modal dapat berbeutuk uang atau barang yang dinilai. Jika
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus
dinilai pada waltu akad.

c. Modaltidak dapattberbéntuk piutang dambharus dibayarkan
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai
dengarkesepakatan‘dalam akad.

Keuntungan ‘mudhiarabah “adalah jumlah yang didapat sebagai
kelebihan..dari-imaodaly ;Syarat=keuntungan berikut ini harus
dipenuhi:

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pthak dan tidak boleh
disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan
harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan
sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah hamus berdasarkan
kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung
kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan

(mugabil) modal yang disediakan olek penyedia dana, harus

memperhatikan hal-hal berikut:

Dewan Syariah Nasional MUI
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Ketiga

Ketua, i

Prof.

. Ali Yafie

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak
untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c¢. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam
dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah,
dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas
itu.

Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1.
2.

Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah
kejadian di masa.depan yang belum tentu terjadi.

Pada dasarya, dalami mudharabah tidak ada ganti rugi, karena
pada dasamya akad inj bersifaf amanah (yad al-amanah), kecuali
akibat dari ‘kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan,

Jika salah satu piliak tid@k menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan |di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah
setelah tidak-tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di  : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAIELIS ULAMA, INDONESIA

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani
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Lampiran : 9 Buku

TENTANG AKAD
BAB VIIl
MUDHARABAH
Bagian Pertama
Syarat Mudharabah Pasal 231
(1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain

untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
(2) Penerima modal menjalankan usaha dalambidang yang disepakati.

{(3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 232
Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:
a. shahib al-mal/pemilik modal;

b. mudharib/pelaku usaha; danc.‘akad.

Pasal 233

Kesepakatan bidang usaha vyang akan dilakukan dapat Dbersifat mutlak/bebas dan
mugqgayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Pasal 234

Pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al-mudharabah harus memiliki keterampilan yang
diperlukan dalam usaha.
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Buku Il

TENTANG AKAD
Pasal 235

(1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.

{(2) Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/ mud harib.

(3) Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti.

Pasal 236

Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara
jelas dan pasti.

Pasal 237

Akad mudharabah yang tidak memenuhi syaratjadalahibatal.

Bagian‘Keduta
Ketentuan Mudharabah
pPasalj238
(1) Status henda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahib al-mal,
adalah modal.
(2) Mudharib berkedudukan/sebagai wakil.shahib al-mal dalanm-menggunakan

modal yang diterimanya.

{3) Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik bersa ma.
Pasal 239
(1) Mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk

memperoleh untung.
(2) Mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai

maupun cicilan.
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(3)
(4)

Buku Il
TENTANG AKAD

Mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
Mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan

cleh para pedagang.

Pasal 240

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama,
kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

(1)

()

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 241
Mudharib berhak memberi kuasa ké€pada pihakdain tintuk bertindak sebagai wakilnya
Untuk membeli dan menjual barang jika sudah disepakati dalam akad mudharabah.
Mudharib berhak mendepositokan danmehginvestasikan harta kerjasama dengan
sistem syariah.
Mudharib berhak menghubungi pibak-lainjuntulemelakukan jual-beli barang sesuai

dengan kesepakatan dalam akad.

Pasal 242
Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati
dalam akad.

Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.

Pasal 243
Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati
dalam akad.

Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh

mudharib merugi.
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Buku ll
TENTANG AKAD

Pasal 244

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaanya sendiri dengan harta kerjasama dalam
melakukan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

Pasal 245

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah jika
mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan, modal campuran/shahib al-mal dan mudharib, dibagi
secara proporsional atau atas dasar kesepakatan sémua piHak.

Pasal 247

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalafm rangka melaksanakan bisnis kerjasama,
dibebankan pada modal dari shahib al-mal.

Pasal 248

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-keténtuan yang ditetapkan oleh pemilik
modal dalam akad.

Pasal 249

Mudharib waijib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan
oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan
ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.
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Buku I}
TENTANG AKAD

Pasal 250

Akad mudharabah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pasal 251
(1) Pernilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesépakatan
dalam akad mudharabah.
(2) Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib.

(3} Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yarig
menjadi hak pemilik modal dalam kefjasama mudharabah.
{(4) Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan

perdamaian/al-shulh dan atau melaluipengadilan?

Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama mudharabah yang terjadi
bukan karena kelalaian mudharib) dibebankan pada pemilikmodal.

Pasal 253

Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau mudharib meninggal dunia,
atau tidak cakap melakukan perbuatatihukum.

Pasal 254

(1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan tethadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti
dari mudharib yang telah meningal dunia.

(2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib, dibebankan pada pemilik modal.
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